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MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”
(Al-Bagarah: 153)
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RINGKASAN

Saat ini Indonesia sedang marak dengan hadirnya toko Online yang
berbentuk pasar online (Marketplace). Marketplace ini merupakan tempat
berkumpulnya penjual dan pembeli dalam sebuah situs website.Salah satu jenis
marketplace yang cukup terkenal di Indonesia yakni Lazada. Lazada merupakan
salah satu marketplace yang saat ini sedang digemari oleh konsumen Indonesia
karena memberikan banyak pelayanan dan kemudahan bagi konsumennya untuk
berbelanja. Akan tetapi, dengan hadirnya marketplace ini tidak menutup
kemungkinan adanya kerugian yang ditanggung oleh konsumen akibat kesalahn
dari pelaku usaha. Seperti halnya dengan pembatalan transaksi yang dilakukan
secara sepihak oleh pihak lazada.

Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini ada tiga yaitu: (1) Apakah
pihak Lazada dapat melakukan pembatalan transaksi online secara sepihak?(2)
Apa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembatalan transaksi
online yang dilakukan oleh pihak Lazada? (3) Upaya penyelesaian apa yang dapat
dilakukan oleh konsumen atas tindakan pembatalan transaksi online secara
sepihak yang dilakukan oleh pihak Lazada?

Tujuan penulisan agar dalam penelitian skripsi ini dapat diperoleh sasaran
yang dikehendaki. Maka ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan
penulisan dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum
dan tujuan khusus. Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi
ini adalah penelitian hukum normatif (legal research) adalah menemukan
kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah
norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta
apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai
aturan hukum) atau prinsip hukum. Pendekatan masalah yang digunakan yakni
pendekatan perundang-undangan dengan pendekatan konseptual. Sumber bahan
hukum yang digunakan yaitu terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah
analisa bahan hukum deduktif yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep
atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang
seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data
dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan
bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang
mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh kesimpulan Berdasarkan fakta
hukum yang telah diuraikan maka disimpulkan bahwa pihak Lazada tidak dapat
membatalkan transaksi online secara sepihak kepada konsumen karena tindakan
tersebut bertentangan dengan pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen akan tetapi pada syarat dan ketentuan yang
berlaku di situs lazada memberikan hak untuk membatalkan transaksi secara
sepihak.

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat
dibatalkannya transaksi yang dilakukan secara sepihak oleh pihak Lazada
memang belum diatur secara khusus, namun dalam UUPK diatur hak apa saja
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yang bisa didapat oleh konsumen. Hak yang diatur dalam Undang-Undang
Perlindungan Konsumen yakni konsumen yang dirugikan bisa mendapatkan ganti
rugi atas kerugian yang dialami karena pihak konsumen tidak menerima barang
dengan semestinya. Dalam hal ini Pemerintah juga akan turut melindungi
kepentingan konsumen.

Konsumen yang mengalami kerugian akibat pembatalan transaksi yang dilakukan
secara sepihak oleh pihak Lazada dapat menempuh upaya penyelesaian dengan
menggunakan jalur non-litigasi atau litigasi. Akan tetapi di dalam syarat dan
ketentuan di situs Lazada sudah diatur mengenai upaya penyelesaian sengketa
dimana Lazada memilih Arbitrase sebagai upaya penyelesaian sengketa dengan
konsumen.

Saran yang diberikan adalah hendaknya bagi pihak konsumen membaca
dengan teliti syarat dan ketentuan yang telah tersedia di situs Lazada. Dengan
membaca dengan teliti syarat dan ketentuan yang berlaku akan meminimalisir
adanya Kkerugian yang timbul yang nantinya ditanggung sendiri oleh
konsumen.Hendaknya apabila terjadi sengketa antara konsumen dan Pihak
Lazada, sebaiknya penyelesaian permasalahan terlebih dahulu dilakukan dengan
musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapainya suatu kesepakatan melalui
musyawarah, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur di luar
pengadilan yakni melalui BPSK dan Penyelesaian Sengketa Alternatif.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia yang diketahui memiliki penduduk sekitar 200 juta, tak
jarang apabila Indonesia sering disebut sebagai pasar potensial digital. Sebab,
sampai saat ini sudah ada sekitar 88,1 juta pengguna internet aktif di Indonesia.®
Internet adalah sebuah alat penyebaran informasi secara global, sebuah
mekanisme penyebaran informasi dan sebuah media untuk berkolaborasi dan
berinteraksi antar individu dengan menggunakan komputer tanpa terhalang batas
geografis.? Teknologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap
perekonomian dunia. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak
baru yang lebih popular dengan istilah digital economics atau perekonomian
digital.® Makin banyaknya kegiatan perekonomian dilakukan melalui media
internet. Perdagangan misalnya, semakin banyak mengandalkan e-commerce
sebagai media transaksi.

E-commerce atau yang biasa disebut Electronic Commercepada dasarnya
merupakan suatu kontrak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli
dengan menggunakan media internet.* Jadi proses pemesanan barang, pembayaran
transaksi hingga pengiriman barang dikomunikasikan melalui internet.
Elektronikcommerce atau yang disebut e-commerce adalah transaksi komersial
antara penjual dan pembeli atau pihak-pihak lainnya dalam hubungan kontrak
yang menggunakan media elektronik atau digital yang dalam prosesnya tidak
diperlukan temu muka dan transaksi dilakukan secara lintas batas.

Semakin meningkatnya pengguna internet oleh penduduk Indonesia
terutama dalam memanfaatkan perdagangan secara elektronik ini juga menarik

para pelaku usaha atau perusahaan-perusahaan untuk mempromosikan barang atau

! Agustinus Mario Damar, “3 Fakta Mengejutkan Pengguna Internet di Indonesia”, diakses
dari http://tekno.liputan6.com/read/2435997/3-fakta-mengejutkan-pengguna-internet-di-indonesia,
pada tanggal 12 Oktober 2016 pukul 12:53.

2 Rieyeke Ustadiyanto,”Framework E-Commerce” (Andi: Yogyakarta, 2002), hlm.1.

3Ibid.

4 Ibid.
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jasa nya lewat internet. Tidak hanya untuk sektor bisnis atau sekedar untuk
promosi barang atau jasa, internet juga mampu merubah pola kehidupan dari
masyarakat itu sendiri. Saat ini banyak bermunculan media sosial yang tidak
hanya sebagai media pertemanan tetapi juga sebagai toko online. Toko online
disini merupakan tempat penjualan yang didirikan secara online tanpa bertemu
antara pelaku usaha dan konsumen. Aktifitas yang dilakukan pelaku usaha untuk
memanfaatkan toko online antara lain mempromosikan dan menjual barang atau
jasa yang dijualnya. Toko online disini juga mempermudah konsumen
menemukan barang atau jasa yang diperlukan. Semua penawaran, detail barang
atau jasa, harga, cara pengiriman barang, cara membayar barang atau jasa yang
diinginkan di promosikan lewat toko online ini.

Toko Online ini tidak hanya memberikan peluang besar untuk pelaku usaha
maupun perusahaan-perusahaan yang berbisnis melalui internet. Toko online ini
juga memberikan keuntungan sendiri bagi konsumen Indonesia untuk berbelanja.
Selain dapat menghemat waktu berbelanja, barang atau jasa yang ditawarkan
lewat toko online lebih banyak daripada toko offline. Tidak hanya itu toko online
juga memberikan kemudahan dalam pengiriman barang yang telah dipesan oleh
konsumen yakni barang tersebut bisa dikirimkan langsung ke alamat pemesan.
Konsumen juga tidak perlu untuk keluar rumah sekedar membeli barang. Semua
dapat dilakukan di dalam rumah menggunakan internet. Keuntungan lain yang
bisa di dapat dari belanja lewat toko online yakni, konsumen bisa berbelanja dan
melakukan transaksi selama 24 jam, harga yang ditawarkan relatif murah daripada
toko offline, para konsumen juga dapat berinteraksi dengan konsumen lain
mengenai barang yang akan dibeli atau tentang toko online itu sendiri, konsumen
bisa dengan bebas melihat-lihat dahulu barang yang akan dibeli.

Saat ini Indonesia sedang marak dengan hadirnya toko Online yang
berbentuk pasar online (Marketplace). Marketplace ini merupakan tempat
berkumpulnya penjual dan pembeli dalam sebuah situs website.’Dapat dikatakan

bahwa dalam satu situs website terdapat banyak pelaku usaha yang melakukan

SCita Yustisia Serfiani, R. Serfianto D. Purnomo, Iswi Hariyani, Buku Pintar Bisnis Online
dan Transaksi Elektronik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), him. 15.
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penjualan barang atau jasa secara online dimana konsumen bisa dengan mudah
untuk memilih,
Marketplace yang ada di Indonesia antara lain Ebay, Kaskus, OLX, Shopee,

Tokopedia, Lazada. William Tanuwijaya, pendiri Tokopedia.com, mengatakan

ada beberapa kelebihan situs model marketplace dibandingkan model jual beli di
forum, jejaring sosial, atau iklan baris. Kelebihan itu antara lain fasilitas rekening
bersama gratis, penjual bisa menentukan minimal pembelian dan menetapkan
sistem diskon untuk pembelian partai besar. Lalu, ada perhitungan ongkos Kirim
secara otomatis, verifikasi pembayaran secara online dan pengecekan posisi
pengiriman barang secara otomatis.®Dalam marketplace ini juga pelaksanaan
sistem pembayarannya tidak langsung dilaksanakan kepada penjual tetapi
dibayarkan terlebih dahulu kepada marketplace ini. Dana akan dicairkan kepada
pelaku usaha jika pembeli telah menerima barang pesanan.

Salah satu jenis marketplace yang cukup terkenal di Indonesia saat ini yakni
lazada.co.id. Lazada merupakan salah satu marketplace yang saat ini sedang
digemari oleh konsumen Indonesia. Lazada juga banyak menawarkan jenis barang
seperti perlengkapan bayi, produk kecantikan, pakaian wanita maupun pria,
perlengkapan traveling, perlengkapan rumah tangga, elektronik, mainan anak dan
masih banyak lagi. Banyak konsumen Indonesia yang saat ini menggemari untuk
berbelanja di Lazada karena Lazada sendiri memberikan kemudahan bagi para
konsumennya. Dari layanan yang menguntungkan pihak konsumen seperti free
shipping untuk biaya pengiriman barang yang telah dipesan, serta COD (Cash On
Delivery) ke lebih dari 100 kota di Indonesia. Garansi uang kembali dan potongan
harga terhadap barang juga menjadi bagian dari promosi yang dilakukan oleh
pihak Lazada.

Akan tetapi, dengan hadirnya marketplace ini tidak menutup kemungkinan
adanya kelemahan yang dapat mengakibatkan kerugian yang ditanggung oleh
konsumen. Aktifitas yang dilakukan melalui internet dan kegiatan jual beli yang
dilakukan tanpa bertatap muka antara konsumen dan pelaku usaha tidak menutup

kemungkinan adanya kecurangan antara pelaku usaha dan konsumen. Kelemahan

®Ibid .
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tersebut seperti hal nya tentang adanya syarat dan ketentuan yang berlaku yang
dibuat sepihak oleh marketplace. Syarat dan ketentuan tersebut bisa jadi malah
menguntungkan marketplace itu sendiri dengan merugikan pihak konsumen itu
sendiri dan dengan begitu pengelola situs marketplace dapat terhindar dari
tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha dikarenakan adanya syarat dan
ketentuan yang sudah tersedia di dalam situs marketplace tersebut. Hal ini dipicu
dengan ketidaktelitian konsumen membaca atau tidak sama sekali membaca syarat
dan ketentuan yang berlaku pada suatu marketplace tersebut.

Kecurangan yang dilakukan pelaku usaha juga kerap terjadi pada saat
transaksi online sudah dilakukan. Bentuk Kecurangan yang terjadi antara lain
yakni ketika konsumen telah membayarkan sejumlah uang untuk pembelian suatu
barang pelaku usaha tidak mengirimkan pesanan konsumen, terkadang pula
barang yang dikirimkan oleh pelaku usaha kepada konsumen tidak sesuai dengan
pesanan konsumen, pada saat konsumen telah mengirimkan sejumlah uang untuk
pembelian barang ternyata dari pihak pelaku usaha merubah keterangan harga
yang akhirnya dibatalkannya transaksi dari konsumen tanpa mengkonfirmasikan
kepada konsumen terlebih dahulu.

Seperti yang dikutip dari Viva News pada viva.co.id pada tanggal 23
Desember 2015, dalam berita surat pembaca tersebut menyebutkan bahwa
terdapat konsumen Indonesia bernama Achmad Supardi yang menanggung
kerugian akibat pembatalan transaksi online yang dilakukan secara sepihak oleh
pihak Lazada. Awal mula terjadinya kerugian seorang konsumen Indonesia yang
bernama Achmad Supardi dimulai dari pada tanggal 12 Desember 2015 malam,
Achmad Supardi membeli 1 unit sepeda motor Honda Vario (Order ID
319361429) dan 3 unit sepeda motor Honda Revo (Order ID 317281429) dari
Lazada. 3 unit Honda Revo tersebut dibeli masing-masing Rp 500.000 (total Rp
1.500.00), sementara Honda Vario Rp 2.700.000 untuk pembelian cash on the
road. Achmad Supardi bukan hanya melihat display awal di situs Lazada, nhamun
telah membaca deskripsi produk. Achmad Supardi memang melakukan pembelian
4 unit sepeda motor secara cash on the road, pembelian 4 unit sepeda motor

tersebut tidak dibeli secara kredit tetapi secara cash on the road (khusus wilayah
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Jabodetabek). Angka tersebut juga bukan angka untuk uang muka. Achmad
Supardi mengira bahwa harga yang sangat murah ini bagian dari promosi gila-
gilaan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) yang diberikan oleh pihak
Lazada. Achmad Supardi melakukan pembayaran melalui transfer ATM BCA
kurang dari satu jam sejak booking. Transaksi yang dilakukan Achmad Supardi
sah dan dikonfirmasi oleh Lazada.Pada tanggal 14 Desember 2015, Achmad
Supardi membuka kembali situs Lazada dan melihat harga sepeda motor yang
harganya dibawah Rp 3.000.000. Kali ini, tampilan display yang dilihat di awal
masih sama, hanya saja di bagian deskripsi produk sudah ada tambahan
keterangan bahwa harga tersebut adalah harga kredit. Di tanggal yang sama, sore
hari, Achmad Supardi mendapat telepon dari Honda Angsana, dengan ragu staf
Angsana bertanya apakah Achmad Supardi membeli sepeda motor secara kredit.
Achmad Supardi menjelaskan bahwa Achmad Supardi membeli sepeda motor
secara cash on the road.

Rabu, 16 Desember 2015, kembali perwakilan Honda Angsana menelpon
Achmad Supardi. Ternyata pihak Honda Angsana kebingungan kenapa ada orang
membeli sepeda motor cash dengan harga sangat murah. Pihak Honda Angsana
menanyakan kembali kepada Achmad Supardi apakah Achmad Supardi membeli
sepeda motor secara kredit. Achmad Supardi menjawab bahwa dirinya membeli
sepeda motor secara cash on the road. Pihak Angsana meminta maaf dan
mengatakan akan menyelidiki dulu dimana letak kesalahannya. Dua kali ditelepon
membuat Achmad Supardi merasa khawatir bahwa harga itu adalah sebuah
kesalahan dan Achmad Supardi pikir letak kesalahan ada pada pihak Honda
Angsana. Achmad Supardi khawatir jika pegawai yang membuat kesalahan itu
akan mendapatkan konsekuensi yang berat, mulai dari diminta mengganti
kerugian hingga dipecat. Oleh karena itu, Achmad Supardi mengatakan bahwa
Achmad Supardi bersedia membatalkan transaksi tersebut asalkan ada jaminan
bahwa tidak ada staf Angsana yang menerima konsekuensi berat dan Achmad
Supardi katakan bahwa transaksi tidak batal hanya melalui komunikasi telepon
tersebut saja. Achmad Supardi merasa dirugikan dan Achmad Supardi berharap

kepada pihak Honda Angsana meminta maaf kepaa Achmad Supardi secara layak.
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Dua hari kemudian Achmad Supardi kemudian mengecek status transaksi
nya di Lazada. Ternyata transaksi milik Achmad Supardi yang pada awal mula
nya terkonfirmasi dan tinggal menunggu pengiriman, ternyata berubah menjadi
ditolak dan lalu ditutup secara sepihak oleh pihak Lazada. Pihak Lazada secara
sepihak memproses pengembalian dana tanpa terlebih dahulu bertanya dan
meminta persetujuan dari Achmad Supardi. Achmad Supardi kemudian
memanfaatkan fasilitas ™ dengan pihak Lazada sebagaimana yang tertera dalam
situs Lazada. Lazada membuat pengakuan kepada Achmad Supardi bahwa Lazada
adalah pihak yang bersalah bukan pihak Honda Angsana. Pihak Lazada yang
salah memunculkan nominal harga. Pihak Lazada menjelaskan bahwa kesalahan
memunculkan nominal harga karena banyak nya item promosi selama Harbolnas
berlangsung. Pihak Lazada mengarahkan Achmad Supardi ke proses refund. Pada
dasarnya pembatalan transaksi ini dilakukan oleh pihak Lazada secara sepihak
tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada Achmad Supardi. Ternyata
pihak Lazada kembali secara sepihak memproses refund dengan memberikan
Achmad Supardi voucher belanja di Lazada sesuai jumlah uang yang Achmad
Supardi belanjakan untuk membeli 4 unit sepeda motor tersebut. Pihak Lazada
mengganti dana milik Achmad Supardi dengan 2 voucher senilai Rp 4.200.000.
voucher tersebut hanya bisa digunakan pada web Lazada saja dan hanya untuk
sekali transaksi serta tidak dapat diuangkan.’

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka Penulis
tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEMBATALAN TRANSAKSI
ONLINE SECARA SEPIHAK OLEH PIHAK LAZADA.”

" Elly Herawati, Achmad Supardi, “Transaksi Lunas Dibatalkan Sepihak oleh Pihak
Lazada”, diakses dari http://m.news.viva.co.id/news/read/714827-transaksi-lunas-dibatalkan-
sepihak-oleh-lazada, pada tanggal 15 Oktober 2016 pukul 0:23.
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1.2

Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan

permasalahan sebagai berikut :

1.

1.3

Apakah pihak Lazada dapat melakukan pembatalan transaksi onlinesecara
sepihak ?

Apa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembatalan
transaksi online yang dilakukan oleh pihak Lazada ?

Upaya penyelesaian apa yang dapat dilakukan oleh konsumen atas tindakan
pembatalan transaksi online secara sepihak yang dilakukan oleh pihak
Lazada ?

Tujuan Penulisan

Supaya dalam penulisan skripsi ini diperoleh suatu sasaran yang jelas dan

tepat, maka perlu ditetapkan suatu tujuan. Adapun tujuan penulisan yang hendak

dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan Umum penulisan skripsi ini adalah :

Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan persyaratan akademis
guna dalam menyelesaikan studi lImu Hukum dan mencapai gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;

Mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang
bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat;

Untuk memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran yang berguna
khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta
Almamater dan bagi masyarakat pada umumnya.
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1.3.2 Tujuan Khusus
Adapun tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah :

1.  Untuk mengetahui dan memahami apakah diperbolehkan jika pihak Lazada
melakukan tindakan pembatalan transaksi secara sepihak kepada pihak
konsumen dengan tanpa memberikan informasi terlebih dahulu kepada
pihak konsumen;

2. Mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum seperti apa yang
akan di dapatkan oleh konsumen terkait dengan tindakan pembatalan
transaksi online secara sepihak yang dilakukan oleh pihak Lazada;

3. Mengetahui dan memahami upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh
konsumen jika mengalami kerugian akibat tindakan yang dilakukan oleh
pihak Lazada terkait pembatalan transaksi online secara sepihak oleh pihak

Lazada.

1.4 Metode Penelitian

Bentuk jaminan suatu kebenaran ilmiah penelitian harus dipergunakan
metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka
mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metode
penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan
sistematis sebagai cara untuk menemukan dan menguji kebenaran.

Metodologi merupakan cara kerja menemukan atau memperoleh atau
menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Sehingga
penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat
digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang
diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai kebenaran ilmiah untuk
menjawab isu hukum yang dihadapi. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak
menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang

berlangsung menurut suatu rencana tertentu.®

8 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2016), Him. 18.
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1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah
penelitian hukum normatif (legal research) adalah menemukan kebenaran
koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma
yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah
tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan

hukum) atau prinsip hukum.®

1.4.2 Pendekatan Masalah
Dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang
dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek
mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari
jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua)
macam pendekatan, yaitu :
1.  Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach)
Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan
regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu
yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-
undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari
adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan
undang-undang yang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-
Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.°
2.  Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach)
Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandanagn dan doktrin-
doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti

akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum,

%1bid, HIm. 47.
01pid, him. 133.
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konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang
dihadapi.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk
memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai
apa yang terjadi. Bahan hukum yang digunakan dalan skripsi ini, meliputi bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier atau bahan non

huku, yaitu :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoriatif artinya
mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-
undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-
undangan. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan
dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini
adalah :
1)  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2)  Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.
4)  Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik.
Bahan hukum diatas akan dijadikan acuan atas dasar utama dalam penulisan
skripsi ini. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini akan ditinjau
penyelesainnya berdasarkan bahan hukum diatas.

1bid, him. 135.
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1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang
berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan
hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif. Bahan-bahan hukum
sekunder ini adalah buku-buku teks, skripsi, tesis, disertasi hukum, laporan
penelitian hukum, jurnal hukum yang dimuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan
para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan
putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang

memuat opini hukum, terbitan, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.!2

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan
non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum
dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik

penulisan skripsi.*®

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul
dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode
penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk
menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau
hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis
berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para
sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan
komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan
suatu penelitian hukum, yaitu :
a)  Mengidentifikasi fakta hukum dan mengemilinir hal-hal yang tidak relevan

untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

2Ibid, him. 195.
3Ibid, him. 204.
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Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai
relevansi juga bahan-bahan non hukum;

Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan
yang telah dikumpulkan;

Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di

dalam kesimpulan.*

4Ibid, him. 206.
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen
2.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Sesungguhnya peranan hukum dalam konteks ekonomi adalah menciptakan
ekonomi dan pasar kompetitif. Terakit dengan hal ini pula, bahwa tidak ada
pelaku usaha atau produsen tunggal yang mampu mendominasi pasar, selama
konsumen memiliki hak untuk memilih produk mana menawarkan nilai terbaik,
baik dalam harga maupun mutu. Perlindungan konsumen tidak saja terhadap
barang-barang kualitas rendah, akan tetapi juga terhadap barang-barang yang
membahayakan kehidupan masyarakat.'>Pengertian mengenai perlindungan
konsumen ada pada pasal 1 angka 1 UUPK bahwa :

“Perlindungan Konsumen sebagai segala upaya menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Masyarakat sebagai konsumen yang membeli sebuah barang atau pemakai
jasa melalui jaringan internet harus mendapat perlindungan hukum agar terhindar
dari produk-produk yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah.
Selain itu, konsumen juga harus dilindungi dari kemungkinan terjadinya kerugian
akibat praktik penipuan dan kejahatan yang marak terjadi dalam bisnis online dan
transaksi elektronik.®

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang seharusnya diatur meliputi
perlindungan hukum dari sisi pelaku usaha, konsumen, produk, dan transaksi.
Permasalahan yang timbul mencakup permasalahan yuridis dan non-yuridis.
Permasalahan yuridis meliputi keabsahan perjanjian menurut KUHPerdata,
penyelesaian sengketa transaksi e-commerce, UUPK yang tidak akomodatif dan

tidak adanya lembaga penjamin toko online. Permasalahan non-yuridis meliputi

15 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
2013), Him. 21.
16 Cita Yustisia Serfiani, R. Serfianto D. Purnomo, Iswi Hariyani, Op. Cit,, him. 121.

13
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keamanan bertransaksi, serta tidak pahamnya konsumen dalam bertransaksi
elektronik.’

2.1.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Selain ditinjau dari bidang-bidang hukum yang mengatur perihal
perlindungan konsumen dan dua macam kebijakan umum yang dapat ditempuh,
juga terdapat prinsip-prinsip pengaturan di bidang perlindungan konsumen.
Undang-undang perlindungan konsumen menyebutkan lima prinsip pengaturan
yang dikaitkan dengan asas-asas. Adapun asas-asas pembangunan nasional, yaitu
asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan serta kepastian

hukum.® Pasal 2 UUPK menentukan bahwa:

“Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan,
keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian
hukum.”

Perlindungan  konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama
berdasarkan 5 (lima) asa tersebut yang memiliki relevansi dalam pembangunan
nasional. Asas-asas perlindungan konsumen dijelaskan melalui penjelasan atas
pasal 2 UUPK, yang diuraikan sebagai berikut :

a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya
dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat
sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara
keseluruhan.

b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat
diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada
konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakn
kewajibannya secara adil.

c.  Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara
kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil

ataupun spiritual.

Ylbid, him 122.
18 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Jakarta: Edisi Revisi, 2006), him.
60.
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d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen
dalam penggunaan, pemakaian, serta pemanfaatan barang dan atau jasa yang
dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun
konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dan penyelenggaraan
perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.*®
Sejalan dengan asas-asas sebagaimana telah diuraikan, perlindungan

konsumen memiliki tujuan sebagaimana diuraikan dalam UUPK dalam Pasal 3,

antara lain sebagai berikut :

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen
untuk melindungi diri.

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan atau
jasa.

c. Meningkatkan  pemberdayaan konsumen dalam  memilih,
menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung
unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses
untuk mendapatkan informasi.

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggungjawab dalam berusaha.

f. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin
kelangsungan usaha produksi barang adn atau jasa, kesehatan,
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.?°

2.2 Konsumen
2.2.1 Pengertian Konsumen

Inosentius Samsul menyebutkan konsumen adalah pengguna atau pemakai
akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh dari cara lain, seperti

pemberian, hadiah, dan undangan. Marian Darus Badrul Zaman mendefinisikan

19 Andika Wijaya, Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online (Jakarta: Sinar Grafika,
2016), him. 98.
21bid, him. 98-99.
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dengan cara mengambil alih pengertian yang digunakan oleh kepustakawanan
Belanda, yaitu?! :

“Semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan
riil”
Menurut UUPK Pasal 1 Angka 2 menyebutkan bahwa:

“konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,
keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk
diperdagangkan.”

2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Ada delapan hak yang secara eksplisit dituangkan dalam Pasal 4 UUPK,
sementara satu hak terakhir dirumuskan secara terbuka.?? Hak konsumen menurut
UUPK pada pasal 4 adalah:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan atau jasa

b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang
dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan konsisi serta
jaminan yang dijanjikan

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi
dan jaminan barang dan atau jasa

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau
jasa yang digunakan

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut

f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau
penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-
undangan lainnya.

21 Zulham, Op. Cit, him. 16.
22 Shidarta, Op. Cit. HIm. 21.
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Sedangkan kewajiban konsumen menurut UUPK pada pasal 5 disebutkan
sebagai berikut:

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur
pemakaian atau pemanfaatn barang dan/atau jasa, demi keamanan
dan keselamatan;

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang
dan/atau jasa;

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan
konsumen secara patut.

2.3 Pelaku Usaha
2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha

Pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh keberhasilan dibidang sektor
riil. Untuk mencapai keberhasilan disektor riil, diperlukan pemberdayaan usaha
ekonomi yang melibatkan pelaku usaha.?® Menurut UUPK pada Pasal 1 Angka 3
menyatakan bahwa :

“pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha,
baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah
hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-
sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam
berbagai bidang ekonomi.”

Penjelasan Pasal 1 angka 3 UUPK tersebut dikatan “pelaku usaha yang
termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, kopersai, BUMN,
importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.”?*

Dengan demikian tampak bahwa pelaku usaha yang dimaksudkan dalam
UUPK sama dengan akupan produsen yang dikenal Belanda, karena produsen
dapat berupa perorangan atau badan hukum. Dalam pengertian pelaku usaha
tersebut, tidaklah mencakup ekportir atau pelaku usaha di luar negeri karena
UUPK membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk

23 Burhanuddin, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal (Malang:
UIN-MALIKI PRESS, 2011), HIm. 10.

24 Celina Tri Krisyanti, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),
him. 41.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

18

badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

2.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi pelaku usaha dan sebagai
keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, pelaku usaha juga
memiliki hak. Dalam kegiatan usaha, undang-undang memberikan sejumlah hak
dan membebankan sejumlah kewajiban dan larang kepada pelaku usaha.
Pengaturan tentang hak, kewajiban dan larangan itu dimaksudkan untuk
menciptakan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumennya.
Sekaligus menciptakan iklim berusaha yang kondusif bagi perkembangan usaha
dan perekonomian nasional pada umumnya.?®

Pasal 6 UUPK Produsen disebut sebagai pelaku usaha mempunyai hak
sebagai berikut :

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang
diperdagangkan

b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan
konsumen yang beritikad

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam
penyelesaian hukum sengketa konsumen

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau
jasa yang diperdagangkan

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya.

Sebagai konsekuensi adanya hak pelaku usaha, pelaku usaha juga memiliki
kewajiban, kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 7 UUPK yang menyebutkan
kewajiban dari pelaku usaha, yaitu :

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya

25 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2014), him. 71.
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b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan atau serta memberi penjelasan
penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur
serta tidak diskriminatif

d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan
atau jasa yang berlaku

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau
mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan
atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas
kerugian akibat penggunaan pemakaian dan pemanfaatan barang
dan atau jasa yang diperdagangkan

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila
barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai
dengan perjanjian.

UUPK telah mengatur bahwa pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam
melakukan kegiatan usahanya. Tampak dalam UUPK Itikad baik ditekankan pada
pelaku usaha karena meliputi semua tahapan dari penawaran hingga penjualan
sampai terjadinya transaksi antara pelaku usaha dan konsumen. Hal ini tentu saja
jika itikad baik tidak ada maka konsumen yang akan dirugikan.

2.4 Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak
2.4.1 Pengertian Perjanjian

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji
kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk
melaksanakan sesuatu hal. Dari perisiwa ini timbulah suatu hubungan hukum
antara dua orang tersebut dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu
perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu
berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan

yang diucapkan atau ditulis.?

26 |swi Hariyani & Serfianto, Bebas Jeratan Utang Piutang, (Yogyakarta: Pustaka Y ustisia,
2010), him. 58-59.
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2.4.2 Pengertian Pembatalan Sepihak

Pembatalan sepihak atas suatu perjanjian dapat diartikan sebagai
ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati
kedua belah pihak dalam perjanjian.?’ Pada saat mana pihak yang lainnya tetap
bermaksud untuk memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya dan menghendaki
untuk tetap memperoleh kontra prestasi dari pihak lainnya itu.?®

Seperti yang diketahui bahwa perjanjian yang sah dalam arti memenuhi
syarat sah menurut undang-undang, maka berlaku sebagai undang-undang bagi
para pihak yang membuatnya. Seperti yang tercantum dalam pasal 1338 (1) Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwa:

“persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan

sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh

undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.”

Ada beberapa teori hukum yang terkait dengan pembatalan perjanjian secara
sepihak, yaitu repudiasi terhadap perjanjian. Repudiasi (repudiation, anticepatory)
adalah pernyataan mengenai ketidaksediaan atau ketidakmampuan untuk
melaksanakan perjanjian yang sebelumnya telah disetujui, pernyataan mana
disampaikan sebelum tiba waktu melaksanakan perjanjian tersebut. Repudiasi
dalam pengertian ini disebut repudiasi anticepatory yang berbeda dengan
repudiasi biasa (ordinary) yaitu pembatalan yang dinyatakan ketika telah masuk

masa pelaksanaan perjanjian.?®

2.5 Transaksi Elektronik
2.5.1 Pengertian Transaksi Elektronik

Kata “transaksi” berasal dari kata bahasa Inggris “transaction” yang
merupakan hasil gabungan dua kata yaitu “trans” dan “action”. “Trans” berarti

“lintas”, sedangkan “action” berarti “aksi” atau “tindakan”. Jadi “transaksi” dapat

27 Prita Anindya, “Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak”, Fakultas Hukum, UL, 2009,
him. 19.

28 bid.

29 Munir Fuady, Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, (Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 2001), him. 93-94.
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diartikan aksi atau tindakan yang dilakukan secara lintas personal, oleh dua pihak
atau lebih untuk mencapai kata sepakat.*
Transaksi elektronik (e-transaction) berkaitan dengan sistem pembayaran
yaitu menyangkut tata cara pembayaran produk yang akan dibeli. Pembayaran
produk bisa dilakukan secara tunai maupun kredit. Sedangkan alat pembayaran
yang dipilih dapat berbentuk tunai (uang kartal) maupun non-tunai (uang giral).
Pembayaran non-tunai dapat dilakukan dengan cek, bilyet giro, transfer bank,
phone banking, internet banking, kartu kredit, kartu ATM, kartu debit, uang
elektronik (e-money) atau virtal payment. Saat ini beberapa Bank papan atas,
seperti BRI, BNI, Bank Mandiri, BCA, telah meluncurkan alat pembayaran
khusus transaksi online yang dinamakan e-payment (e-pay).! Transaksi
Elektronik dijelaskan di dalam UU ITE pada pasal 1 angka 2 bahwa :
“transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan
menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik
lainnya.”

2.5.2 Jenis-Jenis Transaksi Elektronik Commerce (E-Commerce)

Perdagangan/transaksi e-commerce dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian
besar yaitu: transaksi Business to Business (B to B) dan Business to Consumer (B
to C).%2 Dua kelompok ini yang menyelimuti hampir semua transaksi e-commerce
yang ada. Business to Business merupakan sistem komunikasi bisnis online antar
pelaku bisnis. Para pengamat e-commercemengakui akibat terpenting adanya
sistem komersial yang berbasis web tampak pada transaksi Business to Business.*

Dilihat dari karakteristiknya, transaksi e-commerce B to B, mempunyai
karakteristik sebagai berikut :3
1.  Trading partners yang sudah saling mengetahui dan antara mereka sudah

terjalin hubungan yang berlangsung cukup lama. Pertukaran informasi

hanya berlangsung di antara mereka dan karena sudah sangat mengenal,

%0 Cita Yustisia Serfiani, R. Serfianto D. Purnomo, Iswi Hariyani, Op. Cit, him. 33

11bid, him 34.

32 Didik M. Arief Mansur, Elisataris Gultom, CyberLaw Aspek Hukum Teknologi Informasi,
(Bandung: PT Refika Aditama, 2005), him. 150.

B1bid, him. 151.

%1bid.
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maka pertukaran informasi tersebut dilakukan atas dasar kebutuhan dan

kepercayaan;

2. Pertukaran data dilakukan dengan cara berulang-ulang dan berskala dengan
format data yang telah disepakati. Jadi, service yang digunakan antara kedua
sistem tersebut sama dan menggunakan standar yang sama;

3. Salah satu pelaku tidak harus menunggu partner mereka lainnya untuk
mengirim data;

4.  Model yang umum digunakan adalah pear to pear, dimana
processingintelegence dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis.

Business to Consumer (B to C) merupakan transaksi jual-beli melalui
internet antara penjual barang dengan konsumen (end user). Business to
Consumer dalam e-commerce relatif banyak ditemui dibandingkan dengan
Business to Business. Dalam transaksi e-commerce jenis B to C, hampir semua
orang dapat melakukan transaksi baik dengan nilai transaksi kecil maupun besar

dan tidak dibutuhkan persyaratan yang rumit.*®

2.5.3 Pihak-Pihak Dalam Transaksi Elektronik Commerce (E-Commerce)
Transaksi elektronik e-commerce melibatkan beberapa pihak, baik yang
terlibat secara langsung maupun tidak langsung, tergantung kompleksitas
transaksi yang dilakukan. Artinya apakah semua proses transaksi dilakukan secara
online. Apabila seluruh transaksi e-commerce dilakukan secara online mulai dari
proses terjadinya transaksi sampai dengan pembayaran, Budhiyanto
mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat terdiri dari:3
1.  Penjual (merchant), vyaitu perusahaan/produsen yang menawarkan
produknya melalui internet. Untuk menjadi merchant, maka seseorang harus
mendaftarkan diri sebagai merchant account pada sebuah bank, tentunya ini
dimaksudkan agar merchant dapat menerima pembayaran dari customer

dalam bentuk credit card.

*1bid.
%bid, him. 152.
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Konsumen/card holder, yaitu orang-orang yang ingin memperoleh produk
(barang/jasa) melalui pembelian secara online. Konsumen yang akan
berbelanja di internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan. Apabila
konsumen merupakan perorangan, maka yang perlu diperhatikan dalam
transaksi e-commerce adalah bagaimana sistem pembayaran yang
dipergunakan, apakah pembayaran dilakukan dengan menggunakan credit
card (kartu kredit) atau dimungkinkan pembayaran dilakukan secara
manual/cash.

Acquirer, yaitu pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) dan

perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit). Perantara penagihan

adalah pihak yang meneruskan tagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan
yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual barang/jasa.pihak
perantara penagihan inilah yang melakukan pembayaran kepada penjual.

Pihak perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit) adalah bank

dimana pembayaran kredit dilakukan oleh pemilik kartu kredit/card holder,

selanjutnya bank yang menerima pembayaran ini akan mengirimkan uang
pembayaran tersebut kepada penerbit kartu kredit (issuer).

Issuer; perusahaan credit card yang menerbitkan kartu. Di Indonesia ada

beberapa lembaga yang diijinkan untuk menerbitkan kartu kredit, yaitu:

a. Bank dan lembaga keuangan bukan bank. Tidak setiap bank dapat
menerbitkan credit card, hanya bank yang telah memperoleh ijin dari
Card International dapat menerbitkan credit card, seperti Master dan
Visa Card,;

b. Perusahaan non bank dalam hal ini PT. Dinner Jaya Indonesia
Internasional yang membuat perjanjian dengan perusahaan yang ada
diluar negeri;

c. Perusahaan yang membuka cabang dari perusahaan induk yang ada di
luar negeri, yaitu American Express.

Certification Authorities.pihak ketiga yang netral yang memegang hak

untuk mengeluarkan sertifikasi kepada merchant, kepada issuer dan dalam

beberapa hal diberikan pula kepada card holder.
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Apabila transaksi e-commerce tidak sepenuhnya dilakukan secara online
dengan kata lain hanya proses transaksinya saja yang online, sementara
pembayaran tetap dilakukan secara manual/cash, maka pihak acquirer, issuer, dan
certification authority tidak terlibat di dalamnya. Disamping pihak-pihak tersebut
di atas, pihak lain yang keterlibatannya tidak secara langsung dalam transaksi
electronic commerce yaitu jasa pengiriman (ekspedisi).

2.6  Deskripsi Umum tentang Lazada
2.6.1 Sejarah Berdirinya Lazada

Lazada Indonesia adalah pusat belanja online yang menawarkan berbagai
macam jenis produk mulai dari elektronik, buku, mainan anak dan perlengkapan
bayi, alat kesehatan dan produk kecantikan, peralatan rumah tangga, dan
perlengkapan travelling dan olah raga. Lazada Indonesia didirikan pada tahun
2012 dan merupakan salah satu cabang dari jaringan retail online Lazada di Asia
Tenggara.®’

Grup Lazada International di Asia Tenggara terdiri dari Lazada Indonesia,
Lazada Malaysia, Lazada Vietnam, Lazada Thailand, Lazada Filipina. Jaringan
Lazada Asia Tenggara merupakan cabang anak perusahaan jaringan perusahaan
internet Jerman Rocket Internet. Rocket internet merupakan perusahaan inkubator
daring yang sukses menciptakan perusahaan-perusahaan online inovatif di
berbagai belahan dunia. Berkantor pusat di Berlin, Jerman, Proyek yang dimiliki
Rocket Internet antara lain Zalando, Top Tarif, eDarling, Groupon.®

Lazada sebagai perusahaan yang bergerak di bidang retail e-commerce di
Indonesia berharap dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam
membeli berbagai jeis produk dengan cukup mengakses situs maupun aplikasi
dari Lazada. Ditunjang dengan fasilitas multiple payment termasuk cash on
delivery, memberikan kemudahan bagi konsumen khususnya Indonesia untuk

mendapatkan barang yang diinginkan.

37 Wikipedia Lazada Indonesia,https://id.wikipedia.org/wiki/LAZADA Indonesia, diakses
pada tanggal 18 Oktober 2016 pukul 10:02.

38 Wikipedia Lazada Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/LAZADA Indonesia, diakses
pada tanggal 18 Oktober 2016 pukul 10:26.
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Situs layanan e-commerce Lazada Indonesia menunjuk dua pucuk pimpinan
baru yang berasal dari Eropa. Mereka adalah Florian Holm dan Duri Granziol.
Keduanya berbagi inspirasi yang didapat dari Perusahaan Alibaba. Mereka pada
awalnya bertanggung jawab untuk Lazada Filipina sekitar 3,5 tahun. Keduanya
diminta untuk menangani pasar Indonesia, tepat sebelum raksasa e-commerce
China Alibaba membeli sebagian besar saham Lazada pada 12 April kemarin.®
Holm yang berasal dari Jerman bersama Granziol yang berkebangsaan Swiss Kini
menjabat sebagai co-CEO Lazada Indonesia.

Saat ini sejumlah investor Lazada telah menjual sahamnya kepada
Perusahaan Alibaba. Investor yang menjual sahamnya adalah Rocket Internet SE,
Tesco Plc dan Investment AB Kinnevik. Rocket Internet masih memiliki 8,8
persen saham di Lazada, Tesco sebesar 8,3 persen dan Kinnevik masih 3,6 persen.
Langkah ini membuat Perusahaan Alibaba jadi pemilik saham mayoritas dan

mengendalikan Lazada.*

2.6.2 Jenis Pelayanan di Lazada
Dalam memberikan pelayanan kepada para pelanggan, ada beberapa macam
pelayanan diantaranya®! :
a.  Bayar ditempat
Bayar ditempat merupakan jenis pelayanan yang disediakan oleh Lazada
dimana konsumen dapat melakukan pembayaran barang yang dipesan
setelah barang tersebut sampai di kota tujuan.
b.  Pengembalian barang dalam 14 hari
Lazada Indonesia memberikan waktu 14 hari kepada para konsumennya
untuk menukarkan barang yang dipesan apabila terjadi kesalahan dalam

pengiriman atau tidak sesuai dengan barang yang dipesan oleh konsumen

39 CNN Indonesia, Dua CEO Baru Lazada Indonesia ‘Berguru’ ke Alibaba,
http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20160720170128-185-145937/dua-ceo-baru-lazada-
indonesia-berguru-ke-alibaba/, diakses pada tanggal 18 Oktober 2016 pukul 12:23.

40 CNN Indonesia, Perusahaan Lazada Kini Dikuasai Alibaba, diakses dari
http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20160412141537-185-123355/perusahaan-lazada-kini-
dikuasai-alibaba/, pada tanggal 18 Oktober 2016 pukul 13:27.

41 Wikipedia Lazada Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/LAZADA Indonesia, diakses
pada tanggal 18 Oktober 2016 pukul 10:26.
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tersebut. Pengembalian barang bisa dilakukan di website Lazada dengan
cara mengisi formulir online. Kemudia barang pengembalian akan diproses
lebih lanjut.

Gratis ongkos pengiriman

Lazada Indonesia memberikan pelayanan kepada konsumennya berupa
gratis ongkos pada biaya pengirimana barang yang dipesan. Layanan ini
hanya berlaku di kota tertentu saja yang ditentukan oleh pihak Lazada
Indonesia dengan minimum belanja seharga Rp 200.000. pengiriman gratis
untuk wilayah JABODETABEK, supaya bisa menikmati layanan gratis
ongkos pengiriman belanja minimum Rp 100.000. pengiriman gratis untuk
Pulau Jawa, Bali, Sumatera dan NTB dengan minimum pembelian Rp
90000 dan berat kemasan di bawah 6 Kg. Untuk wilayah Indonesia Timur
untuk pemesanan barang akan dikenakan biaya pengiriman. Jasa pengiriman
Lazada bekerjasama dengan First Logistics, Lazadaexpress, JNE, Pandu
Logistics, Pos Indonesia, ESL Express, TIKI, NCS, J&T Express.

Program cicilan 0%

Lazada menawarkan sistem cicilan dengan 0% untuk berbelanja produk-
produk Lazada. Sistem cicilan ini memiliki jangka waktu 3 bulan dan 6
bulan, untuk semua jenis produk dengan minimum pembelian seharga Rp
1.000.000,-. Bank yang telah bekerjasama dengan Lazada yaitu : BCA,
Bank Danamon, BII, dan Standar Chartered Bank.

Pre-order Product

Lazada menjual beberapa produk dengan permintaan yang tertinggi bahkan
sebelum produk itu dirilis dengan pre-order. Lazada memberikan layanan
Pre Order sehingga pelanggan Lazada dapat memiliki produk ini pertama
kali tanpa repot mengantri. Fasilitas Pre Order memudahkan konsumen
untuk memperoleh barang-barang baru yang diinginkan.

Mastercard Monday

Lazada memiliki program promosi mingguan bernama Mastercard Monday.
Dalam program ini setiap pelanggan yang memiliki kartu kredit Mastercard

akan mendapatkan potongan harga 10% untuk setiap jenis barang diberbagai
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kategori. Diskon ini hanya ada di hari Senin apabila melakukan transaksi
menggunakan kartu kredit MasterCard dengan minimal pembelanjaan Rp
800.000. pembelanjaan di Lazada menggunakan kartu kredit Mastercard ini
juga mendapatkan cicilan dengan bunga 0%. Belanja di Lazada bisa
menghemat dengan mendapatkan potongan harga 10% untuk semua barang

jenis berbagai kategori.

2.6.3 Kelebihan Berbelanja di Lazada
Kelebihan pelayanan Lazada antara lain :%2

a.  Menyediakan produk premium dengan sepuluh kategori: Elektronik,
Telepon Seluler, Komputer, Perlengkapan Rumah Tangga, Mainan dan
Peralatan Anak-Anak, Kosmetik dan Kesehatan, Tas dan Koper, Olahraga
dan Otomatif, Musik dan Instrumen. Untuk produk elektronik, Lazada
menyediakan smartphones, televisi, pemutar video hingga berbagai aksesori
untuk melengkapi peralatan elektronik. Dan menyediakan kebutuhan rumah
tangga seperti, ornament hias dan peralatan rumah tangga misalnya,
perawatan rumah, peralatan dapur, furniture, aksesoris rumah dan peralatan
rumah tangga.

b.  Lazada Indonesia sebagai pusat belanja terbesar dan terpercaya di Indonesia
dengan kemudahan gratis ongkos Kirim.

c.  Menyediakan pembayaran dengan uang tunai sehingga pembeli dapat
melakukan pembayaran saat barang sudah diterima oleh konsumen.

2.6.4 Syarat dan Ketentuan Berbelanja di Lazada
Syarat dan ketentuan berbelanja di situs Lazada adalah sebagai berikut*® :
Pada pembukaan Syarat dan Ketentuan Penggunaan pada Lazada terdapat

ucapan selamat datang di website www.lLazada.co.id dan/atau aplikasi mobile

Lazada. Pengguna dipersilahkan untuk membaca syarat Penggunaan dalam

website Lazada dengan seksama. Sayarat penggunaan ini mengatur penggunaan

42 Situs Lazada, http://www.lazada.co.id/about, diakses 18 Oktober 2016 pukul 14:00.
43 Situs Lazada, Syarat dan Ketentuan Penggunaan, diakses di
http://www.lazada.co.id/terms-of-use/, pada tanggal 19 Oktober 2016 pukul 21:07.
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dan akses Platform dan penggunaan layanan. Dengan mengakses Platform
dan/atau menggunakan layanan, Pelanggan setuju untuk terikat dengan syarat
penggunaan pada website Lazada. Jika pelanggan tidak menyetujui syarat
penggunaan ini, maka pelanggan jangan/berhenti mengakses dan/atau
menggunakan platform atau layanan ini.

Akses atas password dan penggunaan password dilindungi dan/atau area
tertentu yang terlindungi pada platform dan/atau penggunaan layanandibatasi
hanya untuk pelanggan yang memiliki akun saja. Pelanggan tidak diperbolehkan
memperoleh atau berusaha memperolh akses tidak sah ke area platform dan/atau
layanan yang ada di lazada atau ke area lain yang dilindungi, dengan cara apapun
yang tanpa ijin penggunaan khusus oleh pihak Lazada. Pelanggan terhadap
ketentuan ini merupakan pelanggaran yang didasarkan pada hukum Indonesia
dan/atau undang-undang peraturan yang berlaku.

Jika pelanggan berusia dibawah 18 Tahun, Pelanggan harus memperoleh
persetujuan dari orang tua atau wali Pelanggan, penerimaan atau persetujuan
orang tua/wali terhadap Persyaratan Penggunaan ini beserta persetujuan mereka
untuk mengambil tanggungjawab untuk: (i) tindakan pelanggan, (ii) biaya yang
terkait dengan penggunaan setiap layanan atau pembelian produk, dan (iii)
penerimaan dan kepatuhan pelanggan sesuai dengan syarat dan ketentuan
penggunaan pada layanan Lazada. Jika pelanggan yang berusia dibawah 18 tahun
tidak memiliki izin orang tua atau wali, Pelanggan harus berhenti menggunakan

atau mengakses platform dan berhenti menggunakan layanan yang ada di Lazada.

2.6.5 Cara Belanja di Lazada

Situs di Lazada menyediakan 9 (sembilan) langkah untuk melakukan
pembelian barang pada Lazada, yakni sebagai berikut** :
1. Pilih produk Anda

Telusuri dengan menu kategori atau ketik permintaan di kotak Pencarian

lalu Pilih sub-kategori

4 Situs Lazada, 9 Langkah mudah untuk melakukan pemesanan di Lazada, diakses dari
http://www.lazada.co.id/how-to-buy/, pada tanggal 19 Oktober 2016 pukul 21:15.
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Pilih produk Anda

Klik pada produk yang diinginkan

Periksa Informasi Produk

Periksa informasi yang disorot, gulir kebawah untuk informasi lebih

lengkap, lalu periksa ketersediaan produk dan estimasi waktu pengiriman

kemudian klik “beli sekarang” untuk memproses

Konfirmasi Keranjang Belanja

Periksa rincian keranjang lalu pilih jumlah produk kemudian pilih tutup dan

lanjutkan belanja atau proses ke konfirmasi pesanan untuk menempatkan

pesanan

Masukkan Email Anda

Masukkan alamat email untuk menerima informasi order kemudian pilih

pilihan yang diinginkan yakni :

- Lanjut tanpa password : lanjut tanpa membuat atau login ke akun

- Saya sudah memiliki akun : masukkan password untuk login dan gunakan
kembali informasi pengiriman

Lalu klik lanjutkan.

Menyediakan Informasi Pengiriman

Masukkan informasi yang dibutuhkan, informasi pesanan akan dikirimkan

ke nomor yang telah dimasukkan, kemudian periksa ongkos kirim, biaya

tambahan dapat dikenakan untuk produk ukuran besar lalu klik lanjutkan

Pilih Pembayaran Anda

Pilih metode pembayaran yang diinginkan kemudian masukkan kode

voucher pada kolom opsional dan klik “gunakan voucher” maka harga akan

diperbarui jika berhasil

Tempatkan Pesanan Anda

Konfirmasi ringkasan pesanan barang dan informasi pengiriman lalu klik

“konfirmasi pesanan Anda” untuk menyelesaikan pembelian

Menerima Konfirmasi Pesanan

Catat kode pesanan yang diberikan untuk pengecekan nanti konfirmasi

pesanan akan dikirimkan juga melalui email dan SMS.
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BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan
bahwa pihak Lazada tidak dapat membatalkan transaksi online secara
sepihak kepada konsumen karena tindakan tersebut bertentangan dengan
pasal 16 UUPK akan tetapi pada syarat dan ketentuan yang berlaku di situs
lazada memberikan hak kepada pihak Lazada untuk membatalkan transaksi
secara sepihak.

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat
dibatalkannya transaksi yang dilakukan secara sepihak oleh pihak Lazada
telah diatur dalam UUPKdimana dalam pasal 4 UUPK berbunyi pada huruf
h bahwa konsumen berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang
dialami. Dalam hal ini Pemerintah juga akan turut melindungi kepentingan
konsumen. Sanksi yang akan diberikan kepada pelaku usaha jika melanggar
telah diatur di pasal 62 UUPK dan pasal 65 Undang-Undang Perdagangan.
Konsumen yang mengalami kerugian akibat pembatalan transaksi yang
dilakukan secara sepihak oleh pihak Lazada dapat menempuh upaya
penyelesaian dengan menggunakan jalur litigasi atau non-litigasi. Untuk
upaya penyelesaian konsumen dapat mengajukan gugatan beserta bukti-
bukti yang nantinya akan diselidiki. Apabila mengandung unsur yang
melanggar undang-undang yang berlaku maka akan mendapatkan
penindaklanjutan sebagai upaya penyelesaian sengketa antara konsumen dan
pihak Lazada. Akan tetapi, di dalam syarat dan ketentuan di situs Lazada
sudah diatur mengenai upaya penyelesaian sengketa dimana Lazada

memilih arbitrase sebagai upaya penyelesaian sengketa dengan konsumen.

76
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4.2 Saran

1.

Hendaknya bagi pihak konsumen membaca dengan teliti syarat dan
ketentuan yang telah tersedia di situs Lazada. Dengan membaca dengan
teliti syarat dan ketentuan yang berlaku, maka akan meminimalisir adanya
kerugian yang timbul yang nantinya ditanggung sendiri oleh konsumen.
Hendaknya apabila terjadi sengketa antara konsumen dan Pihak Lazada,
sebaiknya penyelesaian permasalahan terlebih dahulu dilakukan dengan
musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapainya suatu kesepakatan melalui
musyawarah, maka penyelesaian sengketa dapatdilakukan melalui jalur di
luar pengadilan yakni melalui BPSKdan Penyelesaian Sengketa Alternatif.
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.

bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan
makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;

bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung
tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa
yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh
dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;

bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi
harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu,
jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar;

bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran,
pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya
serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab;

bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum
memadai;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat perundang-
undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan
pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;

bahwa untuk itu perlu dibentuk Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen.

Mengingat:
Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan Persetujuan:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum
untuk memberi kepada konsumen.
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10.

11.

12.

13.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup
lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk
badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun
bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang
ekonomi.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun
tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi
masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau
jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan
sedang diperdagangkan.

Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah
Republik Indonesia.

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-pemerintah
yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani
perlindungan konsumen.

Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah
dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang
dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi
oleh konsumen.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan
menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu
upaya pengembangan perlindungan konsumen.

Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang
perdagangan.

BAB Il
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan
keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Pasal 3

Perlindungan konsumen bertujuan:

a.
b.

meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses
negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-
haknya sebagai konsumen;

menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan
keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen
sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
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f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi
barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

BAB Il
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama
Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 4
Hak konsumen adalah:
a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau

jasa;

b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut
sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
dan/atau jasa;

d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa
perlindungan konsumen secara patut;

f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang
dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana
mestinya;

i hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5
Kewajiban konsumen adalah:

a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan
barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6
Hak pelaku usaha adalah:

a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan
nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

hak untuk melakukan pembelaan diri sepatunya di dalam penyelesaian hukum sengketa
konsumen:;

d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen
tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
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Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah:

a.
b.

@)

@)
®)

beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan
berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau
jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau
yang diperdagangkan;

memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan,
pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang
diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

BAB IV
PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA

Pasal 8
Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa
yang:

a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan
sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

C. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut

ukuran yang sebenarnya;

d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana
dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode,
atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan
barang dan/atau jasa tersebut;

f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau
promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/
pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;

h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal"
yang dicantumkan dalam label;

i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang,
ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat
sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan
yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

j- tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa
Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan

tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat

atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan

benar.
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(4)

@)

@)
®)

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang
memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 9

Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksikan, mengiklankan suatu barang dan/atau
jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:

a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus,
standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau
guna tertentu;

barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;

barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor,
persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori
tertentu;

d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor,
persetujuan atau afiliasi;

barang dan/atau jasa tersebut tersedia;

barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;

barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;

barang tersebut berasal dari daerah tertentu;

secara langsung atau tidak langsung merencahkan barang dan/atau jasa lain;

j- menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak
mengandung risiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap;

K. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan
penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

sae o

Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan
dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar
atau menyesatkan mengenai:

a.

®aoo

harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;

kegunaan suatu barang dan/atau jasa;

kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;

bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang
mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:

a.

menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu
tertentu;

menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat
tersembunyi;

tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk
menjual barang lain;

tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan
maksud menjual barang yang lain;

tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud
menjual jasa yang lain;
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f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau
jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut
tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan,
dipromosikan, atau diiklankan.

Pasal 13

(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang
dan/jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain
secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak
sebagaimana yang dijanjikannya.

(2)  Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat
tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara
menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Pasal 14

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan
dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:

a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
b mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;

C. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;

d mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Pasal 15

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang dilarang melakukan dengan cara
pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap
konsumen.

Pasal 16
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:
a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang
dijanjikan;
b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Pasal 17
(1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:

a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga
barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;

mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;

memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau
persetujuan yang bersangkutan;

f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
periklanan.

(2)  Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar
ketentuan pada ayat (1).

® oo o
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1)

@)
®)

(4)

@)

@)

®)
(4)

BAB V
KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU

Pasal 18

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk
diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen
dan/atau perjanjian apabila:

a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang
dibeli konsumen;

C. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang
dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara

langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang
berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa
yang dibeli oleh konsumen;

f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi
harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;

g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru,

tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku
usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk
pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang
dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat
atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau
perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dinyatakan batal demi hukum.

Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-
undang ini.

BAB VI
TANGGUNG JAWAB PELAKU

Pasal 19

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran,
dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan
atau diperdagangkan.

Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau
penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan
kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal
transaksi.

Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak
menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut
mengenai adanya unsur kesalahan.
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(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku
usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 20

Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang
ditimbulkan oleh iklan tersebut.

Pasal 21

(1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi
barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.

(2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing
tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

Pasal 22

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku
usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

Pasal 23

Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti
rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke
badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Pasal 24

(1) Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung
jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:

a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun
atas barang dan/atau jasa tersebut;
b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan

barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan
contoh, mutu, dan komposisi.

(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas
tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli
barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan
atas barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 25

(1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas
waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas
purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.

(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti
rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:

a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

Pasal 26

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang
disepakati dan/atau yang diperjanjikan.
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Pasal 27

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang
diderita konsumen, apabila:

a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk
diedarkan;

cacat barang timbul pada kemudian hari;
cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;

lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka
waktu yang diperjanjikan.

® oo o

Pasal 28

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku
usaha.

BAB VIl
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 29

(1) Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen
yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya
kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

(2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.

(3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan
perlindungan konsumen.

(4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi upaya untuk:

a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha
dan konsumen;
b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;

meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian
dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 30

(1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan
ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah,
masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

(2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
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(3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat
dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.

(4) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri
dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

(5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen
swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan
kepada Menteri dan menteri teknis.

(6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL

Bagian Pertama
Nama, Kedudukan, Fungsi, dan Tugas

Pasal 31

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan
Konsumen Nasional.

Pasal 32

Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia
dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 33

Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan
kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

Pasal 34
(1) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Badan Perlindungan
Konsumen Nasional mempunyai tugas:
a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan
kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;

b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku di bidang perlindungan konsumen;

C. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan
konsumen:;
mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;

e. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan
memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;

f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga
perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;

g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perlindungan
Konsumen Nasional dapat bekerjasama dengan organisasi konsumen internasional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi dan Keanggotaan
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@)

)

®)

(4)

Pasal 35

Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas seorang ketua merangkap anggota,
seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang
dan sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang anggota yang mewakili semua unsur.

Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
atas usul Menteri, setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia.

Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional
selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan
berikutnya.

Ketua dan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dipilih oleh anggota.

Pasal 36

Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas unsur:

a.

® a0 o

pemerintah;

pelaku usaha;

lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
akademis; dan

tenaga ahli.

Pasal 37

Persyaratan keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah:

~® a0 o

warga negara Republik Indonesia;

berbadan sehat;

berkelakuan baik;

tidak pernah dihukum karena kejahatan;

memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen; dan
berusaha sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 38

Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional berhenti karena:

~® a0 op

1)
@)
®)

meninggal dunia;

mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia;
sakit secara terus menerus;

berakhir masa jabatan sebagai anggota; atau
diberhentikan.

Pasal 39

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen, Nasional dibantu
oleh sekretariat.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang
diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Fungsi, tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 40
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(1) Apabila diperlukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat membentuk perwakilan
di Ibu Kota Daerah Tingkat | untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

(2) Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut
dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 41

Dalam pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional bekerja berdasarkan tata
kerja yang diatur dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 42

Biaya untuk pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibebankan kepada
anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX
LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT

Pasal 44

(1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang
memenubhi syarat.

(2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk
berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.

(3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:

a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan
kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan
konsumen;

d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan
atau pengaduan konsumen;

e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan

perlindungan konsumen.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Pertama
Umum

Pasal 45

(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang
bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui
peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
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(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar
pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

(3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

(4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan
melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil
oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 46
(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
b. kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;

C. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu
berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan
dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk
kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai
dengan anggaran dasarnya,;

d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi
atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang
tidak sedikit.

(2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen
swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf
¢, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak
sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan

Pasal 47

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai
kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk
menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh
konsumen.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Pasal 48

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan
umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.

BAB XI
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

Pasal 49

(1) Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat Il untuk
penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.

(2)  Untuk dapat diangkat menjadi anggota badan penyelesaian sengketa konsumen, seseorang
harus memenuhi syarat sebagai berikut:
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(4)
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warga negara Republik Indonesia;

berbadan sehat;

berkelakuan baik;

tidak pernah dihukum karena kejahatan;

memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen;
f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah, unsur
konsumen, dan unsur pelaku usaha.

Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah sedikit-dikitnya 3
(tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian sengketa konsumen
ditetapkan oleh Menteri.

® 20T o

Pasal 50

Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) terdiri

atas:
a.
b.
c.

@)
@)
®)

ketua merangkap anggota;
wakil ketua merangkap anggota;
anggota.

Pasal 51

Badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh
sekretariat.

Sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas kepala sekretariat dan
anggota sekretariat.

Pengangkutan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat badan
penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 52

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

a.

melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui
mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;

memberikan konsultasi perlindungan konsumen;

melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;

melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-
undang ini;

menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya
pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;

memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan
konsumen;

memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap
mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;

meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap
orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi
panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;

mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna
penyelidikan dan/atau pemeriksaan;

memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
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memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap
perlindungan konsumen;

menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-
undang ini.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa
konsumen Daerah Tingkat Il diatur dalam surat keputusan menteri.

1)
@)

®)
(4)

Pasal 54

Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, badan penyelesaian sengketa
konsumen membentuk majelis.

Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil dan sedikit-
sedikitnya 3 (tiga) orang yang mewakili semua unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal
49 ayat (3), serta dibantu oleh seorang panitera.

Putusan majelis final dan mengikat.

Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas majelis diatur dalam surat
keputusan menteri.

Pasal 55

Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu
21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.

1)

@)
®)

(4)

©)

Pasal 56

Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan penyelesaian
sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelaku usaha wajib
melaksanakan putusan tersebut.

Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 4 (empat
belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.

Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa
konsumen.

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dijalankan oleh
pelaku usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen menyerahkan putusan tersebut
kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Pasal 57

Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dimintakan penetapan
eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.

1)

@)

Pasal 58

Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak
diterimanya keberatan.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak
dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah
Agung Republik Indonesia.
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(4)

1)

@)
®)

Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi.

BAB Xl
PENYIDIKAN

Pasal 59

Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di
lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang
perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan
tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang lain atau badan hukum yang diduga
melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;

C. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan
dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta

melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti
dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.

f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang perlindungan konsumen.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat
Polisi Negara Republik Indonesia.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan
hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia.

BAB Xl
SANKSI

Bagian Pertama
Sanksi Administratif

Pasal 60

Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif
terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25
dan Pasal 26.

Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah).

Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana
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Pasal 61
Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

Pasal 62

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9,
Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf e,
ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau
pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12,
Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f di pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah).

(3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau
kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman
tambahan, berupa:

a. perampasan barang tertentu;

pengumuman keputusan hakim;

pembayaran ganti rugi;

perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau

pencabutan izin usaha.

~ooo00oT

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang
telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65
Undang-undang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 20 April 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
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Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 20 April 1999
MENTERI NEGARA/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 42
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PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN

UMUM

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang
perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa
yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh
kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi telah memperluas ruang gerak arus transaksi
barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam
negeri.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan
konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar
kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan
kemampuan konsumen.

Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha
dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen
menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha
melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan
konsumen.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan
haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh
karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang
kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan
upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha
yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang
semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat merugikan kepentingan
konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, perlu upaya pemberdayaan konsumen
melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara
integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.

Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku
usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang
sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui
penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

Disamping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dalam pelaksanaannya tetap
memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Hal itu dilakukan melalui
upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggarannya.

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi
pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang
memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia
Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar
negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.

Disamping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan
awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab sampai pada
terbentuknya Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini telah ada beberapa undang-
undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, seperti:

a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang, menjadi Undang-undang;

b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene;
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Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang perubahan Atas Undang-undang Hak Cipta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987;

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Hak Cipta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987;

p. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19
Tahun 1989 tentang Merek;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran;
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan.

Perlindungan konsumen dalam hal pelaku usaha melanggar hak atas kekayaan intelektual (HAKI)
tidak diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena sudah diatur dalam
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 13 Tahun 97
tentang Paten, dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, yang melarang
menghasilkan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang melanggar tentang HAKI.

Demikian juga perlindungan konsumen di bidang lingkungan hidup tidak diatur dalam Undang-
undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23
Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai kewajiban setiap orang untuk
memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran
dan perusakan lingkungan hidup.

Di kemudian hari masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada
dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. Dengan demikian, Undang-
undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan
memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.
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PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara.
Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan
konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari

proses suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-undang ini adalah
konsumen akhir.

Angka 3
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Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, koperasi,
BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Lembaga ini dibentuk untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya
perlindungan konsumen serta menunjukkan bahwa perlindungan konsumen menjadi
tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Badan ini dibentuk untuk menangani penyelesaian sengketa konsumen yang efisien,
cepat, murah dan profesional.

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Pasal 2

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang
relevan dalam pembangunan nasional yaitu:

1.

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam
penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya
bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara
maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk
memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan
konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas

keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan
pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati
hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta
negara menjamin kepastian hukum.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a
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Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas
Huruf ¢

Cukup jelas
Huruf d

Cukup jelas
Huruf e

Cukup jelas
Huruf f

Cukup jelas
Huruf g

Hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial
lainnya.

Huruf h

Cukup jelas
Huruf i

Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢

Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan.
Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen.

Huruf d
Cukup jelas
Huruf e

Yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji atau
dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian.

Huruf f

Cukup jelas
Huruf g

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Huruf a

www.hukumonline.com
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Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas
Huruf ¢

Cukup jelas
Huruf d

Cukup jelas
Huruf e

Cukup jelas
Huruf f

Cukup jelas
Huruf g

Jangka waktu penggunaan/pemanfaatannya yang paling baik adalah terjemahan
dari kata best before yang biasa digunakan dalam label produk makanan.

Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Ayat (2)

Barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak membahayakan
konsumen menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Sediaan farmasi dan pangan yang dimaksud adalah yang membahayakan konsumen
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (4)
Menteri dan menteri teknis berwenang menarik barang dan/atau jasa dari peredaran.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
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Huruf d

Yang dimaksud dengan jumlah tertentu dan jumlah yang cukup adalah jumlah yang
memadai sesuai dengan antisipasi permintaan konsumen.

Huruf e

Cukup jelas
Huruf f

Cukup jelas

Cukup Jelas

Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (2)

Cukup Jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (1)

Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan
pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf ¢

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

www.hukumonline.com

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18
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Huruf f

Cukup jelas
Huruf g

Cukup jelas
Huruf h

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menerapkan sistem beban pembuktian terbalik.

Pasal 22
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menerapkan sistem beban pembuktian terbalik.

Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
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Ayat (2)

Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b

Cacat timbul di kemudian hari adalah sesudah tanggal yang mendapat jaminan dari pelaku
usaha sebagaimana diperjanjikan, baik tertulis maupun lisan.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan kualifikasi barang adalah ketentuan standarisasi yang telah
ditetapkan pemerintah berdasarkan kesepakatan semua pihak.

Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Jangka waktu yang diperjanjikan itu adalah masa garansi.

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang bertanggung jawab dengan menteri teknis adalah menteri yang bertanggung jawab
secara teknis menurut bidang tugasnya.
Ayat (3)
Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen

swadaya masyarakat dilakukan atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dengan
cara penelitian, pengujian dan/atau survei.
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Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika
diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas
Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas
Huruf ¢

Cukup jelas
Huruf d

Cukup jelas
Huruf e

Keberpihakan kepada konsumen dimaksudkan untuk meningkatkan sikap peduli
yang tinggi terhadap konsumen (wise consumerism).

Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Jumlah wakil setiap unsur tidak harus sama.
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)
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Cukup jelas

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas
Huruf c

Cukup jelas
Huruf d

Akademis adalah mereka yang berpendidikan tinggi dan anggota perguruan tinggi.
Huruf e

Tenaga ahli adalah mereka yang berpengalaman di bidang perlindungan konsumen.

Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d

Sakit secara terus menerus sehingga tidak mampu melaksanakan tugasnya.
Huruf e

Cukup jelas
Huruf

Cukup jelas

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah
keputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota.
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Pasal 41

Yang dimaksud dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah
keputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota.

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memenuhi syarat, antara lain, terdaftar dan diakui serta bergerak
di bidang perlindungan konsumen.

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak menutup
kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap

diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang
bersengketa.

Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan
oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui
pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen dan tidak bertentangan dengan
Undang-undang ini.

Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 46
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b

Undang-undang ini mengakui gugatan kelompok atau class action. Gugatan
kelompok atau class action harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar
dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah
adanya bukti transaksi.

Huruf ¢
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Cukup jelas
Huruf d

Tolok ukur kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit yang
dipakai adalah besar dampaknya terhadap konsumen.

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47

Bentuk jaminan yang dimaksud dalam hal ini berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa
tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut.

Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Unsur konsumen adalah lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau
sekelompok konsumen.

Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54

www.hukumonline.com


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan putusan majelis bersifat final adalah bahwa dalam badan
penyelesaian sengketa konsumen tidak ada upaya banding dan kasasi.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)
Cukup jelas
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Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG
PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.

bahwa pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan
umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan
dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

bahwa pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan Perdagangan merupakan
penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung
dalam meningkatkan produksi dan memeratakan pendapatan serta memperkuat daya saing Produk
Dalam Negeri;

bahwa peranan Perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, tetapi dalam
perkembangannya belum memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional
sehingga diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan
pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah
sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional;

bahwa peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan mengharuskan adanya harmonisasi
ketentuan di bidang Perdagangan dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional guna menyikapi
perkembangan situasi Perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d
perlu membentuk Undang-Undang tentang Perdagangan.

Mengingat:

1.

Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik
Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi.

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERDAGANGAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam
negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa
untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

2. Perdagangan Dalam Negeri adalah Perdagangan Barang dan/atau Jasa dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang tidak termasuk Perdagangan Luar Negeri.

3. Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor dan/atau Impor atas
Barang dan/atau Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara.

4, Perdagangan Perbatasan adalah Perdagangan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang
bertempat tinggal di daerah perbatasan Indonesia dengan penduduk negara tetangga untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari.

5. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak
bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai,
digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

6. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang
diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau
Pelaku Usaha.

7. Produk Dalam Negeri adalah Barang yang dibuat dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha di
Indonesia.
8. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang

disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/ keputusan internasional yang terkait dengan
memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan pada masa kini dan masa depan untuk
memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

9. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan
mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak.

10. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh lembaga
yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang Standardisasi.

11. Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.

12. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun
tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.
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13.

14.

15.

16.
17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk
dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat
diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.

Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang
berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah
hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.

Daerah Pabean adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat,
perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen
yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari Daerah Pabean.

Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum
maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor.

Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam Daerah Pabean.

Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum
maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor.

Promosi Dagang adalah kegiatan mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan, dan/atau
menyebarluaskan informasi hasil produksi Barang dan/atau Jasa untuk menarik minat beli konsumen,
baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan penjualan,
memperluas pasar, dan mencari hubungan dagang.

Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler
Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan
Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau di organisasi internasional.

Kerja Sama Perdagangan Internasional adalah kegiatan Pemerintah untuk memperjuangkan dan
mengamankan kepentingan nasional melalui hubungan Perdagangan dengan negara lain dan/atau
lembaga/organisasi internasional.

Sistem Informasi Perdagangan adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan,
pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi Perdagangan yang
terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian Perdagangan.

Perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui
serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Komite Perdagangan Nasional adalah lembaga yang dibentuk untuk mendukung percepatan pencapaian
tujuan pelaksanaan kegiatan di bidang Perdagangan.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

BAB Il
ASAS DAN TUJUAN

3/59


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Pasal 2

Kebijakan Perdagangan disusun berdasarkan asas:

a. kepentingan nasional;

b. kepastian hukum;

C. adil dan sehat;

d. keamanan berusaha;

e. akuntabel dan transparan;
f. kemandirian;

g. kemitraan;

h. kemanfaatan;

i. kesederhanaan;

J- kebersamaan; dan

K. berwawasan lingkungan.

Pasal 3
Pengaturan kegiatan Perdagangan bertujuan:
a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
b. meningkatkan penggunaan dan Perdagangan Produk Dalam Negeri;
C. meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan;
d. menjamin kelancaran Distribusi dan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan Barang penting;
e. meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana Perdagangan;
f. meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta
Pemerintah dan swasta;
g. meningkatkan daya saing produk dan usaha nasional;
h. meningkatkan citra Produk Dalam Negeri, akses pasar, dan Ekspor nasional;
i. meningkatkan Perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif;
j- meningkatkan pelindungan konsumen;
k. meningkatkan penggunaan SNI;

l. meningkatkan pelindungan sumber daya alam; dan

m.  meningkatkan pengawasan Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan.

BAB llI
LINGKUP PENGATURAN

Pasal 4
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1)

)

®)

Lingkup pengaturan Perdagangan meliputi:

a
b
C.
d
e
f.

2 @

m.

n.

Selain lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diatur Jasa yang dapat

Perdagangan Dalam Negeri;

Perdagangan Luar Negeri;

Perdagangan Perbatasan;

Standardisasi;

Perdagangan melalui Sistem Elektronik;

pelindungan dan pengamanan Perdagangan;
pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah;
pengembangan Ekspor;

Kerja Sama Perdagangan Internasional;

Sistem Informasi Perdagangan;

tugas dan wewenang Pemerintah di bidang Perdagangan;
Komite Perdagangan Nasional;

pengawasan; dan

penyidikan.

diperdagangkan meliputi:

a.
b.

- o 2 o

> @

Jasa dapat diperdagangkan baik di dalam negeri maupun melampaui batas wilayah negara.

Jasa bisnis;

Jasa distribusi;

Jasa komunikasi;

Jasa pendidikan;

Jasa lingkungan hidup;

Jasa keuangan;

Jasa konstruksi dan teknik terkait;
Jasa kesehatan dan sosial;

Jasa rekreasi, kebudayaan, dan olahraga;
Jasa pariwisata;

Jasa transportasi; dan

Jasa lainnya.

BAB IV
PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Bagian Kesatu
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®3)

(4)

)

@)

Umum

Pasal 5
Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Dalam Negeri melalui kebijakan dan pengendalian.

Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan
pada:

a. peningkatan efisiensi dan efektivitas Distribusi;

b. peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;

c. pengintegrasian dan perluasan Pasar dalam negeri;

d. peningkatan akses Pasar bagi Produk Dalam Negeri; dan
e. pelindungan konsumen.

Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur:

a. pengharmonisasian peraturan, Standar, dan prosedur kegiatan Perdagangan antara pusat dan
daerah dan/atau antardaerabh;

b. penataan prosedur perizinan bagi kelancaran arus Barang;

C. pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan Barang kebutuhan pokok masyarakat;

d. pengembangan dan penguatan usaha di bidang Perdagangan Dalam Negeri, termasuk koperasi
serta usaha mikro, kecil, dan menengah,;

e. pemberian fasilitas pengembangan sarana Perdagangan;

f. peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri;

g. Perdagangan antarpulau; dan

h. pelindungan konsumen.

Pengendalian Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. perizinan;
b. Standar; dan
C. pelarangan dan pembatasan.

Pasal 6

Setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang
diperdagangkan di dalam negeri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia diatur dengan
Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Distribusi Barang
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1)
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®3)

Pasal 7

Distribusi Barang yang diperdagangkan di dalam negeri secara tidak langsung atau langsung kepada
konsumen dapat dilakukan melalui Pelaku Usaha Distribusi.

Distribusi Barang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
menggunakan rantai Distribusi yang bersifat umum:

a. distributor dan jaringannya;
b. agen dan jaringannya; atau
C. waralaba.

Distribusi Barang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan
pendistribusian khusus melalui sistem penjualan langsung secara:

a. single level; atau

b. multilevel.

Pasal 8

Barang dengan hak Distribusi eksklusif yang diperdagangkan dengan sistem penjualan langsung hanya dapat
dipasarkan oleh penjual resmi yang terdaftar sebagai anggota perusahaan penjualan langsung.

Pasal 9

Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang.

Pasal 10

Pelaku Usaha Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melakukan Distribusi Barang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan serta etika ekonomi dan bisnis dalam rangka tertib usaha.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Distribusi Barang diatur dengan Peraturan Menteri.

1)

Bagian Ketiga

Sarana Perdagangan

Pasal 12

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama
mengembangkan sarana Perdagangan berupa:

a. Pasar rakyat;

b. pusat perbelanjaan;
C. toko swalayan;

d. Gudang;
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)

®3)

e. perkulakan;

f. Pasar lelang komoditas;
g. Pasar berjangka komoditi; atau
h. sarana Perdagangan lainnya.

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha dalam mengembangkan sarana Perdagangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan
peningkatan kualitas pengelolaan Pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing.

Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar rakyat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

a. pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar rakyat;

b. implementasi manajemen pengelolaan yang profesional;

c. fasilitasi akses penyediaan Barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan/atau
d. fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang Pasar di Pasar rakyat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan
Pasar rakyat diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

Pasal 14

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang
pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat
perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja
sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada
koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pengembangan, penataan, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
pengaturan perizinan, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan,
dan kerja sama usaha.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan perizinan, tata ruang, dan zonasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

Pasal 15

Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d merupakan salah satu sarana
Perdagangan untuk mendorong kelancaran Distribusi Barang yang diperdagangkan di dalam negeri dan
ke luar negeri.

Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan oleh setiap pemilik Gudang sesuai
dengan penggolongan Gudang menurut luas dan kapasitas penyimpanannya.

Setiap pemilik Gudang yang tidak melakukan pendaftaran Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikenai sanksi administratif berupa penutupan Gudang untuk jangka waktu tertentu dan/atau denda paling
banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
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1)

)

)

)

®3)

1)

)

@)

)

1)

Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
Peraturan Menteri.

Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan
atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

Di luar ketentuan Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pemerintah dan/atau Pemerintah
Daerah dapat menyediakan Gudang yang diperlukan untuk menjamin ketersediaan Barang kebutuhan
pokok rakyat.

Gudang yang disediakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bersifat tertutup dan jumlah Barang kebutuhan pokok rakyat yang disimpan dikategorikan sebagai data
yang digunakan secara terbatas.

Pasal 17

Setiap pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang yang melakukan penyimpanan Barang yang ditujukan
untuk diperdagangkan harus menyelenggarakan pencatatan administrasi paling sedikit berupa jumlah
Barang yang disimpan dan jumlah Barang yang masuk dan yang keluar dari Gudang.

Setiap pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang yang tidak menyelenggarakan pencatatan administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan di bidang
Perdagangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan administrasi Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 18

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan penataan, pembinaan, dan pengembangan terhadap
Pasar lelang komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f.

Ketentuan mengenai penataan, pembinaan, dan pengembangan Pasar lelang komoditas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

Pasal 19

Pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengembangan Pasar berjangka
komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g.

Ketentuan mengenai Pasar berjangka komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan
peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi.

Bagian Keempat

Perdagangan Jasa

Pasal 20

Penyedia Jasa yang bergerak di bidang Perdagangan Jasa wajib didukung tenaga teknis yang kompeten
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyedia Jasa yang tidak memiliki tenaga teknis yang kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
C. pencabutan izin usaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengenaan sanksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21

Pemerintah dapat memberi pengakuan terhadap kompetensi tenaga teknis dari negara lain berdasarkan
perjanjian saling pengakuan secara bilateral atau regional.

Bagian Kelima

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pasal 22

(1) Dalam rangka pengembangan, pemberdayaan, dan penguatan Perdagangan Dalam Negeri, Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan/atau pemangku kepentingan lainnya secara sendiri-sendiri atau bersama-sama
mengupayakan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri.

(2) Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
keberpihakan melalui promosi, sosialisasi, atau pemasaran dan menerapkan kewajiban menggunakan
Produk Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri diatur dengan Peraturan
Menteri.

Bagian Keenam

Perdagangan Antarpulau

Pasal 23
(1) Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan antarpulau untuk integrasi Pasar dalam negeri.

(2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:

a. menjaga keseimbangan antardaerah yang surplus dan daerah yang minus;
b. memperkecil kesenjangan harga antardaerah;

C. mengamankan Distribusi Barang yang dibatasi Perdagangannya;

d. mengembangkan pemasaran produk unggulan setiap daerah;

e. menyediakan sarana dan prasarana Perdagangan antarpulau;
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f. mencegah masuk dan beredarnya Barang selundupan di dalam negeri;
g. mencegah penyelundupan Barang ke luar negeri; dan
h. meniadakan hambatan Perdagangan antarpulau.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perdagangan antarpulau diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh

Perizinan

Pasal 24

(1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang
Perdagangan yang diberikan oleh Menteri.

(2) Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada Pemerintah Daerah atau
instansi teknis tertentu.

(3) Menteri dapat memberikan pengecualian terhadap kewajiban memiliki perizinan di bidang Perdagangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan di bidang Perdagangan sebagaimana pada ayat (1) dan
pengecualiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedelapan

Pengendalian Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting

Pasal 25

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau
Barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai,
mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong peningkatan dan melindungi produksi
Barang kebutuhan pokok dan Barang penting dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional.

(3) Barang kebutuhan pokok dan Barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Presiden.

Pasal 26

(1) Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan Perdagangan nasional, Pemerintah
berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting.

(2) Jaminan pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen dan
melindungi pendapatan produsen.

(3) Dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting, Menteri
menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan Ekspor dan Impor.
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Pasal 27

Dalam rangka pengendalian ketersediaan, stabilisasi harga, dan Distribusi Barang kebutuhan pokok dan Barang
penting, Pemerintah dapat menunjuk Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 28

Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pemerintah mengalokasikan
anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan
waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas
Perdagangan Barang.

(2) Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam
jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses
produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

Pasal 30

(1) Menteri dapat meminta data dan/atau informasi kepada Pelaku Usaha mengenai persediaan Barang
kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.

(2) Pelaku Usaha dilarang melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai persediaan Barang
kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.

Pasal 31

Dalam hal Pemerintah Daerah mengatur mengenai langkah pemenuhan ketersediaan, stabilisasi harga, dan
Distribusi Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting, Pemerintah Daerah harus mengacu pada
kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 32

(1) Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan,
kesehatan, dan lingkungan hidup wajib:

a. mendaftarkan Barang yang diperdagangkan kepada Menteri; dan
b. mencantumkan nomor tanda pendaftaran pada Barang dan/atau kemasannya.

(2) Kewajiban mendaftarkan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh produsen atau
Importir sebelum Barang beredar di Pasar.

(3) Kewajiban Pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan terhadap
Barang yang telah diatur pendaftarannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kriteria atas keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada
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(®)
(6)

1)

)

®3)

ayat (1) dapat ditetapkan berdasarkan SNI atau Standar lain yang diakui yang belum diberlakukan secara
wajib.
Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Dalam hal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah diberlakukan SNI secara wajib, Barang
dimaksud harus memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib.

Pasal 33

Produsen atau Importir yang tidak memenuhi ketentuan pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (1) wajib menghentikan kegiatan Perdagangan Barang dan menarik Barang dari:

a. distributor;

b. agen;

c. grosir;

d. pengecer; dan/atau
e. konsumen.

Perintah penghentian kegiatan Perdagangan dan penarikan dari Distribusi terhadap Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

Produsen atau Importir yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai
sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) serta
penghentian kegiatan Perdagangan Barang dan penarikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat
(1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

1)

Bagian Kesembilan

Larangan dan Pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa

Pasal 35

Pemerintah menetapkan larangan atau pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa untuk
kepentingan nasional dengan alasan:

a. melindungi kedaulatan ekonomi;

b. melindungi keamanan negara;

C. melindungi moral dan budaya masyarakat;

d. melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup;
e. melindungi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan untuk produksi dan konsumsi;

f. melindungi neraca pembayaran dan/atau neraca Perdagangan;

g. melaksanakan peraturan perundang-undangan; dan/atau
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h. pertimbangan tertentu sesuai dengan tugas Pemerintah.

(2) Barang dan/atau Jasa yang dilarang atau dibatasi Perdagangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Pasal 36

Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang
dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

Pasal 37

(1) Setiap Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan penetapan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan
sebagai Barang dan/atau Jasa yang dibatasi Perdagangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (2).

(2) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan penetapan Barang dan/atau Jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.

BAB V
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

(1) Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Luar Negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang
Ekspor dan Impor.

(2) Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan

untuk:

a. peningkatan daya saing produk Ekspor Indonesia;

b. peningkatan dan perluasan akses Pasar di luar negeri; dan

c. peningkatan kemampuan Eksportir dan Importir sehingga menjadi Pelaku Usaha yang andal.

(3) Kebhijakan Perdagangan Luar Negeri paling sedikit meliputi:
a. peningkatan jumlah dan jenis serta nilai tambah produk ekspor;
b. pengharmonisasian Standar dan prosedur kegiatan Perdagangan dengan negara mitra dagang;

penguatan kelembagaan di sektor Perdagangan Luar Negeri;

d. pengembangan sarana dan prasarana penunjang Perdagangan Luar Negeri; dan
e. pelindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif Perdagangan Luar
Negeri.

(4) Pengendalian Perdagangan Luar Negeri meliputi:
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a. perizinan;
b. Standar; dan

C. pelarangan dan pembatasan.

Pasal 39

Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara dilakukan dengan cara:

a.
b.
c.
d.

1)

)

1)
)

1)

)

1)
)

®3)

pasokan lintas batas;
konsumsi di luar negeri;
keberadaan komersial; atau

perpindahan manusia.

Pasal 40

Dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional, Pemerintah dapat mengatur cara
pembayaran dan cara penyerahan Barang dalam kegiatan Ekspor dan Impor.

Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pembayaran dan cara penyerahan diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Pasal 41
Menteri dapat menunda Impor atau Ekspor jika terjadi keadaan kahar.

Presiden menetapkan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Ekspor

Pasal 42

Ekspor Barang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah terdaftar dan ditetapkan sebagai Eksportir,
kecuali ditentukan lain oleh Menteri.

Ketentuan mengenai penetapan sebagai Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri.

Pasal 43
Eksportir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diekspor.

Eksportir yang tidak bertanggung jawab terhadap Barang yang diekspor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan, persetujuan, pengakuan, dan/atau
penetapan di bidang Perdagangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.
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Pasal 44

Eksportir yang melakukan tindakan penyalahgunaan atas penetapan sebagai Eksportir sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pembatalan penetapan sebagai Eksportir.

1)

)

®3)

@)
)

®)

1)
)
®3)

(4)

Bagian Ketiga

Impor

Pasal 45

Impor Barang hanya dapat dilakukan oleh Importir yang memiliki pengenal sebagai Importir berdasarkan
penetapan Menteri.

Dalam hal tertentu, Impor Barang dapat dilakukan oleh Importir yang tidak memiliki pengenal sebagai
Importir.

Ketentuan mengenai pengenal sebagai Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Menteri.

Pasal 46
Importir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diimpor.

Importir yang tidak bertanggung jawab atas Barang yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan, persetujuan, pengakuan, dan/atau penetapan di
bidang Perdagangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 47
Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru.
Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru.

Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 48

Surat persetujuan Impor atas Barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2)
diserahkan pada saat menyelesaikan kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang Kepabeanan.

Bagian Keempat
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@)

)

®3)

(4)

(®)

@)

)

@)
)
®3)

1)

)

Perizinan Ekspor dan Impor

Pasal 49

Untuk kegiatan Ekspor dan Impor, Menteri mewajibkan Eksportir dan Importir untuk memiliki perizinan
yang dapat berupa persetujuan, pendaftaran, penetapan, dan/atau pengakuan.

Menteri mewajibkan Eksportir dan Importir untuk memiliki perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam melakukan Ekspor sementara dan Impor sementara.

Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu.

Dalam rangka peningkatan daya saing nasional Menteri dapat mengusulkan keringanan atau
penambahan pembebanan bea masuk terhadap Barang Impor sementara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima

Larangan dan Pembatasan Ekspor dan Impor

Pasal 50

Semua Barang dapat diekspor atau diimpor, kecuali yang dilarang, dibatasi, atau ditentukan lain oleh
undang-undang.

Pemerintah melarang Impor atau Ekspor Barang untuk kepentingan nasional dengan alasan:

a. untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral
masyarakat;
b. untuk melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau
c. untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan
hidup.
Pasal 51

Eksportir dilarang mengekspor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diekspor.
Importir dilarang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor.

Barang yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan
Menteri.

Pasal 52

Eksportir dilarang mengekspor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk
diekspor.

Importir dilarang mengimpor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk
diimpor.
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®)

(4)

®)

(6)

1)

)

1)

)

®)

Barang yang dibatasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan
Menteri.

Setiap Eksportir yang mengekspor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang
untuk diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Setiap Importir yang mengimpor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk
diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5)
diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 53

Eksportir yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) terhadap
Barang ekspornya dikuasai oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Importir yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) terhadap
Barang impornya wajib diekspor kembali, dimusnahkan oleh Importir, atau ditentukan lain oleh Menteri.

Pasal 54

Pemerintah dapat membatasi Ekspor dan Impor Barang untuk kepentingan nasional dengan alasan:

a. untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum; dan/atau

b. untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan
hidup.

Pemerintah dapat membatasi Ekspor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan:

a. menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;

b. menjamin ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri pengolahan di dalam negeri;

C. melindungi kelestarian sumber daya alam;

d. meningkatkan nilai tambah ekonomi bahan mentah dan/atau sumber daya alam;

e. mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditas Ekspor tertentu di pasaran

internasional; dan/atau
f. menjaga stabilitas harga komoditas tertentu di dalam negeri.

Pemerintah dapat membatasi Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan:

a. untuk membangun, mempercepat, dan melindungi industri tertentu di dalam negeri; dan/atau
b. untuk menjaga neraca pembayaran dan/atau neraca Perdagangan.
BAB VI

PERDAGANGAN PERBATASAN

Pasal 55
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1)

)

®)

@)

)

®)

(4)

1)

)

®3)

Setiap warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang berbatasan langsung dengan negara lain dapat melakukan Perdagangan Perbatasan dengan
penduduk negara lain yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan.

Perdagangan Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di wilayah
perbatasan darat dan perbatasan laut yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Perdagangan Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan perjanjian
bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56
Perjanjian bilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) paling sedikit memuat:

a. tempat pemasukan atau pengeluaran lintas batas yang ditetapkan;

b. jenis Barang yang diperdagangkan;

C. nilai maksimal transaksi pembelian Barang di luar Daerah Pabean untuk dibawa ke dalam Daerah
Pabean;

d. wilayah tertentu yang dapat dilakukan Perdagangan Perbatasan; dan

e. kepemilikan identitas orang yang melakukan Perdagangan Perbatasan.

Pemerintah melakukan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai, imigrasi, serta karantina di
pos lintas batas keluar atau di pos lintas batas masuk dan di tempat atau di wilayah tertentu sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan menteri terkait sebelum melakukan perjanjian
Perdagangan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3).

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perdagangan Perbatasan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah.

BAB VII
STANDARDISASI

Bagian Kesatu

Standardisasi Barang

Pasal 57
Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi:
a. SNI yang telah diberlakukan secara wajib; atau
b. persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.

Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah
diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.

Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri
atau menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
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(4) Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan
mempertimbangkan aspek:

a. keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;

b. daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat;
c. kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional; dan/atau

d. kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian.

(5) Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian atau dilengkapi sertifikat kesesuaian yang diakui
oleh Pemerintah.

(6) Barang yang diperdagangkan dan belum diberlakukan SNI secara wajib dapat dibubuhi tanda SNI atau
tanda kesesuaian sepanjang telah dibuktikan dengan sertifikat produk penggunaan tanda SNI atau
sertifikat kesesuaian.

(7)  Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis
secara wajib, tetapi tidak membubuhi tanda SNI, tanda kesesuaian, atau tidak melengkapi sertifikat
kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa penarikan Barang
dari Distribusi.

Pasal 58

(1) Tanda SNI, tanda kesesuaian, atau sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5)
diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada yang
terakreditasi, Menteri atau menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung
jawabnya dapat menunjuk lembaga penilaian kesesuaian dengan persyaratan dan dalam jangka waktu
tertentu.

(3) Lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terdaftar di
lembaga yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 59

Standar atau penilaian kesesuaian yang ditetapkan oleh negara lain diakui oleh Pemerintah berdasarkan
perjanjian saling pengakuan antarnegara.

Bagian Kedua

Standardisasi Jasa

Pasal 60

(1) Penyedia Jasa dilarang memperdagangkan Jasa di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI, persyaratan
teknis, atau kualifikasi yang telah diberlakukan secara wajib.

(2) Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh Menteri atau menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan
tanggung jawabnya.
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(6)

(6)
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)
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Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:

a. keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;

b. daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat;
c. kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional;

d. kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian; dan/atau
e. budaya, adat istiadat, atau tradisi berdasarkan kearifan lokal.

Jasa yang telah diberlakukan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah.

Jasa yang diperdagangkan dan memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang belum
diberlakukan secara wajib dapat menggunakan sertifikat kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa yang telah diberlakukan SNI, persyaratan teknis, atau
kualifikasi secara wajib, tetapi tidak dilengkapi sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan usaha.

Pasal 61

Tanda SNI, tanda kesesuaian, atau sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4)
diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada yang
terakreditasi, Menteri atau menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung
jawabnya dapat menunjuk lembaga penilaian kesesuaian dengan persyaratan dan dalam jangka waktu
tertentu.

Lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terdaftar di
lembaga yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 62

Standar, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang ditetapkan oleh negara lain diakui oleh Pemerintah
berdasarkan perjanjian saling pengakuan antarnegara.

Pasal 63

Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa yang tidak dilengkapi dengan sertifikat kesesuaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan Perdagangan Jasa.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan pemberlakuan Standardisasi Barang dan/atau
Standardisasi Jasa diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BAB VII
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PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 65

(1) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem
elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.

(2) Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem
elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang
diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

(4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi;
b. persyaratan teknis Barang yang ditawarkan;

C. persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan;

d. harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan

e. cara penyerahan Barang.

(5) Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan
usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui
mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.

(6) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem
elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BAB IX
PELINDUNGAN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

Pasal 67
(1) Pemerintah menetapkan kebijakan pelindungan dan pengamanan Perdagangan.

(2) Penetapan kebijakan pelindungan dan pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Menteri.

(3) Kebijakan pelindungan dan pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. pembelaan atas tuduhan dumping dan/atau subsidi terhadap Ekspor Barang nasional,

b. pembelaan terhadap Eksportir yang Barang Ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah
menimbulkan lonjakan Impor di negara tersebut;

C. pembelaan terhadap Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau
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regulasi negara lain;

d. pengenaan tindakan antidumping atau tindakan imbalan untuk mengatasi praktik Perdagangan
yang tidak sehat;
e. pengenaan tindakan pengamanan Perdagangan untuk mengatasi lonjakan Impor; dan
f. pembelaan terhadap kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain.
Pasal 68

Dalam hal adanya ancaman dari kebijakan, regulasi, tuduhan praktik Perdagangan tidak sehat, dan/atau
tuduhan lonjakan Impor dari negara mitra dagang atas Ekspor Barang nasional, Menteri berkewajiban
mengambil langkah pembelaan.

Dalam mengambil langkah pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. Eksportir yang berkepentingan berkewajiban mendukung dan memberikan informasi dan data yang
dibutuhkan; dan

b. kementerian/lembaga Pemerintah nonkementerian terkait berkewajiban mendukung dan
memberikan informasi dan data yang dibutuhkan.

Pasal 69

Dalam hal terjadi lonjakan jumlah Barang Impor yang menyebabkan produsen dalam negeri dari Barang
sejenis atau Barang yang secara langsung bersaing dengan yang diimpor menderita kerugian serius atau
ancaman kerugian serius, Pemerintah berkewajiban mengambil tindakan pengamanan Perdagangan
untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian serius atau ancaman kerugian serius dimaksud.

Tindakan pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan bea
masuk tindakan pengamanan dan/atau kuota.

Bea masuk tindakan pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usulan yang
telah diputuskan oleh Menteri.

Penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 70

Dalam hal terdapat produk Impor dengan harga lebih rendah daripada nilai normal yang menyebabkan
kerugian atau ancaman kerugian pada industri dalam negeri terkait atau menghambat berkembangnya
industri dalam negeri yang terkait, Pemerintah berkewajiban mengambil tindakan antidumping untuk
menghilangkan atau mengurangi kerugian atau ancaman kerugian atau hambatan tersebut.

Tindakan antidumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan bea masuk antidumping.

Bea masuk antidumping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usulan yang telah diputuskan
oleh Menteri.

Pasal 71

Dalam hal produk Impor menerima subsidi secara langsung atau tidak langsung dari negara pengekspor
yang menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian industri dalam negeri atau menghambat
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perkembangan industri dalam negeri, Pemerintah berkewajiban mengambil tindakan imbalan untuk
menghilangkan atau mengurangi kerugian atau ancaman kerugian atau hambatan tersebut.

Tindakan imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan bea masuk imbalan.

Bea masuk imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usulan yang telah diputuskan
oleh Menteri.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69,
tindakan antidumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dan tindakan imbalan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 71 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

1)

)

®)

(4)

1)

)

®3)

BAB X
PEMBERDAYAAN KOPERASI SERTA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Pasal 73

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap koperasi serta usaha
mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan.

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian fasilitas, insentif,
bimbingan teknis, akses dan/atau bantuan permodalan, bantuan promosi, dan pemasaran.

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro,
kecil, dan menengah di sektor Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama
dengan pihak lain.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di
sektor Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Presiden.

BAB Xl
PENGEMBANGAN EKSPOR

Bagian Kesatu

Pembinaan Ekspor

Pasal 74

Pemerintah melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha dalam rangka pengembangan Ekspor untuk
perluasan akses Pasar bagi Barang dan Jasa produksi dalam negeri.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian insentif, fasilitas, informasi
peluang Pasar, bimbingan teknis, serta bantuan promosi dan pemasaran untuk pengembangan Ekspor.

Menteri dapat mengusulkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa insentif fiskal dan/atau
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nonfiskal dalam upaya meningkatkan daya saing Ekspor Barang dan/atau Jasa produksi dalam negeri.

(4) Pemerintah dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama
dengan pihak lain.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Promosi Dagang

Pasal 75

(1) Untuk memperluas akses Pasar bagi Barang dan/atau Jasa produksi dalam negeri, Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah berkewajiban memperkenalkan Barang dan/atau Jasa dengan cara:

a. menyelenggarakan Promosi Dagang di dalam negeri dan/atau di luar negeri; dan/atau
b. berpartisipasi dalam Promosi Dagang di dalam negeri dan/atau di luar negeri.
(2) Promosi Dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. pameran dagang; dan
b. misi dagang.

(3) Promosi Dagang yang berupa pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

a. pameran dagang internasional;
b. pameran dagang nasional; atau
C. pameran dagang lokal.

(4) Pemerintah dalam melakukan pameran dagang di luar negeri mengikutsertakan koperasi serta usaha
mikro, kecil, dan menengah.

(5) Misi dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk pertemuan bisnis
internasional untuk memperluas peluang peningkatan Ekspor.

(6) Misi dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui kunjungan Pemerintah,
Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan/atau lembaga lainnya dari Indonesia ke luar negeri dalam rangka
melakukan kegiatan bisnis atau meningkatkan hubungan Perdagangan kedua negara.

Pasal 76

Pelaksanaan kegiatan Promosi Dagang di luar negeri oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga selain
Pemerintah/Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha dilakukan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik
Indonesia di Luar Negeri di negara terkait.

Pasal 77

(1) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dan peserta pameran dagang wajib
memenuhi Standar penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pameran dagang.

(2) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta
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dan/atau produk yang dipromosikan berasal dari luar negeri wajib mendapatkan izin dari Menteri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pameran dagang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(4) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dan peserta pameran dagang yang tidak
memenuhi Standar penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pameran dagang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.

Pasal 78

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas dan/atau kemudahan untuk
pelaksanaan kegiatan pameran dagang yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dan/atau lembaga selain
Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberian fasilitas dan/atau kemudahan pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan kepada:

a. penyelenggara Promosi Dagang nasional; dan
b. peserta lembaga selain Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha nasional.

(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah saling mendukung dalam melakukan pameran dagang untuk
mengembangkan Ekspor komoditas unggulan nasional.

Pasal 79

(1) Selain Promosi Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), untuk memperkenalkan Barang
dan/atau Jasa, perlu didukung kampanye pencitraan Indonesia di dalam dan di luar negeri.

(2) Pelaksanaan kampanye pencitraan Indonesia dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,
lembaga selain Pemerintah/Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha secara sendiri-sendiri atau
bersama-sama.

(3) Pelaksanaan kampanye pencitraan Indonesia oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga selain
Pemerintah/Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha di luar negeri berkoordinasi dengan Perwakilan
Republik Indonesia di Luar Negeri di negara terkait.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kampanye pencitraan Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

Pasal 80

(1) Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Promosi Dagang ke luar negeri, dapat dibentuk badan Promosi
Dagang di luar negeri.

(2) Pembentukan badan Promosi Dagang di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
fasilitasnya dilakukan oleh Menteri berkoordinasi dengan menteri terkait sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan, kemudahan, dan keikutsertaan dalam Promosi
Dagang dalam rangka kegiatan pencitraan Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.
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BAB Xl
KERJA SAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Pasal 82

Untuk meningkatkan akses Pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional, Pemerintah
dapat melakukan kerja sama Perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi
internasional.

Kerja sama Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui perjanjian
Perdagangan internasional.

Pasal 83

Pemerintah dalam melakukan perundingan perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 82 ayat (2) dapat berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

1)

)

®3)

(4)

(®)

(6)

()

Pasal 84

Setiap perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2)
disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah
penandatanganan perjanjian.

Perjanjian Perdagangan internasional yang disampaikan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk memutuskan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat.

Keputusan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap perjanjian Perdagangan
internasional yang disampaikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling
lama 60 (enam puluh) hari kerja pada masa sidang dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Dalam hal perjanjian Perdagangan internasional menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi
kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan
atau pembentukan undang-undang, pengesahannya dilakukan dengan undang-undang.

b. Dalam hal perjanjian Perdagangan internasional tidak menimbulkan dampak sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, pengesahannya dilakukan dengan Peraturan Presiden.

Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak mengambil keputusan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh)
hari kerja pada masa sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat memutuskan perlu
atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dewan Perwakilan Rakyat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap perjanjian Perdagangan
internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling lama 1 (satu) kali masa sidang
berikutnya.

Dalam hal perjanjian Perdagangan internasional dapat membahayakan kepentingan nasional, Dewan
Perwakilan Rakyat menolak persetujuan perjanjian Perdagangan internasional.

Peraturan Presiden mengenai pengesahan perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 85
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Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat meninjau kembali dan membatalkan
perjanjian Perdagangan internasional yang persetujuannya dilakukan dengan undang-undang
berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional.

Pemerintah dapat meninjau kembali dan membatalkan perjanjian Perdagangan internasional yang
pengesahannya dilakukan dengan Peraturan Presiden berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peninjauan kembali dan pembatalan perjanjian Perdagangan
internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 86

Dalam melakukan perundingan perjanjian Perdagangan internasional, Pemerintah dapat membentuk tim
perunding yang bertugas mempersiapkan dan melakukan perundingan.

Ketentuan mengenai pembentukan tim perunding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Presiden.

Pasal 87

Pemerintah dapat memberikan preferensi Perdagangan secara unilateral kepada negara kurang
berkembang dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Ketentuan mengenai tata cara pemberian preferensi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

BAB XiIlI
SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN

Pasal 88

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota berkewajiban menyelenggarakan Sistem Informasi Perdagangan
yang terintegrasi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga
Pemerintah nonkementerian.

Sistem informasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) digunakan untuk kebijakan dan pengendalian
Perdagangan.

Pasal 89

Sistem Informasi Perdagangan mencakup pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan
penyebarluasan data dan/atau informasi Perdagangan.

Data dan/atau informasi Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data
dan/atau informasi Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri.

Data dan informasi Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara akurat, cepat,
dan tepat guna serta mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 90

Menteri dalam menyelenggarakan Sistem Informasi Perdagangan dapat meminta data dan informasi di
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bidang Perdagangan kepada kementerian, lembaga Pemerintah nonkementerian, dan Pemerintah
Daerah, termasuk penyelenggara urusan pemerintahan di bidang bea dan cukai, Bank Indonesia, Otoritas
Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan badan/lembaga lainnya.

(2) Kementerian, lembaga Pemerintah nonkementerian, dan Pemerintah Daerah, termasuk penyelenggara
urusan pemerintahan di bidang bea dan cukai, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat
Statistik, dan badan/lembaga lainnya berkewajiban memberikan data dan informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang mutakhir, akurat, dan cepat.

Pasal 91

Data dan informasi Perdagangan bersifat terbuka, kecuali ditentukan lain oleh Menteri.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Perdagangan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah.

BAB XIV
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DI BIDANG PERDAGANGAN

Pasal 93
Tugas Pemerintah di bidang Perdagangan mencakup:
a. merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang Perdagangan;
b. merumuskan Standar nasional;

merumuskan dan menetapkan norma, Standar, prosedur, dan kriteria di bidang Perdagangan;

d. menetapkan sistem perizinan di bidang Perdagangan;
e. mengendalikan ketersediaan, stabilisasi harga, dan Distribusi Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang
penting;

—h

melaksanakan Kerja sama Perdagangan Internasional;

g. mengelola informasi di bidang Perdagangan;

h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di bidang Perdagangan;
i. mendorong pengembangan Ekspor nasional;

J- menciptakan iklim usaha yang kondusif;

k. mengembangkan logistik nasional; dan

l. tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94
Pemerintah dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 mempunyai wewenang:

a. memberikan perizinan kepada Pelaku Usaha di bidang Perdagangan;
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melaksanakan harmonisasi kebijakan Perdagangan di dalam negeri dalam rangka meningkatkan efisiensi
dan efektivitas sistem Distribusi nasional, tertib niaga, integrasi Pasar, dan kepastian berusaha;

membatalkan kebijakan dan regulasi di bidang Perdagangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
yang bertentangan dengan kebijakan dan regulasi Pemerintah;

menetapkan larangan dan/atau pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa;

mengembangkan logistik nasional guna memastikan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau
Barang penting; dan

wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Pemerintah Daerah bertugas:

a.
b.

C.

= a =~

@)

)

melaksanakan kebijakan Pemerintah di bidang Perdagangan;
melaksanakan perizinan di bidang Perdagangan di daerah;

mengendalikan ketersediaan, stabilisasi harga, dan Distribusi Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang
penting;

memantau pelaksanaan Kerja Sama Perdagangan Internasional di daerah;

mengelola informasi di bidang Perdagangan di daerabh;

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di bidang Perdagangan di daerah;
mendorong pengembangan Ekspor nasional;

menciptakan iklim usaha yang kondusif;

mengembangkan logistik daerah; dan

tugas lain di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 mempunyai
wewenang:

a. menetapkan kebijakan dan strategi di bidang Perdagangan di daerah dalam rangka melaksanakan
kebijakan Pemerintah;

b. memberikan perizinan kepada Pelaku Usaha di bidang Perdagangan yang dilimpahkan atau
didelegasikan oleh Pemerintah;

C. mengelola informasi Perdagangan di daerah dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi
Perdagangan;

d. melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Perdagangan di daerah setempat; dan

e. wewenang lain di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan
kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB XV
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1)

)
®3)

(4)

(6)

(6)

@)

KOMITE PERDAGANGAN NASIONAL

Pasal 97

Untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pengaturan kegiatan Perdagangan, Presiden dapat
membentuk Komite Perdagangan Nasional.

Komite Perdagangan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Menteri.

Keanggotaan Komite Perdagangan Nasional terdiri atas unsur:

a. Pemerintah;

b. lembaga yang bertugas melaksanakan penyelidikan tindakan antidumping dan tindakan imbalan;

C. lembaga yang bertugas melaksanakan penyelidikan dalam rangka tindakan pengamanan
Perdagangan;

d. lembaga yang bertugas memberikan rekomendasi mengenai pelindungan konsumen;

e. Pelaku Usaha atau asosiasi usaha di bidang Perdagangan; dan

f. akademisi atau pakar di bidang Perdagangan.

Komite Perdagangan Nasional bertugas:

a. memberikan masukan dalam penentuan kebijakan dan regulasi di bidang Perdagangan;
b. memberikan pertimbangan atas kebijakan pembiayaan Perdagangan;
c. memberikan pertimbangan kepentingan nasional terhadap rekomendasi tindakan antidumping,

tindakan imbalan, dan tindakan pengamanan Perdagangan;

d. memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelesaian masalah Perdagangan Dalam Negeri
dan Perdagangan Luar Negeri;

e. membantu Pemerintah dalam melakukan pengawasan kebijakan dan praktik Perdagangan di
negara mitra dagang;

f. memberikan masukan dalam menyusun posisi runding dalam Kerja sama Perdagangan
Internasional;

g. membantu Pemerintah melakukan sosialisasi terhadap kebijakan dan regulasi di bidang
Perdagangan; dan

h. tugas lain yang dianggap perlu.

Biaya pelaksanaan tugas Komite Perdagangan Nasional bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Perdagangan Nasional diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB XVI
PENGAWASAN

Pasal 98

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan
Perdagangan.
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)

1)
)

1)

)

®3)

(4)

(®)

(6)

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah menetapkan
kebijakan pengawasan di bidang Perdagangan.

Pasal 99
Pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan oleh Menteri.

Menteri dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang
melakukan:

a. pelarangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik Barang dari
Distribusi atau menghentikan kegiatan Jasa yang diperdagangkan tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan; dan/atau

b. pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.

Pasal 100

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), Menteri menunjuk
petugas pengawas di bidang Perdagangan.

Petugas pengawas di bidang Perdagangan dalam melaksanakan pengawasan harus membawa surat
tugas yang sah dan resmi.

Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan kewenangannya paling
sedikit melakukan pengawasan terhadap:

a. perizinan di bidang Perdagangan;

b. Perdagangan Barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur;

c. Distribusi Barang dan/atau Jasa;

d. pendaftaran Barang Produk Dalam Negeri dan asal Impor yang terkait dengan keamanan,
keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;

e. pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib;

f. pendaftaran Gudang; dan

g. penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.

Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal menemukan dugaan pelanggaran
kegiatan di bidang Perdagangan dapat:

a. merekomendasikan penarikan Barang dari Distribusi dan/atau pemusnahan Barang;
b. merekomendasikan penghentian kegiatan usaha Perdagangan; atau
C. merekomendasikan pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.

Dalam hal melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti awal
dugaan terjadi tindak pidana di bidang Perdagangan, petugas pengawas melaporkannya kepada penyidik
untuk ditindaklanjuti.

Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kewenangannya dapat
berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 101
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1)
)

®)

Pemerintah dapat menetapkan Perdagangan Barang dalam pengawasan.

Dalam hal penetapan Barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
dapat menerima masukan dari organisasi usaha.

Barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan kegiatan Perdagangan dan pengawasan terhadap
Barang yang ditetapkan sebagai Barang dalam pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri.

1)

)

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 103

Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di
lingkungan instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di
bidang Perdagangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana
dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan
Undang-Undang ini.

Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:

a.

menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya suatu perbuatan yang diduga merupakan
tindak pidana di bidang Perdagangan;

memeriksa kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang
Perdagangan;

memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk dimintai keterangan dan alat bukti
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perdagangan;

memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi
atau sebagai tersangka berkenaan dengan dugaan terjadinya dugaan tindak pidana di bidang
Perdagangan;

memeriksa pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan dugaan tindak pidana di
bidang Perdagangan;

meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana di
bidang Perdagangan;

melakukan pemeriksaan dan penggeledahan tempat kejadian perkara dan tempat tertentu yang
diduga terdapat alat bukti serta melakukan penyitaan dan/atau penyegelan terhadap Barang hasil
pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang
Perdagangan;

memberikan tanda pengaman dan mengamankan Barang bukti sehubungan dengan dugaan tindak
pidana di bidang Perdagangan;

memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, Barang, sarana
pengangkut, atau objek lain yang dapat dijadikan bukti adanya dugaan tindak pidana di bidang
Perdagangan;
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J mendatangkan dan meminta bantuan atau keterangan ahli dalam rangka melaksanakan tugas
penyidikan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan; dan

k. menghentikan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal tertentu sepanjang menyangkut kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan, penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas
dan tanggung jawabnya di bidang kepabeanan berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan di
bidang Perdagangan berkoordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan
tanggung jawabnya di bidang Perdagangan.

(4) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berkas perkara hasil
penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik polisi negara Republik Indonesia sesuai
dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

(5) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang Perdagangan dapat dikoordinasikan oleh unit khusus
yang dapat dibentuk di instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang
Perdagangan.

(6) Pedoman pelaksanaan penanganan tindak pidana di bidang Perdagangan ditetapkan oleh Menteri.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 104

Setiap Pelaku Usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang
yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah).

Pasal 105

Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 106

Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan
yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 107

Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu
tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan
Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
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Pasal 108

Pelaku Usaha yang melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai persediaan Barang kebutuhan
pokok dan/atau Barang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah).

Pasal 109

Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan,
dan lingkungan hidup yang tidak didaftarkan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1)
huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 110

Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau
Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah).

Pasal 111

Setiap Importir yang mengimpor Barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat
(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 112

(1) Eksportir yang mengekspor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diekspor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Importir yang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 113

Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah
diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 114

Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI, persyaratan teknis,
atau kualifikasi yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah).
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Pasal 115

Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik
yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 116

Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta dan/atau
produk yang dipromosikan berasal dari luar negeri yang tidak mendapatkan izin dari Menteri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana
denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 117

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Perdagangan dalam
Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934, Staatsblad 1938 Nomor 86 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 118
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1960 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2759);

b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1961 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2210); dan

C. Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2469),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 119

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
Perdagangan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-
Undang ini.
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Pasal 120

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua kewenangan di bidang Perdagangan yang diatur dalam
undang-undang lain sebelum Undang-Undang ini berlaku pelaksanaannya berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 121

Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini
diundangkan.

Pasal 122
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 11 Maret 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 11 Maret 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 45
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PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG
PERDAGANGAN

UMUM

Pembangunan nasional di bidang ekonomi disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan
umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan
dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif landasan konstitusional tersebut, Perdagangan nasional
Indonesia mencerminkan suatu rangkaian aktivitas perekonomian yang dilaksanakan untuk mewujudkan
kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang
memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan,
meningkatkan Ekspor dan devisa, memeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing Produk
Dalam Negeri demi kepentingan nasional.

Perdagangan nasional Indonesia sebagai penggerak utama perekonomian tidak hanya terbatas pada
aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi Barang dan/atau Jasa yang dilakukan oleh
Pelaku Usaha, baik di dalam negeri maupun melampaui batas wilayah negara, tetapi aktivitas
perekonomian yang harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang
diselaraskan dengan konsepsi pengaturan di bidang Perdagangan sesuai dengan cita-cita pembentukan
negara Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, belum ada undang-undang yang mengatur
tentang Perdagangan secara menyeluruh. Produk hukum yang setara undang-undang di bidang
Perdagangan adalah hukum kolonial Belanda Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 yang lebih
banyak mengatur perizinan usaha.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyusun dan mengganti Bedrijfsreglementerings Ordonnantie
1934 berupa peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan yang bersifat parsial, seperti
Undang-Undang tentang Barang, Undang-Undang tentang Pergudangan, Undang-Undang tentang
Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan, Undang-Undang tentang Sistem Resi Gudang, dan
Undang-Undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Oleh karena itu, perlu dibentuk undang-
undang yang menyinkronkan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan untuk
mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur serta dalam menyikapi perkembangan situasi
Perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan.

Pengaturan dalam Undang-Undang ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta
berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan berusaha,
akuntabel dan transparan, kemandirian, kemitraan, kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan, dan
berwawasan lingkungan.

Berdasarkan tujuan dan asas tersebut, Undang-Undang tentang Perdagangan memuat materi pokok
sesuai dengan lingkup pengaturan yang meliputi Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri,
Perdagangan Perbatasan, Standardisasi, Perdagangan melalui Sistem Elektronik, pelindungan dan
pengamanan Perdagangan, pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah,
pengembangan Ekspor, Kerja Sama Perdagangan Internasional, Sistem Informasi Perdagangan, tugas
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dan wewenang pemerintah di bidang Perdagangan, Komite Perdagangan Nasional, pengawasan, serta
penyidikan.

Il PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan nasional” adalah setiap kebijakan Perdagangan harus
mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan pengendalian di bidang Perdagangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas adil dan sehat” adalah adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan
dalam kegiatan usaha antara produsen, pedagang, dan Pelaku Usaha lainnya untuk mewujudkan iklim
usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keamanan berusaha” adalah adanya jaminan keamanan bagi seluruh
Pelaku Usaha di setiap tahapan kegiatan Perdagangan, mulai dari persiapan melakukan kegiatan
Perdagangan hingga pelaksanaan kegiatan Perdagangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas akuntabel dan transparan” adalah pelaksanaan kegiatan Perdagangan
harus dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah setiap kegiatan Perdagangan dilakukan tanpa banyak
bergantung pada pihak lain.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah adanya kerja sama dalam keterkaitan usaha di bidang
Perdagangan, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, memercayai,
memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah
dengan usaha besar dan antara Pemerintah dan swasta.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah seluruh pengaturan kebijakan dan pengendalian
Perdagangan harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita
kesejahteraan umum.

Huruf i
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Yang dimaksud dengan “asas kesederhanaan” adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada Pelaku
Usaha serta kemudahan dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perdagangan yang dilakukan
secara bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah kebijakan Perdagangan yang dilakukan
dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.
Huruf i

Cukup jelas.
Huruf |

Cukup jelas.
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Huruf k

Cukup jelas.
Huruf |
Jasa lainnya dimaksudkan untuk mengantisipasi kebutuhan dan perkembangan Perdagangan pada
masa depan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “label berbahasa Indonesia” adalah setiap keterangan mengenai Barang yang
berbentuk tulisan berbahasa Indonesia, kombinasi gambar dan tulisan berbahasa Indonesia, atau bentuk
lain yang memuat informasi tentang Barang dan keterangan Pelaku Usaha, serta informasi lainnya yang
disertakan pada Barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan/melekat pada Barang, tercetak pada Barang,
dan/atau merupakan bagian kemasan Barang.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Distribusi tidak langsung” adalah kegiatan pendistribusian Barang yang dilakukan
oleh Pelaku Usaha Distribusi kepada konsumen melalui rantai Distribusi yang bersifat umum sehingga
setiap Pelaku Usaha Distribusi dapat memperoleh:

a. margin (distributor, subdistributor, produsen pemasok, pengecer, dan pedagang keliling ); dan/atau
b. komisi (agen, sub-agen, dan pedagang keliling).

Yang dimaksud dengan “Distribusi langsung” adalah kegiatan kegiatan pendistribusian Barang dengan
sistem penjualan langsung atau menggunakan sistem pendistribusian secara khusus.

Yang dimaksud dengan “Pelaku Usaha Distribusi” adalah Pelaku Usaha yang menjalankan kegiatan
Distribusi Barang di dalam negeri dan ke luar negeri, antara lain distributor, agen, Eksportir, Importir,
produsen pemasok, subdistributor, sub-agen, dan pengecer.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penjualan langsung” adalah sistem penjualan Barang tertentu melalui jaringan
pemasaran yang dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus
berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran.
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Yang dimaksud dengan “penjualan langsung secara single level” adalah penjualan Barang tertentu yang
tidak melalui jaringan pemasaran berjenjang.

Yang dimaksud dengan “penjualan langsung secara multilevel” adalah penjualan Barang tertentu melalui
jaringan pemasaran berjenjang yang dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi
dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan Barang kepada konsumen.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “hak Distribusi eksklusif’ adalah hak untuk mendistribusi Barang yang dimiliki oleh
hanya satu perusahaan dalam wilayah Indonesia yang didapatkan dari perjanjian dengan pemilik merek dagang
atau dari kepemilikan atas merek dagang.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “skema piramida” adalah istilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan
penjualan Barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh
imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah
bergabungnya mitra usaha tersebut.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “etika ekonomi dan bisnis” adalah agar prinsip dan perilaku ekonomi dan bisnis oleh
Pelaku Usaha Distribusi dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur
dan berkeadilan, serta mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi, dan kemampuan
saing guna terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil
melalui kebijakan secara berkesinambungan.

Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pasar rakyat” adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola
oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha
Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan
menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan
proses jual beli Barang melalui tawar-menawatr.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pusat perbelanjaan” adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau
beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan
kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan Barang.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “toko swalayan” adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual
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berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store,
hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Yang dimaksud dengan “Pasar lelang komoditas” adalah Pasar fisik terorganisasi bagi pembeli dan
penjual untuk melakukan transaksi komoditas melalui sistem lelang dengan penyerahan komoditas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Pasar berjangka komoditi” adalah sistem dan/atau sarana untuk kegiatan
jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak
derivatif lainnya.

Huruf h

Sarana Perdagangan lainnya antara lain berupa terminal agribisnis, pusat Distribusi regional, pusat
Distribusi provinsi, atau sarana Perdagangan lainnya sebagai pusat transaksi atau pusat
penyimpanan Barang yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman pada masa depan.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemasok” adalah Pelaku Usaha yang secara teratur memasok Barang kepada
pengecer dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.

Yang dimaksud dengan “pengecer” adalah perseorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya
melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen akhir.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tata ruang” adalah wujud struktur ruang dan pola ruang sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.
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Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tenaga teknis yang kompeten” adalah tenaga teknis yang melaksanakan Jasa
tertentu diwajibkan memiliki sertifikat sesuai dengan keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)

Perizinan di bidang Perdagangan termasuk izin usaha, izin khusus, pendaftaran, pengakuan, dan
persetujuan.

Ayat (2)
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Cukup jelas.
Ayat (3)

Pengecualian terhadap kewajiban memiliki perizinan di bidang Perdagangan diberikan kepada usaha
mikro.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Barang kebutuhan pokok” adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang

banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan
masyarakat, seperti beras, gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu,
jagung, kedelai, dan garam beryodium.

Yang dimaksud dengan “Barang penting” adalah Barang strategis yang berperan penting dalam
menentukan kelancaran pembangunan nasional, seperti pupuk, semen, serta bahan bakar minyak dan
gas.

Yang dimaksud dengan “jumlah yang memadai” adalah jumlah Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang
penting yang diperlukan masyarakat tersedia di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penetapan kebijakan harga” adalah pedoman Pemerintah dalam menetapkan
harga di tingkat produsen dan harga di tingkat konsumen.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan “sumber lain” adalah anggaran yang diperoleh dari hibah atau bantuan yang tidak
mengikat dan yang tidak mengganggu kedaulatan negara.
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Pasal 29
Ayat (1)

Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya penimbunan Barang yang akan menyulitkan
konsumen dalam memperoleh Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Huruf a

Pendaftaran Barang hanya dilakukan untuk produk selain makanan, minuman, obat, kosmetik,
perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), alat kesehatan, dan Barang kena cukai karena
pendaftaran Barang tersebut telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
lain.

Huruf b

Barang yang beredar di pasar dalam negeri dengan tidak mencantumkan tanda pendaftaran ditarik
dari Distribusi karena Barang tersebut merupakan Barang ilegal.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Standar lain yang diakui antara lain Standar atau spesifikasi teknis selain SNI, sebagian persyaratan SNI,
Standar International Organization for Standardization (ISO) atau International Electro technical
Commision (IEC), dan Standar/pedoman internasional terkait keamanan pangan yang diterbitkan oleh
CODEX Alimentarius.

Ayat (5)
Cukup jelas.

46 /59


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Huruf a

Yang dimaksud dengan “pasokan lintas batas (cross border supply)” adalah penyediaan Jasa dari wilayah
suatu negara ke wilayah negara lain, seperti pembelian secara online (dalam jaringan) atau call center.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “konsumsi di luar negeri (consumption abroad)” adalah penyediaan Jasa di dalam
wilayah suatu negara untuk melayani konsumen dari negara lain, seperti kuliah di luar negeri atau rawat
rumah sakit di luar negeri.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “keberadaan komersial (commercial presence)” adalah penyediaan Jasa oleh
penyedia Jasa dari suatu negara melalui keberadaan komersial di dalam wilayah negara lain, seperti bank
asing yang membuka cabang di Indonesia atau hotel asing yang membuat usaha patungan dengan
Pelaku Usaha Indonesia untuk membuka hotel di Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perpindahan manusia (movement of natural persons)” adalah penyediaan Jasa
oleh perseorangan warga negara yang masuk ke wilayah negara lain untuk sementara waktu, seperti
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warga negara Indonesia pergi ke negara lain untuk menjadi petugas keamanan, perawat, atau pekerja di
bidang konstruksi.

Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Ayat (1)
Keadaan kahar antara lain perang, huru-hara, dan bencana alam.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 42
Ayat (1)

Eksportir yang dikecualikan dari kewajiban untuk mendapatkan penerapan sebagai Eksportir antara lain
perwakilan negara asing, instansi pemerintah untuk tujuan kemanusiaan, Barang contoh untuk pameran
atau pemasaran, dan Barang untuk kepentingan penelitian.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Eksportir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diekspor”
adalah Eksportir bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul atas Barang yang diekspor.

Dalam praktik dimungkinkan Eksportir melakukan Ekspor melalui agen perantara atau melibatkan pihak
lain dalam mengekspor Barang, tetapi tanggung jawab terhadap Barang yang diekspor tetap berada pada
Pelaku Usaha yang telah ditetapkan sebagai Eksportir oleh Menteri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Eksportir yang tidak bertanggung jawab terhadap Barang yang diekspor” adalah
Eksportir yang mengekspor Barang yang tidak sesuai dengan kontrak.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
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Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah Impor yang dilakukan tidak untuk diperdagangkan
atau dipindahtangankan dan tidak dilakukan secara terus-menerus.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 46
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Importir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diimpor” adalah
Importir dianggap sebagai produsen atas Barang yang diimpornya sehingga Importir bertanggung jawab
atas segala akibat yang timbul atas Barang yang diimpor.

Dalam praktik dimungkinkan Importir melakukan Impor melalui agen perantara atau melibatkan pihak lain
dalam mengimpor Barang, tetapi tanggung jawab terhadap Barang yang diimpor tetap berada pada
Pelaku Usaha yang memiliki pengenal sebagai Importir.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah dalam hal barang yang dibutuhkan oleh Pelaku Usaha
berupa Barang modal bukan baru yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri sehingga perlu
diimpor dalam rangka proses produksi industri untuk tujuan pengembangan ekspor, peningkatan daya
saing, efisiensi usaha, investasi dan relokasi industri, pembangunan infrastruktur, dan/atau diekspor
kembali. Selain itu, dalam hal terjadi bencana alam dibutuhkan barang atau peralatan dalam kondisi tidak
baru dalam rangka pemulihan dan pembangunan kembali sebagai akibat bencana alam serta Barang
bukan baru untuk keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48
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Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

Ditentukan lain oleh Menteri dimaksudkan agar Menteri dapat membuat diskresi dengan menetapkan
tindakan lain selain dari dimusnahkan atau diekspor kembali seperti Barang ditetapkan sebagai Barang

dikuasai oleh negara.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 54

Pasal 55

Pasal 56

Pasal 57

Pasal 58
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Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Pasal 59

Pasal 60

Pasal 61

Pasal 62

Pasal 63

Pasal 64

Pasal 65

Mekanisme penyelesaian sengketa lainnya antara lain konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi, atau

arbitrase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (6)
Cukup jelas.
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Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembelaan” adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi dan mengamankan
industri dalam negeri dari adanya ancaman kebijakan, regulasi, tuduhan praktik Perdagangan tidak sehat,
dan/atau tuduhan lonjakan Impor dari negara mitra dagang atas Barang Ekspor nasional.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemberian fasilitas” adalah pemberian sarana kepada koperasi serta usaha
mikro, kecil, dan menengah untuk melancarkan usaha, antara lain perbaikan toko atau warung,
pemberian gerobak dagangan, coolbox, dan tenda.

Insentif dalam hal ini antara lain percepatan pemberian izin usaha, keringanan biaya pendaftaran Hak
Kekayaan Intelektual, sertifikasi halal, serta fasilitas pameran di dalam dan di luar negeri.

Yang dimaksud dengan “bimbingan teknis” adalah bimbingan yang diberikan kepada koperasi serta usaha
mikro, kecil, dan menengah guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis untuk
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mengembangkan produk dan usahanya, antara lain di bidang pengemasan, pengelolaan keuangan,
kewirausahaan, dan pelatihan Ekspor.

Bantuan promosi dan pemasaran antara lain mengikutsertakan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan
menengah dalam pameran, temu usaha antara koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan
toko swalayan/ buyers, serta kegiatan misi dagang.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah perguruan tinggi, dunia usaha, asosiasi usaha, dan pemangku
kepentingan lainnya.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah perguruan tinggi, dunia usaha, asosiasi usaha, dan pemangku
kepentingan lainnya.

Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76

Yang dimaksud dengan “berkoordinasi” adalah kegiatan memberitahukan dan membahas mengenai
penyelenggaraan atau keikutsertaan dalam Promosi Dagang di luar negeri dengan Perwakilan Republik
Indonesia di Luar Negeri di negara tempat Promosi Dagang dilakukan dimulai sejak tahap perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi guna terwujudnya kelancaran Promosi Dagang.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
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Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitas” adalah sarana yang dapat disediakan oleh Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pameran dagang. Fasilitas dimaksud
dapat berupa tempat, data, informasi pembayaran Perdagangan, pemberian kredit, dan konektivitas.

Yang dimaksud dengan “kemudahan” adalah upaya Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang
diberikan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pameran dagang. Kemudahan dimaksud antara lain
kelancaran dalam memperoleh persetujuan penyelenggaraan pameran dagang dan persetujuan Ekspor
untuk Barang promosi jika diperlukan.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “saling mendukung” adalah kerja sama antara Pemerintah dan Pemerintah
Daerah untuk saling memberikan dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan pameran dagang.

Pasal 79
Ayat (1)

Kampanye pencitraan Indonesia dimaksudkan untuk membangun image negara dalam nation branding
dan untuk itu pelaksanaanya berkoordinasi dengan Menteri dan sekaligus dapat dilakukan bersamaan
dengan koordinasi kegiatan Promosi Dagang.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 80
Ayat (1)

Pembentukan badan Promosi Dagang di luar negeri dimaksudkan untuk mempromosikan Barang
dan/atau Jasa produk Indonesia serta mendorong peningkatan investasi dan pariwisata.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menteri terkait” adalah Menteri Luar Negeri, menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan, serta menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 81
Cukup jelas.
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Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pasal 82

Pasal 83

Pasal 84

Pembahasan dalam rangka pengambilan keputusan terhadap perjanjian Perdagangan internasional di

Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan oleh komisi yang menangani urusan Perdagangan dan
persetujuannya melalui Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 85

Pasal 86

Pasal 87

Pasal 88
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Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Pasal 89

Data dan/atau informasi Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri termasuk pasokan
dan harga Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting, peluang Pasar dalam dan luar negeri,

Ekspor, Impor, profil Pelaku Usaha, potensi Perdagangan daerah, produk, dan perizinan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 90

Pasal 91

Pasal 92

Pasal 93

Pasal 94

Pasal 95

Pasal 96

Pasal 97
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Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “organisasi usaha” adalah organisasi yang diatur dengan undang-undang.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 98

Pasal 99

Pasal 100

Pasal 101

Pasal 102

Pasal 103

Pasal 104

Pasal 105

Pasal 106

Pasal 107
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Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 108

Pasal 109

Pasal 110

Pasal 111

Pasal 112

Pasal 113

Pasal 114

Pasal 115

Pasal 116

Pasal 117

Pasal 118

Pasal 119
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Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5512
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Menimbang

Mengingat

Menetapkan

.‘”

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang
harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di
masyarakat;

bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari
masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan
mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional
sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal,
merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan
kehidupan bangsa;

bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat
telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai
bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk
perbuatan hukum baru;

bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus
dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan
kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi
kepentingan nasional;

bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan
dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat;

bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi
melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan
Teknologi  Informasi ~ dilakukan  secara aman untuk  mencegah
penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial
budaya masyarakat Indonesia;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf
b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas
pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode
Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang
yang mampu memahaminya.

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer,
jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan,
memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan,
diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya,
yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik,
termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya,
huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat
dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi
mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan,
mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara
negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.

Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat
tertutup ataupun terbuka.

Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu
tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh
Orang.

Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan
Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi
Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang
layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.

Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang
diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan
sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang
dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai
alat verifikasi dan autentikasi.

Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan
Elektronik.

Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang
melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.

Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau
dalam jaringan.

Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang
merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.

Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.

Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik.

Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
dari Pengirim.

Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau
masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau
susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun
badan hukum.

Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.
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Pasal 2
Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah
hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah
hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

BAB Il
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian
hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Pasal 4

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;

b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat;

c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;

d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan
kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan
bertanggung jawab; dan

e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara
Teknologi Informasi.

BAB Il
INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 5

(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti
hukum yang sah.

(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang
berlaku di Indonesia.

(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem
Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta
notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 6
Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa
suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin
keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Pasal 7
Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain
berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik
yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundangundangan.
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(1)

Pasal 8
Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah dikirim
dengan alamat yang benar oleh Pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau
dipergunakan Penerima dan telah memasuki Sistem Elektronik yang berada di luar kendali
Pengirim.
Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki
Sistem Elektronik di bawah kendali Penerima yang berhak.
Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu Sistem Elektronik tertentu untuk menerima Informasi
Elektronik, penerimaan terjadi pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
memasuki Sistem Elektronik yang ditunjuk.
Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman atau
penerimaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maka:
a. waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki
sistem informasi pertama yang berada di luar kendali Pengirim;
b. waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki
sistem informasi terakhir yang berada di bawah kendali Penerima.

Pasal 9

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang
lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

(1)
()

(1)

()

Pasal 10
Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh
Lembaga Sertifikasi Keandalan.
Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;

b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik
hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;

c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu
penandatanganan dapat diketahui;

d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik
tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya; dan

f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan
persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan

pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.

Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-

kurangnya meliputi:

a. sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak;

b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehatihatian untuk menghindari penggunaan
secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;

c. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh
penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus
segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap memercayai
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Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik
jika:
1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah
dibobol; atau
2. keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti,
kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
d. dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik,
Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait
dengan Sertifikat Elektronik tersebut.
(3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

Pasal 13

(1) Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan
Tanda Tangan Elektronik.

(2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik
dengan pemiliknya.

(3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:
a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing.

(4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di
Indonesia.

(5) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di
Indonesia.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan
ayat (5) harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa, yang
meliputi:
a. metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan;
b. hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat Tanda Tangan Elektronik; dan
c. hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan Tanda Tangan

Elektronik.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Pasal 15

(1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal
dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana
mestinya.

(2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem
Elektroniknya.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan
terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.
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(1)

Pasal 16

Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem

Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai

berikut:

a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh
sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;

b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan
Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;

c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem
Elektronik tersebut;

d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau
simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem
Elektronik tersebut;
dan

e. memiliki mekanisme vyang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan
kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V
TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 17
Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) waijib
beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18
Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.
Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik
internasional yang dibuatnya.
Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum
yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga
penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin
timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan
kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang
berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada
asas Hukum Perdata Internasional.

Pasal 19

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang
disepakati.

(1)
()

Pasal 20
Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran
transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.
Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.
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Pasal 21

(1) Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang
dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.

(2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi
tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;

b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi
Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau

c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi
Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.

(3) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat
tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi
tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.

(4) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat
kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna
jasa layanan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan
terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Pasal 22
(1) Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang
dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih
dalam proses transaksi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL,
DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI

Pasal 23

(1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama
Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.

(2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan
pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar
hak Orang lain.

(3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena
penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan
pembatalan Nama Domain dimaksud.

Pasal 24

(1) Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat.

(2) Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain oleh masyarakat, Pemerintah berhak
mengambil alih sementara pengelolaan Nama Domain yang diperselisihkan.

(3) Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama Domain yang
diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-
undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs
internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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Pasal 26
(1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui
media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan
Orang yang bersangkutan.
(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan
gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB VII
PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 27

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan perjudian.

(38) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang
mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk
menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu
berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 29
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 30

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer
dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer
dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer
dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau
menjebol sistem pengamanan.

Pasal 31
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau
penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer
dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas
transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan
di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak
menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan,
dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang
ditransmisikan.
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(3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan
dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi
penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun
mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan,
memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik
Orang lain atau milik publik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun
memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem
Elektronik Orang lain yang tidak berhak.

(3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses
oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 33
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang
berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak
bekerja sebagaimana mestinya.

Pasal 34
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual,
mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:

a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus
dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai
dengan Pasal 33;

b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar
Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk
melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik
itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Pasal 35
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan,
perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan
tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data
yang otentik.

Pasal 36
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi
Orang lain.

Pasal 37
Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di
wilayah yurisdiksi Indonesia.
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BAB VIl
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 38
(1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem
Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.
(2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang
menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat
merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39
(1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat
menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 40

(1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat
penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban
umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang waijib
dilindungi.

(4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik
dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk
kepentingan pengamanan data.

(5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam
cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 41
(1) Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan
dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang ini.
(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga
yang dibentuk oleh masyarakat.
(3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 42
Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan
berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 43
(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi
dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam
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Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di

bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

(2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran
layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

(3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak
pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.

(4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.

(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana berdasarkan
ketentuan Undang-Undang ini;

b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai
tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang terkait
dengan ketentuan Undang-Undang ini;

c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak
pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan
tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;

e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan
Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan
Undang-Undang ini;

f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat
untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan Teknologi
Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-
undangan;

h. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan
Undang-Undang ini; dan/atau

i. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini sesuai
dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

(6) Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum waijib
meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat
jam.

(7) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan
Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum.

(8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik
dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti.

Pasal 44
Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-
Undang ini adalah sebagai berikut:
a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 45
(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2),
ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
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(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 46

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 47
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 48

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 49
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah).

Pasal 50
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).

Pasal 51
(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 52

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan
atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.
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(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan
terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan
pidana pokok ditambah sepertiga.

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan
terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga
pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan
diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua
pertiga.

(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37
dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

BAB XiIl
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53
Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua Peraturan Perundang-undangan dan kelembagaan
yang berhubungan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi yang tidak bertentangan dengan
Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XiIlI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54
(1) Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
(2) Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkannya
Undang-Undang ini.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ANDI MATTALATA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 58
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

. UMUM

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat
maupun peradaban manusia secara global.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi
tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan
berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain
memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus
menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika.
Hukum siber atau cyber law, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan
perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain
yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (law of information technology), hukum dunia
maya (virtual world law), dan hukum mayantara.

Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan
sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi
informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara
virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian
informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal
yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya
mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan
telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah
sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang
apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat
komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk
persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan
penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang
berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan
informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan
penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai
dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya.
Pada sisi yang lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara
manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber
daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi input, process,
output, storage, dan communication.

Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan
normanya ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus
pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana
karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan
dari mana pun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak
pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di Internet.
Di samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik
bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif,
melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai
penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa
demikian kompleks dan rumit.
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Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk
kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (electronic commerce) telah menjadi bagian dari
perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang
teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung,
seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan
komunikasi.

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (cyber space), meskipun
bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis
kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja
sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan
hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun
alat buktinya bersifat elektronik.

Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai Orang yang telah melakukan
perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan e-commerce antara lain dikenal adanya dokumen
elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.

Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan
teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu,
terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di cyber space, yaitu pendekatan aspek hukum,
aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam
penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian
hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

Il. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2

Undang-Undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang
berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk
perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara
Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing
yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi
Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal.

Yang dimaksud dengan “merugikan kepentingan Indonesia” adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada
merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa,
pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.

Pasal 3

“Asas kepastian hukum” berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi
Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan
hukum di dalam dan di luar pengadilan.

“Asas manfaat” berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik
diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

“Asas kehati-hatian” berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap
aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam
pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Asas iktikad baik” berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik
tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian
bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.

“Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi” berarti asas pemanfaatan Teknologi
Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat
mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Pasal 4
Cukup jelas.
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Pasal 5

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Huruf a

Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat
berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara
perdata, pidana, dan administrasi negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 6

Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas
semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa
saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup Sistem Elektronik, informasi yang asli dengan
salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi
dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari
salinannya.

Pasal 7
Ketentuan ini dimaksudkan bahwa suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat
digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “informasi yang lengkap dan benar” meliputi:

a. informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai
produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara;

b. informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta
menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi
barang/jasa.

Pasal 10

Ayat (1)

Sertifikasi Keandalan dimaksudkan sebagai bukti bahwa pelaku usaha yang melakukan perdagangan
secara elektronik layak berusaha setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang berwenang.
Bukti telah dilakukan Sertifikasi Keandalan ditunjukkan dengan adanya logo sertifikasi berupa trust
mark pada laman (home page) pelaku usaha tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Undang-Undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu
kode, Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada
umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini merupakan persyaratan minimum yang harus
dipenuhi dalam setiap Tanda Tangan Elektronik. Ketentuan ini membuka kesempatan seluasluasnya
kepada siapa pun untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan Tanda Tangan
Elektronik.
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Ayat (2)
Peraturan Pemerintah dimaksud, antara lain, mengatur tentang teknik, metode, sarana, dan proses
pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah informasi yang minimum harus dipenuhi oleh
setiap penyelenggara Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 15

Ayat (1)

“Andal” artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan vyang sesuai dengan kebutuhan
penggunaannya.

“Aman” artinya Sistem Elektronik terlindungi secara fisik dan nonfisik.

“Beroperasi sebagaimana mestinya” artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan sesuai dengan
spesifikasinya.

Ayat (2)

“Bertanggung jawab” artinya ada subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum terhadap
Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Undang-Undang ini memberikan peluang terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi oleh
penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.

Pemanfaatan Teknologi Informasi harus dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggung jawab, efektif,
dan efisien agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak internasional termasuk yang dilakukan
secara elektronik dikenal dengan choice of law. Hukum ini mengikat sebagai hukum yang berlaku bagi
kontrak tersebut.

Pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik hanya dapat dilakukan jika dalam kontraknya terdapat unsur
asing dan penerapannya harus sejalan dengan prinsip hukum perdata internasional (HPI).

Ayat (3)

Dalam hal tidak ada pilihan hukum, penetapan hukum yang berlaku berdasarkan prinsip atau asas
hukum perdata internasional yang akan ditetapkan sebagai hukum yang berlaku pada kontrak
tersebut.
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Ayat (4)

Forum yang berwenang mengadili sengketa kontrak internasional, termasuk yang dilakukan secara
elektronik, adalah forum yang dipilih oleh para pihak. Forum tersebut dapat berbentuk pengadilan,
arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya.

Ayat (5)

Dalam hal para pihak tidak melakukan pilihan forum, kewenangan forum berlaku berdasarkan prinsip
atau asas hukum perdata internasional. Asas tersebut dikenal dengan asas tempat tinggal tergugat
(the basis of presence) dan efektivitas yang menekankan pada tempat harta benda tergugat berada
(principle of effectiveness).

Pasal 19
Yang dimaksud dengan “disepakati” dalam pasal ini juga mencakup disepakatinya prosedur yang
terdapat dalam Sistem Elektronik yang bersangkutan.

Pasal 20

Ayat (1)

Transaksi Elektronik terjadi pada saat kesepakatan antara para pihak yang dapat berupa, antara lain
pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi (personal identification number/PIN) atau sandi
lewat (password).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “dikuasakan” dalam ketentuan ini sebaiknya dinyatakan dalam surat kuasa.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fitur” adalah fasilitas yang memberikan kesempatan kepada pengguna Agen
Elektronik untuk melakukan perubahan atas informasi yang disampaikannya, misalnya fasilitas
pembatalan (cancel), edit, dan konfirmasi ulang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Nama Domain berupa alamat atau jati diri penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau
masyarakat, yang perolehannya didasarkan pada prinsip pendaftar pertama (first come first serve).
Prinsip pendaftar pertama berbeda antara ketentuan dalam Nama Domain dan dalam bidang hak
kekayaan intelektual karena tidak diperlukan pemeriksaan substantif, seperti pemeriksaan dalam
pendaftaran merek dan paten.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “melanggar hak Orang lain”, misalnya melanggar merek terdaftar, nama
badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan
Orang lain.
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Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penggunaan Nama Domain secara tanpa hak” adalah pendaftaran dan
penggunaan Nama Domain yang semata-mata ditujukan untuk menghalangi atau menghambat Orang
lain untuk menggunakan nama yang intuitif dengan keberadaan nama dirinya atau nama produknya,
atau untuk mendompleng reputasi Orang yang sudah terkenal atau ternama, atau untuk menyesatkan
konsumen.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya
intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi
oleh Undang-Undang ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

Pasal 26

Ayat (1)

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari

hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam
gangguan.

b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan
memata-matai.

c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data
seseorang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Secara teknis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat dilakukan, antara

lain dengan:

a. melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal
tersebut kepada siapa pun yang tidak berhak untuk menerimanya; atau

b. sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau gagal diterima oleh yang
berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Ayat (3)

Sistem pengamanan adalah sistem yang membatasi akses Komputer atau melarang akses ke dalam

Komputer dengan berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi pengguna beserta tingkatan kewenangan

yang ditentukan.

Pasal 31
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ‘intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan,
merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik
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dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi

maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan penelitian” adalah penelitian yang dilaksanakan oleh lembaga

penelitian yang memiliki izin.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga yang dibentuk oleh masyarakat” merupakan lembaga yang bergerak

di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Yang dimaksud dengan “ahli” adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi
Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai
pengetahuannya tersebut.
Huruf i
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.
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Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan melawan hukum yang memenuhi
unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 yang dilakukan oleh korporasi
(corporate crime) dan/atau oleh pengurus dan/atau staf yang memiliki kapasitas untuk:

a. mewakili korporasi;

b. mengambil keputusan dalam korporasi;

c. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi;
d. melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4843
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (6), Pasal 16 ayat (2),
Pasal 17 ayat (3), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem
dan Transaksi Elektronik.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4843).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,
mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan,
dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan
Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

3. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu
tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
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10.
1.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.

19.

20.

Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan
masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-
sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau
keperluan pihak lain.

Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor adalah instansi yang bertugas mengawasi pelaksanaan tugas
sektor dan mengeluarkan pengaturan terhadap sektor tersebut misalnya sektor perbankan dan sektor
perhubungan.

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada
tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik
(electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau
perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu
memahaminya.

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau
disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat,
ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas
pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses,
simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu
memahaminya.

Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses,
mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

Pengguna Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat
yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem
Elektronik.

Perangkat Keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.

Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang
terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.

Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik adalah suatu rangkaian proses pemeriksaan dan pengujian yang
dilakukan oleh institusi yang berwenang dan berkompeten untuk memastikan suatu Sistem Elektronik
berfungsi sebagaimana mestinya.

Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam
jaringan.

Penyelenggaraan Transaksi Elektronik adalah rangkaian kegiatan Transaksi Elektronik yang dilakukan
oleh Pengirim dan Penerima dengan menggunakan Sistem Elektronik.

Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari
Pengirim.

Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan
identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan
oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan,
terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan
autentikasi.

Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
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21. Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak terpercaya
yang memfasilitasi pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

22. Pendukung Layanan Tanda Tangan Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak
pendukung terselenggaranya penggunaan Tanda Tangan Elektronik.

23. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik adalah kode pribadi, kode biometrik, kode kriptografi, dan/atau
kode yang dihasilkan dari pengubahan tanda tangan manual menjadi Tanda Tangan Elektronik, termasuk
kode lain yang dihasilkan dari perkembangan Teknologi Informasi.

24. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui,
disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan Sertifikat
Keandalan dalam Transaksi Elektronik.

25. Sertifikat Keandalan adalah dokumen yang menyatakan Pelaku Usaha yang menyelenggarakan
Transaksi Elektronik telah lulus audit atau uji kesesuaian dari Lembaga Sertifikasi Keandalan.

26. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum
maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah
hukum negara Republik Indonesia, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian
penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

27. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta
dilindungi kerahasiaannya.

28. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat,
yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter
yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

29. Registri Nama Domain adalah penyelenggara yang bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan,
pengoperasian, dan pemeliharaan Penyelenggaraan Sistem Elektronik Nama Domain.

30. Registrar Nama Domain adalah Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang menyediakan jasa
pendaftaran Nama Domain.

31. Pengguna Nama Domain adalah Orang, Instansi Penyelenggara Negara, Badan Usaha, atau masyarakat
yang mengajukan pendaftaran untuk penggunaan Nama Domain kepada Registrar Nama Domain.

32. Instansi Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Instansi adalah institusi legislatif, eksekutif, dan
yudikatif di tingkat pusat dan daerah dan instansi lain yang dibentuk dengan peraturan perundang-
undangan.

33. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan
hukum.

34. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan
hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

35. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan
informatika.

Pasal 2
Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:
a. Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
b. penyelenggara Agen Elektronik;

C. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik;
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(1)
()

@)

Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi pengaturan:

~ 0o a0 T O

= @

(1)

Tanda Tangan Elektronik;
penyelenggaraan sertifikasi elektronik;
Lembaga Sertifikasi Keandalan; dan

pengelolaan Nama Domain.

BAB Il
PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3
Penyelenggaraan Sistem Elektronik dilaksanakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.
Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk:
a. pelayanan publik; dan
b. nonpelayanan publik.

Kriteria pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

pendaftaran;

Perangkat Keras;

Perangkat Lunak;

tenaga ahli;

tata kelola;

pengamanan;

Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik; dan

pengawasan.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 5

Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib melakukan pendaftaran.
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(2) Penyelenggara Sistem Elektronik untuk nonpelayanan publik dapat melakukan pendaftaran.

(3) Kewajiban pendaftaran bagi Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum Sistem Elektronik mulai digunakan publik.

(4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan kepada Menteri.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Perangkat Keras

Pasal 6

(1)  Perangkat Keras yang digunakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik harus:

a. memenuhi aspek interkonektivitas dan kompatibilitas dengan sistem yang digunakan;

b. memperoleh sertifikat kelaikan dari Menteri;

C. mempunyai layanan dukungan teknis, pemeliharaan, dan purnajual dari penjual atau penyedia;

d. memiliki referensi pendukung dari pengguna lainnya bahwa Perangkat Keras tersebut berfungsi
sesuai dengan spesifikasinya;

e. memiliki jaminan ketersediaan suku cadang paling sedikit 3 (tiga) tahun;

f. memiliki jaminan kejelasan tentang kondisi kebaruan; dan

g. memiliki jaminan bebas dari cacat produk.

(2) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan netralitas teknologi dan kebebasan memilih dalam
penggunaan Perangkat Keras.

(3) Menteri menetapkan standar teknis Perangkat Keras yang digunakan oleh Penyelenggara Sistem
Elektronik.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis Perangkat Keras sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Perangkat Lunak

Pasal 7

(1)  Perangkat Lunak yang digunakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib:

a. terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi
dan informatika;

b. terjamin keamanan dan keandalan operasi sebagaimana mestinya; dan

C. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Perangkat Lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
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(1)

()

®)

(1)

()

(1)

()

(1)

()

@)

(4)

diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 8

Penyedia yang mengembangkan Perangkat Lunak yang khusus dibuat untuk suatu Instansi wajib
menyerahkan kode sumber dan dokumentasi atas Perangkat Lunak kepada Instansi yang bersangkutan.

Dalam hal penyerahan kode sumber dan dokumentasi atas Perangkat Lunak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak mungkin dilaksanakan, penyedia dapat menyerahkan kode sumber dan dokumentasi
atas Perangkat Lunak kepada pihak ketiga terpercaya penyimpan kode sumber.

Penyedia wajib menjamin perolehan dan/atau akses terhadap kode sumber dan dokumentasi atas
Perangkat Lunak kepada pihak ketiga terpercaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menjamin kerahasiaan kode sumber Perangkat Lunak yang
digunakan.

Terhadap kode sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pemeriksaan apabila
diperlukan untuk kepentingan penyidikan.

Bagian Kelima

Tenaga Ahli

Pasal 10

Tenaga ahli yang digunakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik harus memiliki kompetensi di bidang
Sistem Elektronik atau Teknologi Informasi.

Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat keahlian.

Pasal 11

Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang bersifat strategis harus menggunakan tenaga ahli
berkewarganegaraan Indonesia.

Dalam hal belum terdapat tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia, Penyelenggara Sistem Elektronik
dapat menggunakan tenaga ahli asing.

Ketentuan mengenai jabatan tenaga ahli dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang bersifat
strategis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi tenaga ahli diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keenam

Tata Kelola Sistem Elektronik

Pasal 12
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(1)

()

Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menjamin:
a. tersedianya perjanjian tingkat layanan;

b. tersedianya perjanjian keamanan informasi terhadap jasa layanan Teknologi Informasi yang
digunakan; dan

C. keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakan.

Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjamin setiap komponen
dan keterpaduan seluruh Sistem Elektronik beroperasi sebagaimana mestinya.

Pasal 13

Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menerapkan manajemen risiko terhadap kerusakan atau kerugian yang
ditimbulkan.

(1)

)

(1)

()

®)

(1)

()

Pasal 14

Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memiliki kebijakan tata kelola, prosedur kerja pengoperasian, dan
mekanisme audit yang dilakukan berkala terhadap Sistem Elektronik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan tata kelola, prosedur kerja pengoperasian, dan mekanisme
audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 15
Penyelenggara Sistem Elektronik wajib:
a. menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi yang dikelolanya;
b. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan Data Pribadi berdasarkan persetujuan

pemilik Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan

C. menjamin penggunaan atau pengungkapan data dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemilik
Data Pribadi tersebut dan sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada pemilik Data Pribadi
pada saat perolehan data.

Jika terjadi kegagalan dalam perlindungan rahasia Data Pribadi yang dikelolanya, Penyelenggara Sistem
Elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi tersebut.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 16

Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib menerapkan tata kelola yang baik dan
akuntabel.

Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:

a. tersedianya prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang
didokumentasikan dan/atau diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dimengerti
oleh pihak yang terkait dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;

b. adanya mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan dan kejelasan prosedur pedoman
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pelaksanaan;

C. adanya kelembagaan dan kelengkapan personel pendukung bagi pengoperasian Sistem Elektronik
sebagaimana mestinya;

d. adanya penerapan manajemen kinerja pada Sistem Elektronik yang diselenggarakannya untuk
memastikan Sistem Elektronik beroperasi sebagaimana mestinya; dan

e. adanya rencana menjaga keberlangsungan Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dikelolanya.

(3)  Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor terkait
dapat menentukan persyaratan lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman tata kelola Sistem Elektronik untuk pelayanan publik diatur
dalam Peraturan Menteri.

Pasal 17

(1)  Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib memiliki rencana keberlangsungan
kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana sesuai dengan risiko dari dampak yang
ditimbulkannya.

(2) Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib menempatkan pusat data dan pusat
pemulihan bencana di wilayah Indonesia untuk kepentingan penegakan hukum, perlindungan, dan
penegakan kedaulatan negara terhadap data warga negaranya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penempatan pusat data dan pusat pemulihan bencana di
wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Instansi Pengawas dan Pengatur
Sektor terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah berkoordinasi dengan
Menteri.

Bagian Ketujuh

Pengamanan Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Pasal 18

(1)  Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan
Penyelenggaraan Sistem Elektronik.

(2) Rekam jejak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan pengawasan,
penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya.

Pasal 19

Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melakukan pengamanan terhadap komponen Sistem Elektronik.

Pasal 20

(1)  Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk
pengamanan Sistem Elektronik dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian.

(2) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan
sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan,
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kegagalan, dan kerugian.

(3) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari
pihak lain terhadap Sistem Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengamankan data dan
segera melaporkan dalam kesempatan pertama kepada aparat penegak hukum atau Instansi Pengawas
dan Pengatur Sektor terkait.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
Peraturan Menteri.

Pasal 21

Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
secara utuh sesuai dengan format dan masa retensi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 22

(1)  Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, keautentikan, keteraksesan,
ketersediaan, dan dapat ditelusurinya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik yang ditujukan untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang dapat dipindahtangankan, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus unik
serta menjelaskan penguasaan dan kepemilikannya.

Pasal 23

Penyelenggara Sistem Elektronik harus menjamin berfungsinya Sistem Elektronik sesuai dengan
peruntukannya, dengan tetap memperhatikan interoperabilitas dan kompatibilitas dengan Sistem Elektronik
sebelumnya dan/atau Sistem Elektronik yang terkait.

Pasal 24
(1)  Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melakukan edukasi kepada Pengguna Sistem Elektronik.

(2) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai hak, kewajiban dan tanggung
jawab seluruh pihak terkait, serta prosedur pengajuan komplain.

Pasal 25

Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyampaikan informasi kepada Pengguna Sistem Elektronik paling
sedikit mengenai:

a. identitas Penyelenggara Sistem Elektronik;
b objek yang ditransaksikan;

c kelaikan atau keamanan Sistem Elektronik;
d. tata cara penggunaan perangkat;

e syarat kontrak;
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f. prosedur mencapai kesepakatan; dan

g. jaminan privasi dan/atau perlindungan Data Pribadi.

Pasal 26

(1)  Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan fitur sesuai dengan karakteristik Sistem Elektronik
yang digunakannya.

(2)  Fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa fasilitas untuk:
a. melakukan koreksi;
b. membatalkan perintah;
c memberikan konfirmasi atau rekonfirmasi;
d. memilih meneruskan atau berhenti melaksanakan aktivitas berikutnya;
e melihat informasi yang disampaikan berupa tawaran kontrak atau iklan;
f mengecek status berhasil atau gagalnya transaksi; dan

g. membaca perjanjian sebelum melakukan transaksi.

Pasal 27

Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melindungi penggunanya dan masyarakat luas dari kerugian yang
ditimbulkan oleh Sistem Elektronik yang diselenggarakannya.

Pasal 28

(1)  Setiap orang yang bekerja di lingkungan penyelenggaraan Sistem Elektronik wajib mengamankan dan
melindungi sarana dan prasarana Sistem Elektronik atau informasi yang disalurkan melalui Sistem
Elektronik.

(2) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan, mendidik, dan melatih personel yang bertugas dan
bertanggung jawab terhadap pengamanan dan perlindungan sarana dan prasarana Sistem Elektronik.

Pasal 29

Untuk keperluan proses peradilan pidana, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberikan informasi yang
terdapat di dalam Sistem Elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik atas permintaan yang
sah dari penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang.

Bagian Kedelapan
Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik

Pasal 30

(1)  Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib memiliki Sertifikat Kelaikan Sistem
Elektronik.
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Sertifikat Kelaikan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah melalui
proses Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik.

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan terhadap seluruh komponen atau
sebagian komponen dalam Sistem Elektronik sesuai dengan karakteristik kebutuhan perlindungan dan
sifat strategis penyelenggaraan Sistem Elektronik.

Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah
berkoordinasi dengan pimpinan Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor terkait.

Pasal 31
Sertifikat Kelaikan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diberikan oleh Menteri.

Standar dan/atau persyaratan teknis yang digunakan dalam proses Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik
ditetapkan oleh Menteri.

Instansi pengawas dan pengatur sektor terkait dapat menetapkan persyaratan teknis lainnya dalam
rangka Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik sesuai dengan kebutuhan masing-masing sektor.

Pasal 32

Menteri dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Sertifikat Kelaikan Sistem Elektronik kepada
lembaga sertifikasi yang diakui oleh Menteri.

Pemberian Sertifikat Kelaikan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) waijib
memperhatikan standar dan/atau persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Menteri dan Instansi Pengawas
dan Pengatur Sektor terkait.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik dan lembaga sertifikasi
diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kesembilan

Pengawasan

Pasal 33
Menteri berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Sistem Elektronik.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemantauan, pengendalian, pemeriksaan,
penelusuran, dan pengamanan.

Ketentuan mengenai pengawasan atas penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam sektor tertentu waijib
dibuat oleh Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor terkait setelah berkoordinasi dengan Menteri.

BAB Il
PENYELENGGARA AGEN ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Agen Elektronik
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Pasal 34

Penyelenggara Sistem Elektronik dapat menyelenggarakan sendiri Sistem Elektroniknya atau melalui
Penyelenggara Agen Elektronik.

Agen Elektronik dapat berbentuk:

a.
b.
c.
d.

visual;
audio;
data elektronik; dan

bentuk lainnya.

Pasal 35

Agen Elektronik wajib memuat atau menyampaikan informasi untuk melindungi hak pengguna yang paling
sedikit meliputi informasi mengenai:

a.
b.
c.
d.

e.

identitas penyelenggara Agen Elektronik;
objek yang ditransaksikan;

kelayakan atau keamanan Agen Elektronik;
tata cara penggunaan perangkat; dan

nomor telepon pusat pengaduan.

Agen Elektronik wajib memuat atau menyediakan fitur dalam rangka melindungi hak pengguna sesuai
dengan karakteristik Agen Elektronik yang digunakannya.

Fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa fasilitas untuk:

a.
b.

=~ @ o o

melakukan koreksi;

membatalkan perintah;

memberikan konfirmasi atau rekonfirmasi;

memilih meneruskan atau berhenti melaksanakan aktivitas berikutnya;

melihat informasi yang disampaikan berupa tawaran kontrak atau iklan; dan/atau

mengecek status berhasil atau gagalnya transaksi.

Pasal 36

Agen Elektronik dapat diselenggarakan untuk lebih dari satu kepentingan Penyelenggara Sistem
Elektronik yang didasarkan pada perjanjian antara para pihak.

Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat paling sedikit:

a.
b.

C.

hak dan kewajiban;
tanggung jawab;
mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa;

jangka waktu;
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e. biaya;
f. cakupan layanan; dan
g. pilihan hukum.

(3) Dalam hal Agen Elektronik diselenggarakan untuk lebih dari satu kepentingan Penyelenggara Sistem
Elektronik, penyelenggara Agen Elektronik wajib memberikan perlakuan yang sama terhadap
Penyelenggara Sistem Elektronik yang menggunakan Agen Elektronik tersebut.

(4) Dalam hal Agen Elektronik diselenggarakan untuk kepentingan lebih dari 1 (satu) Penyelenggara Sistem
Elektronik, penyelenggara Agen Elektronik tersebut dianggap sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik
tersendiri.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 37

(1)  Penyelenggara Agen Elektronik wajib melakukan pendaftaran sebagai penyelenggara Agen Elektronik
kepada Menteri.

(2) Pendaftaran penyelenggara Agen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi
persyaratan dimasukkan dalam daftar penyelenggara Agen Elektronik oleh Menteri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Kewajiban
Pasal 38
(1)  Dalam penyelenggaraan Agen Elektronik, penyelenggara Agen Elektronik wajib memperhatikan prinsip:
a. kehati-hatian;
b. pengamanan dan terintegrasinya sistem Teknologi Informasi;
C. pengendalian pengamanan atas aktivitas Transaksi Elektronik;
d. efektivitas dan efisiensi biaya; dan
e. perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyelenggara Agen Elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur standar pengoperasian yang
memenuhi prinsip pengendalian pengamanan data pengguna dan Transaksi Elektronik.

(3)  Prinsip pengendalian pengamanan data pengguna dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) meliputi:

a. kerahasiaan;
b. integritas;
C. ketersediaan;
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d.

e.

keautentikan;
otorisasi; dan

kenirsangkalan.

Pasal 39

Penyelenggara Agen Elektronik wajib:

a.

melakukan pengujian keautentikan identitas dan memeriksa otorisasi Pengguna Sistem Elektronik
yang melakukan Transaksi Elektronik;

memiliki dan melaksanakan kebijakan dan prosedur untuk mengambil tindakan jika terdapat
indikasi terjadi pencurian data;

memastikan pengendalian terhadap otorisasi dan hak akses terhadap sistem, database, dan
aplikasi Transaksi Elektronik;

menyusun dan melaksanakan metode dan prosedur untuk melindungi dan/atau merahasiakan
integritas data, catatan, dan informasi terkait Transaksi Elektronik;

memiliki dan melaksanakan standar dan pengendalian atas penggunaan dan perlindungan data jika
pihak penyedia jasa memiliki akses terhadap data tersebut;

memiliki rencana keberlangsungan bisnis termasuk rencana kontingensi yang efektif untuk
memastikan tersedianya sistem dan jasa Transaksi Elektronik secara berkesinambungan; dan

memiliki prosedur penanganan kejadian tak terduga yang cepat dan tepat untuk mengurangi
dampak suatu insiden, penipuan, dan kegagalan Sistem Elektronik.

Penyelenggara Agen Elektronik wajib menyusun dan menetapkan prosedur untuk menjamin Transaksi
Elektronik sehingga tidak dapat diingkari oleh konsumen.

BAB IV
PENYELENGGARAAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Lingkup Penyelenggaraan Transaksi Elektronik

Pasal 40

Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik atau privat.

Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik meliputi:

a.

penyelenggaraan Transaksi Elektronik oleh Instansi atau oleh pihak lain yang menyelenggarakan
layanan publik sepanjang tidak dikecualikan oleh Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik; dan

penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik lainnya sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup privat meliputi Transaksi Elektronik:
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a. antar Pelaku Usaha;

b. antara Pelaku Usaha dengan konsumen,;

C. antar pribadi;

d. antar Instansi; dan

e. antara Instansi dengan Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik atau privat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3) yang menggunakan Sistem Elektronik untuk pelayanan publik, dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Kedua

Persyaratan Penyelenggaraan Transaksi Elektronik

Pasal 41

Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik atau privat yang menggunakan Sistem
Elektronik untuk kepentingan pelayanan publik wajib menggunakan Sertifikat Keandalan dan/atau
Sertifikat Elektronik.

Dalam hal menggunakan Sertifikat Keandalan, penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup
publik wajib disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan Indonesia yang sudah terdaftar.

Dalam hal menggunakan Sertifikat Elektronik, penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik
wajib menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia yang sudah tersertifikasi.

Pasal 42

Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup privat dapat menggunakan Sertifikat Keandalan
dan/atau Sertifikat Elektronik.

Dalam hal menggunakan Sertifikat Keandalan, penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup privat
dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan Indonesia yang sudah terdaftar.

Dalam hal menggunakan Sertifikat Elektronik, penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup privat
dapat menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia yang sudah terdaftar.

Pasal 43
Penyelenggaraan Transaksi Elektronik di wilayah Negara Republik Indonesia harus:
a. memperhatikan aspek keamanan, keandalan, dan efisiensi;
b. melakukan penyimpanan data transaksi di dalam negeri;
C. memanfaatkan gerbang nasional, jika dalam penyelenggaraannya melibatkan lebih dari satu

Penyelenggara Sistem Elektronik; dan
d. memanfaatkan jaringan Sistem Elektronik dalam negeri.

Dalam hal gerbang nasional dan jaringan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
dan huruf d belum dapat dilaksanakan, penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat menggunakan
sarana lain atau fasilitas dari luar negeri setelah memperoleh persetujuan dari Instansi Pengawas dan
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Pengatur Sektor terkait.

Dalam pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam Transaksi Elektronik wajib
memperhatikan peraturan perundang-undangan dari Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor terkait.

Pasal 44
Pengirim wajib memastikan Informasi Elektronik yang dikirim benar dan tidak bersifat mengganggu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengiriman Informasi Elektronik diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 45

Dalam hal diperlukan, institusi tertentu dapat menyelenggarakan Transaksi Elektronik yang bersifat
khusus.

Ketentuan mengenai Transaksi Elektronik yang bersifat khusus diatur tersendiri oleh Instansi Pengawas
dan Pengatur Sektor terkait.

Bagian Ketiga

Persyaratan Transaksi Elektronik

Pasal 46
Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak memberikan akibat hukum kepada para pihak.
Penyelenggaraan Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak wajib memperhatikan:
a. iktikad baik;
b. prinsip kehati-hatian;

C. transparansi;
d. akuntabilitas; dan
e. kewajaran.

Pasal 47

Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya
sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak.

Kontrak Elektronik dianggap sah apabila:
a. terdapat kesepakatan para pihak;

b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

terdapat hal tertentu; dan

d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan
ketertiban umum.
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Pasal 48

Kontrak Elektronik dan bentuk kontraktual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) yang
ditujukan kepada penduduk Indonesia harus dibuat dalam Bahasa Indonesia.

Kontrak Elektronik yang dibuat dengan klausula baku harus sesuai dengan ketentuan mengenai klausula
baku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kontrak Elektronik paling sedikit memuat:
a. data identitas para pihak;

b. objek dan spesifikasi;

persyaratan Transaksi Elektronik;
harga dan biaya;

prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;

= ® o o

ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang
dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan

g. pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.

Pasal 49

Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang
lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan.

Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang
dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi.

Pelaku Usaha wajib menyampaikan informasi mengenai barang yang telah dikirim.

Pelaku Usaha tidak dapat membebani konsumen mengenai kewajiban membayar barang yang dikirim
tanpa dasar kontrak.

Pasal 50
Transaksi Elektronik terjadi pada saat tercapainya kesepakatan para pihak.

Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim
oleh Pengirim telah diterima dan disetujui oleh Penerima.

Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara:

a. tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan; atau

b. tindakan penerimaan dan/atau pemakaian objek oleh Pengguna Sistem Elektronik.
Pasal 51

Dalam penyelenggaraan Transaksi Elektronik para pihak wajib menjamin:

a. pemberian data dan informasi yang benar; dan

b. ketersediaan sarana dan layanan serta penyelesaian pengaduan.
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Dalam penyelenggaraan Transaksi Elektronik para pihak wajib menentukan pilihan hukum secara
seimbang terhadap pelaksanaan Transaksi Elektronik.

BAB V
TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum
Pasal 52
Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
a. identitas Penandatangan; dan
b. keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik.

Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Elektronik merupakan persetujuan Penandatangan atas
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tandatangan Elektronik
tersebut.

Dalam hal terjadi penyalahgunaan Tandatangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh
pihak lain yang tidak berhak, tanggung jawab pembuktian penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik
dibebankan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik.

Pasal 53

Tanda Tangan Elektronik yang digunakan dalam Transaksi Elektronik dapat dihasilkan melalui berbagai
prosedur penandatanganan.

Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum dan akibat
hukum yang sah jika:

a. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;

b. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan hanya berada
dalam kuasa Penanda Tangan;

C. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan
dapat diketahui;

d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik
tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penanda Tangannya; dan

f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan

terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berlaku sepanjang Tanda Tangan Elektronik
digunakan untuk menjamin integritas Informasi Elektronik.

Bagian Kedua
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Jenis Tanda Tangan Elektronik

Pasal 54
(1)  Tanda Tangan Elektronik meliputi:
a. Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi; dan
b. Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi.

(2) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenubhi
persyaratan:

a. dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik; dan
b. dibuktikan dengan Sertifikat Elektronik.

(3) Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat tanpa
menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.

Bagian Ketiga

Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik

Pasal 55

(1) Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik wajib secara unik merujuk hanya kepada Penanda Tangan dan
dapat digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan.

(2) Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat oleh
Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik atau Pendukung Layanan Tanda Tangan Elektronik.

(3) Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus
memenuhi ketentuan:

a. seluruh proses pembuatan Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik dijamin keamanan dan
kerahasiaannya oleh Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik atau Pendukung Layanan Tanda
Tangan Elektronik;

b. jika menggunakan kode kriptografi, Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik harus tidak dapat
dengan mudah diketahui dari data verifikasi Tanda Tangan Elektronik melalui penghitungan
tertentu, dalam kurun waktu tertentu, dan dengan alat yang wajar;

C. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik tersimpan dalam suatu media elektronik yang berada
dalam penguasaan Penanda Tangan; dan

d. data yang terkait dengan Penanda Tangan wajib tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan
data, yang menggunakan sistem terpercaya milik Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik atau
Pendukung Layanan Tanda Tangan Elektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan dan
memenuhi persyaratan:

1. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah,
menukar, atau mengganti data;

2. informasi identitas Penanda Tangan dapat diperiksa keautentikannya; dan

perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan dapat dideteksi atau
diketahui oleh penyelenggara.
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Penanda Tangan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas Data Pembuatan Tanda
Tangan Elektronik.

Bagian Keempat

Proses Penandatanganan

Pasal 56

Pada proses penandatanganan waijib dilakukan mekanisme untuk memastikan Data Pembuatan Tanda
Tangan Elektronik:

a. masih berlaku, tidak dibatalkan, atau tidak ditarik;

b. tidak dilaporkan hilang;

C. tidak dilaporkan berpindah tangan kepada orang yang tidak berhak; dan
d. berada dalam kuasa Penanda Tangan.

Sebelum dilakukan penandatanganan, Informasi Elektronik yang akan ditandatangani wajib diketahui dan
dipahami oleh Penanda Tangan.

Persetujuan Penanda Tangan terhadap Informasi Elektronik yang akan ditandatangani dengan Tanda
Tangan Elektronik wajib menggunakan mekanisme afirmasi dan/atau mekanisme lain yang
memperlihatkan maksud dan tujuan Penanda Tangan untuk terikat dalam suatu Transaksi Elektronik.

Metode dan teknik yang digunakan untuk membuat Tanda Tangan Elektronik paling sedikit harus memuat:
a. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik;

b. waktu pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan

C. Informasi Elektronik yang akan ditandatangani.

Perubahan Tanda Tangan Elektronik dan/atau Informasi Elektronik yang ditandatangani setelah waktu
penandatanganan wajib diketahui, dideteksi, atau ditemukenali dengan metode tertentu atau dengan cara
tertentu.

Pasal 57

Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik dan/atau Pendukung Layanan Tanda Tangan Elektronik waijib
bertanggung jawab atas penggunaan Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik atau alat pembuat Tanda
Tangan Elektronik.

Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik dan Pendukung Layanan Tanda Tangan Elektronik waijib
menggunakan alat pembuat Tanda Tangan Elektronik yang menerapkan teknik kriptografi dalam proses
pengiriman dan penyimpanan Tanda Tangan Elektronik.

Bagian Kelima

Identifikasi, Autentikasi, dan Verifikasi Tanda Tangan Elektronik

Pasal 58

20/ 54


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

(1)

()

@)

(1)
()
®)

(4)

(®)

Sebelum Tanda Tangan Elektronik digunakan, Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik wajib memastikan
identifikasi awal Penanda Tangan dengan cara:

a. Penanda Tangan menyampaikan identitas kepada Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik;

b. Penanda Tangan melakukan registrasi kepada Penyelenggara atau Pendukung Layanan Tanda
Tangan Elektronik; dan

C. Dalam hal diperlukan, Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik dapat melimpahkan secara rahasia
data identitas Penanda Tangan kepada Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik lainnya atau
Pendukung Layanan Tanda Tangan Elektronik dengan persetujuan Penanda Tangan.

Mekanisme yang digunakan oleh Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik untuk pembuktian identitas
Penanda Tangan secara elektronik wajib menerapkan kombinasi paling sedikit 2 (dua) faktor autentikasi.

Proses verifikasi Informasi Elektronik yang ditandatangani dapat dilakukan dengan memeriksa Data
Pembuatan Tanda Tangan Elektronik untuk menelusuri setiap perubahan data yang ditandatangani.

BAB VI
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Sertifikat Elektronik

Pasal 59
Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib memiliki Sertifikat Elektronik.
Penyelenggara Sistem Elektronik untuk nonpelayanan publik harus memiliki Sertifikat Elektronik.

Penyelenggara dan Pengguna Sistem Elektronik selain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dapat memiliki Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.

Untuk memiliki Sertifikat Elektronik, Penyelenggara dan Pengguna Sistem Elektronik harus mengajukan
permohonan kepada penyelenggara sertifikasi elektronik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memiliki Sertifikat Elektronik diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik

Pasal 60

Penyelenggara sertifikasi elektronik berwenang melakukan:

a.

b
c.
d

pemeriksaan calon pemilik dan/atau pemegang Sertifikat Elektronik;
penerbitan Sertifikat Elektronik;
perpanjangan masa berlaku Sertifikat Elektronik;

pemblokiran dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
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validasi Sertifikat Elektronik; dan
pembuatan daftar Sertifikat Elektronik yang aktif dan yang dibekukan.

Pasal 61

Penyelenggara sertifikasi elektronik yang beroperasi di Indonesia wajib memperoleh pengakuan dari
Menteri.

Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tingkatan:

a. terdaftar;
b. tersertifikasi; atau
C. berinduk.

Pasal 62

Pengakuan dengan status terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dapat
diberikan oleh Menteri setelah penyelenggara sertifikasi elektronik memenuhi persyaratan proses
pendaftaran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

Pengakuan dengan status tersertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b diberikan
oleh Menteri setelah penyelenggara sertifikasi elektronik memperoleh status terdaftar dan mendapatkan
sertifikat sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik tersertifikasi dari lembaga sertifikasi penyelenggara
sertifikasi elektronik yang terakreditasi.

Pengakuan dengan status berinduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf ¢ diberikan
oleh Menteri setelah penyelenggara sertifikasi elektronik memperoleh status tersertifikasi dan
mendapatkan sertifikat sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik berinduk.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengakuan penyelenggara sertifikasi elektronik
diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 63
Untuk memperoleh pengakuan atas penyelenggaraan sertifikasi elektronik dikenakan biaya administrasi.

Setiap pendapatan atas biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan
negara bukan pajak.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 64
Pengawasan terhadap penyelenggaraan sertifikasi elektronik dilaksanakan oleh Menteri.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengakuan; dan

b. pengoperasian fasilitas penyelenggara sertifikasi elektronik induk bagi penyelenggara sertifikasi
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elektronik berinduk.

BAB VI
LEMBAGA SERTIFIKAS| KEANDALAN

Pasal 65

Pelaku Usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi
Keandalan.

Lembaga Sertifikasi Keandalan terdiri atas:
a. Lembaga Sertifikasi Keandalan Indonesia; dan
b. Lembaga Sertifikasi Keandalan asing.

Lembaga Sertifikasi Keandalan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus berdomisili
di Indonesia.

Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terdaftar dalam daftar
Lembaga Sertifikasi Keandalan yang diterbitkan oleh Menteri.

Pasal 66

Lembaga Sertifikasi Keandalan dapat menerbitkan Sertifikat Keandalan melalui proses Sertifikasi
Keandalan.

Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemeriksaan terhadap informasi
yang lengkap dan benar dari Pelaku Usaha beserta Sistem Elektroniknya untuk mendapatkan Sertifikat
Keandalan.

Informasi yang lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi informasi yang:

a. memuat identitas subjek hukum;

b. memuat status dan kompetensi subjek hukum;

C. menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian; dan
d. menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan.

Pasal 67
Sertifikat Keandalan bertujuan melindungi konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Sertifikat Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan bahwa Pelaku Usaha
telah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.

Pelaku Usaha yang telah memenubhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menggunakan
Sertifikat Keandalan pada laman dan/atau Sistem Elektronik lainnya.

Pasal 68

Sertifikat Keandalan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan meliputi kategori:
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a. pengamanan terhadap identitas;

b. pengamanan terhadap pertukaran data;

C. pengamanan terhadap kerawanan;

d. pemeringkatan konsumen; dan

e. pengamanan terhadap kerahasiaan Data Pribadi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan kategorisasi Sertifikat Keandalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 69
(1) Lembaga Sertifikasi Keandalan dibentuk oleh profesional.

(2) Profesional yang membentuk Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit meliputi profesi:

a. konsultan Teknologi Informasi;
b. auditor Teknologi Informasi; dan
C. konsultan hukum bidang Teknologi Informasi.

(3) Profesional lain yang dapat turut serta dalam pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi profesi:

a. akuntan;

b. konsultan manajemen bidang Teknologi Informasi;

C. penilai;

d. notaris; dan

e. profesi dalam lingkup Teknologi Informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(4) Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memiliki sertifikat profesi dan/atau
izin profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran profesi dalam lingkup Teknologi
Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 70

(1)  Apabila salah satu profesional pembentuk Lembaga Sertifikasi Keandalan izin profesinya dicabut sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Lembaga Sertifikasi Keandalan yang bersangkutan
harus mengganti profesional yang izin profesinya dicabut dengan profesional lain dalam bidang yang
sama dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari.

(2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Lembaga Sertifikasi
Keandalan belum mengganti profesionalnya, Menteri mengeluarkan Lembaga Sertifikasi Keandalan dari
daftar Lembaga Sertifikasi Keandalan.

Pasal 71

Pengawasan terhadap Lembaga Sertifikasi Keandalan dilaksanakan oleh Menteri.
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Pasal 72
Untuk memperoleh pengakuan atas Lembaga Sertifikasi Keandalan dikenakan biaya administrasi.

Setiap pendapatan atas biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan
negara bukan pajak.

BAB Vil
PENGELOLAAN NAMA DOMAIN

Pasal 73
Pengelolaan Nama Domain diselenggarakan oleh Pengelola Nama Domain.

Nama Domain terdiri atas:

a. Nama Domain tingkat tinggi generik;

b. Nama Domain tingkat tinggi Indonesia;

C. Nama Domain Indonesia tingkat kedua; dan
d. Nama Domain Indonesia tingkat turunan.

Pengelola Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Registri Nama Domain; dan

b. Registrar Nama Domain.

Pasal 74

Pengelola Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) dapat diselenggarakan oleh
Pemerintah dan/atau masyarakat.

Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum Indonesia.

Pengelola Nama Domain ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 75

Registri Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf a melaksanakan
pengelolaan Nama Domain tingkat tinggi generik dan tingkat tinggi Indonesia.

Registri Nama Domain dapat memberikan kewenangan pendaftaran Nama Domain tingkat tinggi generik
dan tingkat tinggi Indonesia kepada Registrar Nama Domain.

Registri Nama Domain berfungsi:

a. memberikan masukan terhadap rencana pengaturan Nama Domain kepada Menteri;
b. melakukan pengawasan terhadap Registrar Nama Domain; dan
C. menyelesaikan perselisihan Nama Domain.
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Pasal 76

Registrar Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf b melaksanakan
pengelolaan Nama Domain tingkat kedua dan tingkat turunan.

Registrar Nama Domain terdiri atas Registrar Nama Domain Instansi dan Registrar Nama Domain selain
Instansi.

Registrar Nama Domain Instansi melaksanakan pendaftaran Nama Domain tingkat kedua dan Nama
Domain tingkat turunan untuk kebutuhan Instansi.

Registrar Nama Domain Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.

Registrar Nama Domain selain Instansi melakukan pendaftaran Nama Domain tingkat kedua untuk
pengguna komersial dan nonkomersial.

Registrar Nama Domain selain Instansi waijib terdaftar pada Menteri.

Pasal 77
Pendaftaran Nama Domain dilaksanakan berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
Nama Domain yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. kepatutan yang berlaku dalam masyarakat; dan
C. iktikad baik.

Registri Nama Domain dan Registrar Nama Domain berwenang:

a. menolak pendaftaran Nama Domain apabila Nama Domain tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

b. menonaktifkan sementara penggunaan Nama Domain; atau

C. menghapus Nama Domain apabila pengguna Nama Domain melanggar ketentuan dalam Peraturan

Pemerintah ini.

Pasal 78

Registri Nama Domain dan Registrar Nama Domain waijib menyelenggarakan pengelolaan Nama Domain
secara akuntabel.

Dalam hal Registri Nama Domain atau Registrar Nama Domain bermaksud akan mengakhiri
pengelolaannya, Registri Nama Domain atau Registrar Nama Domain wajib menyerahkan seluruh
pengelolaan Nama Domain kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 79

Nama Domain yang mengindikasikan Instansi hanya dapat didaftarkan dan/atau digunakan oleh Instansi
yang bersangkutan.

Instansi wajib menggunakan Nama Domain sesuai dengan nama Instansi yang bersangkutan.

Pasal 80
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(1)

()

(1)

()

@)

Registri Nama Domain dan Registrar Nama Domain menerima pendaftaran Nama Domain atas
permohonan Pengguna Nama Domain.

Pengguna Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas Nama Domain
yang didaftarkannya.

Pasal 81

Registri Nama Domain dan/atau Registrar Nama Domain berhak memperoleh pendapatan dengan
memungut biaya pendaftaran dan/atau penggunaan Nama Domain dari Pengguna Nama Domain.

Dalam hal Registri Nama Domain dan Registrar Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pengelola Nama Domain selain Instansi, Registri Nama Domain dan Registrar Nama Domain
wajib menyetorkan sebagian pendapatan dari pendaftaran dan penggunaan Nama Domain yang dihitung
dari prosentase pendapatan kepada negara.

Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) merupakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 82

Pengawasan terhadap pengelolaan Nama Domain dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penetapan pengelola Nama Domain diatur dalam
Peraturan Menteri.

(1)

()

@)

(4)

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 84

Pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1) , Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2),
Pasal 13, Pasal 14 ayat (1) , Pasal 15 ayat (1) , Pasal 16 ayat (1) , Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1),
Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 39 ayat (1),
Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 59 ayat (1), dan Pasal 78 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. teguran tertulis;
b. denda administratif;
C. penghentian sementara; dan/atau

d. dikeluarkan dari daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 62
ayat (1), dan Pasal 65 ayat (4).

Sanksi administratif diberikan oleh Menteri atau pimpinan Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor terkait
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengenaan sanksi oleh pimpinan Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor terkait sebagaimana dimaksud

27 /54


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

pada ayat
(5) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri.

(6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menghapuskan
tanggung jawab pidana dan perdata.

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan pengajuan keberatan atas
pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan
publik yang telah beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, wajib mendaftarkan diri
kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah
ini.

(2) Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melakukan
pendaftaran dikenai denda administratif untuk setiap tahun keterlambatan.

Pasal 87

Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, Penyelenggara Sistem Elektronik yang telah beroperasi
sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini dalam
jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 88

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, penyelenggara sertifikasi elektronik dan Lembaga Sertifikasi
Keandalan yang telah beroperasi di Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, wajib
menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun
sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 89
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

a. Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik yang diterbitkan oleh lembaga dalam negeri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan
Menteri tentang Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik; dan

b. Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik yang diterbitkan oleh lembaga asing yang memenuhi akreditasi di
negara yang bersangkutan, tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Menteri tentang
Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik.
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BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 12 Oktober 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 15 Oktober 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 189
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PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

UMUM

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, yakni pengaturan
mengenai Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Tanda Tangan
Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), penyelenggara sertifikasi elektronik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (3), penyelenggara Agen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dan
pengelolaan Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4).

Pengaturan sebagaimana tersebut di atas merupakan rangkaian penyelenggaraan sistem dan transaksi
elektronik sehingga dapat disusun dalam satu peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Penyelenggara Sistem Elektronik menjamin setiap komponen dan keterpaduan seluruh Sistem Elektronik
beroperasi sebagaimana mestinya. Komponen Sistem Elektronik meliputi Perangkat Keras, Perangkat
Lunak, tenaga ahli, tata kelola, dan pengamanan. Peraturan Pemerintah ini mengatur kewajiban
Penyelenggara Sistem Elektronik pada umumnya dan Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan
publik. Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik, antara lain diwajibkan untuk
menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia, wajib memperoleh
Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik dari Menteri, dan wajib terdaftar pada kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Penyelenggara Sistem Elektronik dapat menyelenggarakan sendiri Sistem Elektroniknya atau
mendelegasikan kepada penyelenggara Agen Elektronik. Agen Elektronik dapat diselenggarakan untuk
lebih dari satu kepentingan Penyelenggara Sistem Elektronik yang didasarkan pada perjanjian antara
para pihak. Penyelenggara Agen Elektronik wajib terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Penyelenggara Sistem Elektronik dan penyelenggara Agen Elektronik dapat menyelenggarakan Transaksi
Elektronik. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik atau privat.
Penyelenggaraan Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak wajib dilakukan dengan iktikad baik dan
memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran. Transaksi Elektronik
dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya.

Dalam setiap penyelenggaraan Transaksi Elektronik diperlukan Tanda Tangan Elektronik yang berfungsi
sebagai persetujuan Penanda Tangan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut. Tanda Tangan Elektronik yang digunakan
dalam Transaksi Elektronik dapat dihasilkan melalui berbagai prosedur penandatanganan. Tanda Tangan
Elektronik meliputi Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi dan Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi.

Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi dihasilkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik yang dibuktikan
dengan Sertifikat Elektronik. Untuk penyelenggara sertifikasi elektronik yang beroperasi di Indonesia wajib
memperoleh pengakuan dari Menteri yang terdiri atas tingkatan terdaftar, tersertifikasi, atau berinduk.
Kewajiban penyelenggara sertifikasi elektronik antara lain melakukan pendaftaran dan pemeriksaan calon
pemilik dan/atau pemegang Sertifikat Elektronik dan menerbitkan Sertifikat Elektronik.
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Pelaku Usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi
Keandalan. Lembaga Sertifikasi Keandalan menerbitkan Sertifikat Keandalan melalui proses sertifikasi
keandalan yang mencakup pemeriksaan terhadap informasi yang lengkap dan benar dari Pelaku Usaha.

Lembaga Sertifikasi Keandalan dibentuk paling sedikit oleh konsultan Teknologi Informasi, auditor
Teknologi Informasi, dan konsultan hukum bidang Teknologi Informasi. Selain itu, profesi lain yang dapat
terlibat dalam pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah akuntan, konsultan manajemen
bidang Teknologi Informasi, penilai, notaris, dan profesi lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Setiap Instansi, Orang, Badan Usaha, dan masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan
prinsip pendaftar pertama (first come first served). Nama Domain dikelola oleh Pemerintah dan/atau
masyarakat. Keberadaan Nama Domain sesungguhnya lahir pada saat suatu nama itu diajukan dan
diterima pendaftarannya oleh sistem pencatatan Nama Domain. Sistem tersebut merupakan alamat
internet global dimana hierarkis dan sistem pengelolaan Nama Domain mengikuti ketentuan yang
dikeluarkan oleh institusi yang berwenang, baik nasional maupun internasional.

I PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “interkonektivitas” adalah kemampuan untuk terhubung satu sama lain
sehingga bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Termasuk dalam pengertian interkonektivitas
adalah mencakup kemampuan interoperabilitas.

Yang dimaksud dengan "kompatibilitas” adalah kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan
Sistem Elektronik yang lainnya.
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Huruf b

Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf

Yang dimaksud dengan “kejelasan tentang kondisi kebaruan” adalah terdapat informasi yang
menjelaskan bahwa Perangkat Keras tersebut merupakan barang baru, diperbaharui kembali
(refurbished), atau barang bekas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a
Pendaftaran dapat dilakukan oleh penjual atau penyedia (vendor), distributor, atau pengguna.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “terjamin keamanan dan keandalan operasi sebagaimana mestinya” adalah
Penyelenggara Sistem Elektronik menjamin Perangkat Lunak tidak berisi instruksi lain daripada
yang semestinya atau instruksi tersembunyi yang bersifat melawan hukum (malicious code).
Contohnya instruksi time bomb, program virus, trojan, worm, dan backdoor. Pengamanan ini dapat
dilakukan dengan memeriksa kode sumber.

Huruf ¢
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 8
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Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kode sumber” adalah suatu rangkaian perintah, pernyataan, dan/atau deklarasi
yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer yang dapat dibaca dan dipahami orang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga terpercaya penyimpan kode sumber (source code escrow)” adalah
profesi atau pihak independen yang berkompeten menyelenggarakan jasa penyimpanan kode sumber
program Komputer atau Perangkat Lunak untuk kepentingan dapat diakses, diperoleh, atau diserahkan
kode sumber oleh penyedia kepada pihak pengguna.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tenaga ahli” adalah tenaga yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus
dalam bidang Sistem Elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Sistem Elektronik yang bersifat strategis” adalah Sistem Elektronik yang dapat
berdampak serius terhadap kepentingan umum, pelayanan publik, kelancaran penyelenggaraan negara,
atau pertahanan dan keamanan negara.

Contoh: Sistem Elektronik pada sektor kesehatan, perbankan, keuangan, transportasi, perdagangan,
telekomunikasi, atau energi.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan di
bidang ketenagakerjaan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
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Huruf a

Yang dimaksud dengan “perjanjian tingkat layanan (service level agreement)” adalah pernyataan
mengenai tingkatan mutu layanan suatu Sistem Elektronik.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “menerapkan manajemen risiko’adalah melakukan analisis risiko dan merumuskan
langkah mitigasi dan penanggulangan untuk mengatasi ancaman, gangguan, dan hambatan terhadap Sistem
Elektronik yang dikelolanya.

Pasal 14
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebijakan tata kelola” antara lain, termasuk kebijakan mengenai kegiatan
membangun struktur organisasi, proses bisnis (business process), manajemen kinerja, dan menyediakan
personel pendukung pengoperasian Sistem Elektronik untuk memastikan Sistem Elektronik dapat
beroperasi sebagaimana mestinya.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)

Tata kelola Sistem Elektronik yang baik (IT Governance) mencakup proses perencanaan,
pengimplementasian, pengoperasian, pemeliharaan, dan pendokumentasian.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

34 /54


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Pasal 17
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan rencana “keberlangsungan kegiatan (business continuity plan)” adalah suatu
rangkaian proses yang dilakukan untuk memastikan terus berlangsungnya kegiatan dalam kondisi
mendapatkan gangguan atau bencana.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pusat data (data center)” adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk
menempatkan Sistem Elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan,
dan pengolahan data.

Yang dimaksud dengan pusat“ pemulihan bencana (disaster recovery center)” adalah suatu fasilitas yang
digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik
yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Mekanisme rekam jejak audit (audit trail) meliputi antara lain:
a. memelihara log transaksi sesuai kebijakan retensi data penyelenggara, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. memberikan notifikasi kepada konsumen apabila suatu transaksi telah berhasil dilakukan;
C. memastikan tersedianya fungsi jejak audit untuk dapat mendeteksi usaha dan/atau terjadinya

penyusupan yang harus di-review atau dievaluasi secara berkala; dan

d. dalam hal sistem pemrosesan dan jejak audit merupakan tanggung jawab pihak ketiga, maka
proses jejak audit tersebut harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Penyelenggara
Sistem Elektronik.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan lainnya” antara lain pemeriksaan untuk keperluan mitigasi atau
penanganan tanggap darurat (incident response).

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "gangguan” adalah setiap tindakan yang bersifat destruktif atau berdampak serius
terhadap Sistem Elektronik sehingga Sistem Elektronik tersebut tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Yang dimaksud dengan "kegagalan” adalah terhentinya sebagian atau seluruh fungsi Sistem Elektronik
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yang bersifat esensial sehingga Sistem Elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Yang dimaksud dengan "kerugian” adalah dampak atas kerusakan Sistem Elektronik yang mempunyai
akibat hukum bagi pengguna, penyelenggara, dan pihak ketiga lainnya baik materil maupun immateril.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sistem pencegahan dan penanggulangan” antara lain antivirus, anti spamming,
firewall, intrusion detection, prevention system, dan/atau pengelolaan sistem manajemen keamanan
informasi.

Ayat (3)

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasal 21
Pasal 22
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat
dipindahtangankan” adalah surat berharga atau surat yang berharga dalam bentuk elektronik.

Yang dimaksud dengan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus unik” adalah Informasi
Info Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau pencatatan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik
tersebut merupakan satu-satunya yang merepresentasikan satu nilai tertentu.

Yang dimaksud dengan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus menjelaskan
penguasaan” adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut harus menjelaskan sifat
penguasaan yang direpresentasikan dengan sistem kontrol atau sistem pencatatan atas Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus menjelaskan
kepemilikan” adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut harus menjelaskan sifat
kepemilikan yang direpresentasikan oleh adanya sarana kontrol teknologi yang menjamin hanya ada satu
salinan yang sah (single authoritative copy) dan tidak berubah.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “interoperabilitas” adalah kemampuan Sistem Elektronik yang berbeda untuk dapat
bekerja secara terpadu.

Yang dimaksud dengan "kompatibilitas” adalah kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem
Elektronik yang lainnya.
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Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Contoh edukasi yang dapat disampaikan kepada Pengguna Sistem Elektronik adalah:

a. menyampaikan kepada Pengguna Sistem Elektronik akan pentingnya menjaga keamanan Personal
Identification Number (PIN)/password misalnya:

1. merahasiakan dan tidak memberitahukan PIN/password kepada siapapun termasuk kepada
petugas penyelenggara;

2. melakukan perubahan PIN/password secara berkala;

menggunakan PIN/password yang tidak mudah ditebak (penggunaan identitas pribadi seperti
tanggal lahir);

4. tidak mencatat PIN/password; dan

5. PIN untuk satu produk hendaknya berbeda dari PIN produk lainnya.

b. menyampaikan kepada Pengguna Sistem Elektronik mengenai berbagai modus kejahatan
Transaksi Elektronik; dan
C. menyampaikan kepada Pengguna Sistem Elektronik mengenai prosedur dan tata cara pengajuan
klaim.
Pasal 25

Kewajiban menyampaikan informasi kepada Pengguna Sistem Elektronik dimaksudkan untuk melindungi
kepentingan Pengguna Sistem Elektronik.

Pasal 26
Ayat (1)
Penyediaan fitur dimaksudkan untuk melindungi hak atau kepentingan Pengguna Sistem Elektronik.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
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Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Standar dan/atau persyaratan teknis Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik memuat antara lain ketentuan
mengenai pendaftaran, persyaratan audit, dan tata cara uji coba.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan bentuk "visual" adalah tampilan yang dapat dilihat atau dibaca, antara lain
tampilan grafis suatu website.
Huruf b
Yang dimaksud dengan bentuk “audio” adalah segala sesuatu yang dapat didengar, antara lain
layanan telemarketing.
Huruf ¢

Contoh bentuk data elektronik adalah electronic data capture (EDC), radio frequency identification
(RFI), dan barcode recognition.

Electronic data capture (EDC) adalah Agen Elektronik untuk dan atas nama Penyelenggara Sistem
Elektronik yang bekerjasama dengan penyelenggara jaringan. EDC dapat digunakan secara
mandiri oleh lembaga keuangan bank dan/atau bersama-sama dengan lembaga keuangan atau
nonkeuangan lainnya.

Dalam hal Transaksi Elektronik dilakukan dengan menggunakan kartu Bank X pada EDC milik Bank
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Y, maka Bank Y akan meneruskan transaksi tersebut kepada Bank X, melalui penyelenggara
jaringan tersebut.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Huruf a

Informasi tentang identitas penyelenggara Agen Elektronik paling sedikit memuat logo atau nama
yang menunjukkan identitas.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “perlakuan yang sama” antara lain pemberlakuan tarif, fasilitas, persyaratan, dan
prosedur yang sama.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.
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Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kerahasiaan” adalah sesuai dengan konsep hukum tentang kerahasiaan
(confidentiality) atas informasi dan komunikasi secara elektronik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “integritas” adalah sesuai dengan konsep hukum tentang keutuhan
(integrity) atas informasi elektronik.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “ketersediaan” adalah sesuai dengan konsep hukum tentang ketersediaan
(availability) atas informasi elektronik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keautentikan” adalah sesuai dengan konsep hukum tentang keautentikan
(authentication) yang mencakup keaslian (originalitas) atas isi suatu informasi elektronik.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “otorisasi” adalah sesuai dengan konsep hukum tentang otorisasi
(authorization) berdasarkan lingkup tugas dan fungsi pada suatu organisasi dan manajemen.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kenirsangkalan” adalah sesuai dengan konsep hukum tentang nirsangkal
(nonrepudiation).

Ayat (1)

Pasal 39
Huruf a
Dalam melakukan pengujian keautentikan identitas dan memeriksa otorisasi Pengguna Sistem
Elektronik, perlu memperhatikan antara lain:
1. kebijakan dan prosedur tertulis untuk memastikan kemampuan untuk menguiji keautentikan
identitas dan memeriksa kewenangan Pengguna Sistem Elektronik;
2. metode untuk menguji keautentikan; dan
kombinasi paling sedikit 2 (dua) faktor autentikasi (two factor authentication) adalah “what
you know” (PIN/password), “what you have” (kartu magnetis dengan chip, token, digital
signature), “what you are” atau “biometrik” (retina dan sidik jari).
Huruf b
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Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Perlindungan terhadap kerahasiaan Data Pribadi Pengguna Sistem Elektronik juga harus dipenuhi
dalam hal penyelenggara menggunakan jasa pihak lain (outsourcing).

Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Prosedur penanganan tersebut juga harus dipenuhi dalam hal penyelenggara menggunakan jasa
pihak lain (outsourcing).

Ayat (2)

Dalam menyusun dan menetapkan prosedur untuk menjamin transaksi tidak dapat diingkari oleh
Pengguna Sistem Elektronik harus memperhatikan:

a. sistem Transaksi Elektronik telah dirancang untuk mengurangi kemungkinan dilakukannya transaksi
secara tidak sengaja (unintended) oleh para pengguna yang berhak;
b. seluruh identitas pihak yang melakukan transaksi telah diuji keautentikan atau keasliannya; dan
C. data transaksi keuangan dilindungi dari kemungkinan pengubahan dan setiap pengubahan dapat
dideteksi.
Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “antar-Pelaku Usaha” adalah Transaksi Elektronik dengan model transaksi
business to business.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “antara Pelaku Usaha dengan konsumen” adalah Transaksi Elektronik
dengan model transaksi business to consumer.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “antarpribadi” adalah Transaksi Elektronik dengan model transaksi
consumer to consumer.
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Huruf d

Yang dimaksud dengan “antar-Instansi” adalah Transaksi Elektronik dengan model transaksi antar-
Instansi.

Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat
tertutup atau terbuka.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44
Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi Pengguna Sistem Elektronik dari pengiriman Informasi
Elektronik yang bersifat mengganggu (spam).

Contoh bentuk spam yang umum dikenal misalnya spam e-mail, spam pesan instan, spam usenet
newsgroup, spam mesin pencari informasi web (web search engine spam), spam blog, spam berita pada

42 /54


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

telepon genggam, dan spam forum Internet.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “kewajaran” adalah mengacu pada unsur kepatutan yang berlaku sesuai
dengan kebiasaan atau praktik bisnis yang berkembang.
Pasal 47
Ayat (1)
Contoh Transaksi Elektronik dapat mencakup beberapa bentuk atau varian antara lain:
a. kesepakatan tidak dilakukan secara elektronik namun pelaksanaan hubungan kontraktual
diselesaikan secara elektronik;
b. kesepakatan dilakukan secara elektronik dan pelaksanaan hubungan kontraktual diselesaikan
secara elektronik; dan
C. kesepakatan dilakukan secara elektronik dan pelaksanaan hubungan kontraktual diselesaikan tidak
secara elektronik.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 48
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Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Peraturan perundang-undangan dimaksud antara lain Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a

Tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan antara lain dengan mengklik persetujuan
secara elektronik oleh Pengguna Sistem Elektronik.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “secara seimbang” adalah memperhatikan kepentingan kedua belah pihak secara
adil (fair).

Pasal 52
Ayat (1)

Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagaimana tanda tangan manual dalam hal merepresentasikan
identitas Penanda Tangan. Dalam hal pembuktian keaslian (autentikasi) tanda tangan manual dapat
dilakukan melalui verifikasi atau pemeriksaan terhadap spesimen Tanda Tangan Elektronik dari Penanda
Tangan.

Pada Tanda Tangan Elektronik, Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik berperan sebagai spesimen
Tanda Tangan Elektronik dari Penanda Tangan.
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Tanda Tangan Elektronik harus dapat digunakan oleh para ahli yang berkompeten untuk melakukan
pemeriksaan dan pembuktian bahwa Informasi Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan
Elektronik tersebut tidak mengalami perubahan setelah ditandatangani.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Ayat (1)

Akibat hukum dari penggunaan Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi atau yang tidak tersertifikasi
berpengaruh terhadap kekuatan nilai pembuktian.

Tanda Tangan Elektronik yang tidak tersertifikasi tetap mempunyai kekuatan nilai pembuktian meskipun
relatif lemah karena masih dapat ditampik oleh yang bersangkutan atau relatif dapat dengan mudah
diubah oleh pihak lain.

Dalam praktiknya perlu diperhatikan rentang kekuatan nilai pembuktian dari Tanda Tangan Elektronik
yang bernilai pembuktian lemah, seperti tanda tangan manual yang dipindai (scanned) menjadi Tanda
Tangan Elektronik sampai dengan Tanda Tangan Elektronik yang bernilai pembuktian paling kuat, seperti
Tanda Tangan Digital yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik yang tersertifikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unik” berarti setiap kode apapun yang digunakan atau difungsikan sebagai Data
Pembuatan Tanda Tangan Elektronik harus merujuk hanya pada satu subjek hukum atau satu entitas
yang merepresentasikan satu identitas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
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Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik yang dihasilkan dengan teknik kriptografi pada
umumnya memiliki korelasi matematis berbasis probabilitas dengan data verifikasi Tanda Tangan
Elektronik. Oleh sebab itu pemilihan kode kriptografi yang akan digunakan harus
mempertimbangkan kecukupan tingkat kesulitan yang dihadapi dan sumber daya yang harus
disiapkan oleh pihak yang mencoba memalsukan Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan media “elektronik” adalah fasilitas, sarana, atau perangkat yang digunakan
untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik yang
digunakan untuk sementara atau permanen.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “data yang terkait dengan Penanda Tangan” adalah semua data yang
dapat digunakan untuk mengidentifikasi jati diri Penanda Tangan seperti nama, alamat, tempat dan
tanggal lahir, serta kode spesimen tanda tangan manual.

Yang dimaksud dengan sistem*“terpercaya” adalah sistem yang mengikuti prosedur penggunaan
Tanda Tangan Elektronik yang memastikan autentitas dan integritas Informasi Elektronik. Hal
tersebut dapat dilihat dengan memperhatikan beberapa faktor, antara lain:

1. keuangan dan sumber daya;
2 kualitas Perangkat Keras dan Perangkat Lunak;
3 prosedur sertifikat dan aplikasi serta retensi data;
4, ketersediaan Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
5 audit oleh lembaga independen.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)

Keharusan adanya 3 (tiga) unsur yang menjadi masukan pada saat terjadinya proses penandatanganan
dan memiliki pengaruh terhadap Tanda Tangan Elektronik yang dihasilkan pada proses tersebut akan
menjamin keautentikan Tanda Tanda Elektronik, Informasi Elektronik yang ditandatangani serta waktu
penandatanganan.

Ayat (5)

Contoh dari ketentuan ini adalah sebagai berikut:

a.

Perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik setelah waktu penandatanganan harus
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Ayat (1)

mengakibatkan Informasi Elektronik yang dilekatinya tidak berfungsi sebagaimana mestinya, rusak,
atau tidak dapat ditampilkan jika Tanda Tangan Elektronik dilekatkan dan/atau terkait pada
Informasi Elektronik yang ditandatangani.

Teknik melekatkan dan mengaitkan Tanda Tangan Elektronik pada Informasi Elektronik yang
ditandatangani dapat menimbulkan terjadinya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik baru
yang:

1. terlihat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan; atau

2. tampak terpisah dan Informasi Elektronik yang ditandatangani dapat dibaca oleh orang awam
sementara Tanda Tangan Elektronik berupa kode dan/atau gambar.

Perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik setelah waktu Penandatanganan harus
mengakibatkan sebagian atau seluruh Informasi Elektronik tidak valid atau tidak berlaku jika Tanda
Tangan Elektronik terasosiasi logis dengan Informasi Elektronik yang ditandatanganinya.

Perubahan yang terjadi terhadap Informasi Elektronik yang ditandatangani harus menyebabkan
ketidaksesuaian antara Tanda Tangan Elektronik dengan Informasi Elektronik terkait yang dapat
dilihat dengan jelas melalui mekanisme verifikasi.

Pasal 57

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab atas penggunaan Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik
atau alat pembuat Tanda Tangan Elektronik” adalah Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik atau
Pendukung Layanan Tanda Tangan Elektronik harus dapat menyediakan sistem penelusuran yang dapat
membuktikan ada atau tidaknya penyalahgunaan Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik dan/atau alat
pembuat Tanda Tangan Elektronik.

Ayat (2)

Keharusan penerapan teknik kriptografi untuk mengamankan proses pengiriman dan penyimpanan Tanda
Tangan Elektronik dimaksudkan untuk menjamin integritas Tanda Tangan Elektronik. Pemilihan teknik
kriptografi yang diterapkan untuk keperluan tersebut harus mengacu pada ketentuan atau standar
kriptografi yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (1)

Pasal 58

Cukup jelas.

Ayat (2)

Faktor autentikasi yang dapat dipilih untuk dikombinasikan dapat dibedakan dalam 3 (tiga) jenis, yakni:

a. sesuatu yang dimiliki secara individu (what you have) misalnya kartu ATM atau smart card;
b. sesuatu yang diketahui secara individu (what you know) misalnya PIN/password atau kunci
kriptografi; dan
C. sesuatu yang merupakan ciri/karakteristik seorang individu (what you are) misalnya pola suara
(voice pattern), dinamika tulisan tangan (handwriting dynamics), atau sidik jari (fingerprint).
Ayat (3)
Cukup jelas.
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Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kepemilikan Sertifikat Elektronik merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan keamanan
penyelenggaraan Sistem Elektronik selain upaya keamanan lainnya.

Pasal 59

Kepemilikan Sertifikat Elektronik berfungsi mendukung keamanan penyelenggaraan Sistem Elektronik
yang mencakup antara lain kerahasiaan, keautentikan, integritas, dan kenirsangkalan (non-repudiation).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Peraturan Menteri memuat antara lain pengaturan mengenai tata cara mengajukan permohonan
sertifikasi elektronik yang dapat disampaikan melalui notaris.

Huruf a

Yang dimaksud dengan pemeriksaan calon pemilik dan/atau pemegang Sertifikat Elektronik adalah
pemeriksaan keberadaan fisik calon pemilik dan/atau pemegang Sertifikat Elektronik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pasal 60

Pasal 61
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Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan "penyelenggara sertifikasi elektronik yang memperoleh pengakuan status
berinduk" adalah penyelenggara sertifikasi elektronik yang menerbitkan Sertifikat Elektronik dengan
menggunakan Tanda Tangan Elektronik Root Certification Authority yang dikeluarkan oleh Menteri.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pasal 62

Pasal 63

Pasal 64

Pasal 65

Terhadap Sertifikat Keandalan yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan asing yang tidak

terdaftar, tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pasal 66
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Cukup jelas.
Huruf b

Contoh "status dan kompetensi subjek hukum” adalah kedudukan Pelaku Usaha sebagai produsen,
pemasok, atau penyelenggara maupun perantara.

Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Ayat (1)
Huruf a

Pengamanan terhadap identitas (identity seal) merupakan Sertifikat Keandalan yang jaminan
keandalannya sebatas pengamanan bahwa identitas Pelaku Usaha adalah benar. Validasi yang
dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan hanya terhadap identitas Pelaku Usaha yang paling
sedikit memuat nama subjek hukum, status subjek hukum, alamat atau kedudukan, nomor telepon,
alamat email, izin usaha, dan Nomor Pokok Waijib Pajak (NPWP).

Lembaga Sertifikasi Keandalan yang menerbitkan Sertifikat Keandalan ini memberikan kepastian
penelusuran bahwa identitas Pelaku Usaha adalah benar.

Huruf b

Pengamanan terhadap pertukaran data (security seal) merupakan Sertifikat Keandalan yang
jaminan keandalannya memberikan kepastian bahwa proses penyampaian atau pertukaran data
melalui website Pelaku Usaha dilindungi keamanannya dengan menggunakan teknologi
pengamanan proses pertukaran data (contoh: protokol SSL/secure socket layer).

Sertifikat Keandalan ini menjamin bahwa terdapat sistem pengamanan dalam proses pertukaran
data yang telah teruiji.

Huruf ¢

Pengamanan terhadap kerawanan (vulnerability seal) merupakan Sertifikat Keandalan yang
jaminan keandalannya adalah memberikan kepastian bahwa terdapat sistem manajemen
keamanan informasi yang diterapkan oleh Pelaku Usaha dengan mengacu pada standar
pengamanan Sistem Elektronik tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d
Pemeringkatan konsumen (consumer rating seal) merupakan Sertifikat Keandalan yang jaminan
keandalannya memberikan peringkat tertentu bahwa berdasarkan penilaian subjektif kepuasan

konsumen terhadap layanan Transaksi Elektronik yang diselenggarakan Pelaku Usaha telah
memberikan kepuasan konsumen.

Sertifikat ini memberikan jaminan bahwa Pelaku Usaha telah mendapatkan pengakuan kepuasan
konsumen berdasarkan pengalaman yang nyata dari konsumen meliputi proses pratransaksi,
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transaksi, dan pasca transaksi.
Huruf e

Pengamanan terhadap kerahasiaan Data Pribadi (privacy seal) merupakan Sertifikat Keandalan
yang jaminan keandalannya adalah memberikan kepastian bahwa Data Pribadi konsumen
dilindungi kerahasiaannya sebagaimana mestinya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “profesi” adalah keahlian tertentu yang dimiliki oleh seseorang yang diakui atau
disahkan oleh pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Peraturan Menteri memuat antara lain, pendaftaran dan persyaratan untuk ditetapkan sebagai profesi
dalam lingkup Teknologi Informasi yang dapat turut serta dalam pembentukan Lembaga Sertifikasi

Keandalan.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
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Huruf a

Yang dimaksud dengan “Nama Domain tingkat tinggi generik” adalah Nama Domain tingkat tinggi
yang terdiri atas tiga atau lebih karakter dalam hierarki sistem penamaan domain selain domain
tingkat tinggi Negara (country code Top Level Domain). Contoh: nusantara atau java.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Nama Domain tingkat tinggi Indonesia” adalah domain tingkat tinggi dalam
hierarki sistem penamaan domain yang menunjukkan kode Indonesia (id) sesuai daftar kode
negara dalam ISO 3166-1 yang dikeluarkan oleh Internet Assigned Numbers Authority (IANA).

Huruf c

Contoh Nama Domain Indonesia tingkat kedua adalah co.id, go.id, ac.id, or.id, atau mil.id.

Huruf d
Contoh Nama Domain Indonesia tingkat turunan adalah kominfo.go.id.
Ayat (3)
Huruf a
Termasuk dalam lingkup pengertian Registri Nama Domain ialah fungsi dan peran ccTLD manager.
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
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Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Ayat (1)

Pengenaan sanksi dalam ketentuan ini hanya ditujukan bagi pihak yang melakukan pelanggaran
administratif, sedangkan mengenai pelanggaran yang bersifat moral atau keperdataan tidak dikenakan
sanksi administratif.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢

Penghentian sementara dalam ketentuan ini berupa penghentian sebagian atau seluruh komponen
atau layanan pada Sistem Elektronik yang bersangkutan untuk jangka waktu tertentu.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

53 /54


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

www.hukumonline.com

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.
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Aston Nusa Dua Bali Tak Peduli ASI

4./

E-bill kartuHalo yang Tidak Otomatis

PermataBank \/

s &

Tanggapan Permata Atas Masalah Nasabah
right
Follow us on '@
VIVA.co.id - Apakah sebutan yang layak bagi sebuah perusahaan yang membatalkan secara sepihak

transaksi yang sudah dibayar lunas konsumen, dan mengembalikan dana konsumen tersebut dalam bentuk
voucher belanja yang hanya bisa dibelanjakan di perusahaan tersebut? Inilah pengalaman saya dengan
Lazada. Berikut saya sampaikan kronologi peristiwa dan komplain saya atas perlakuan Lazada:

Pada 12 Desember 2015 malam, saya membeli 1 unit sepeda motor Honda Vario (order 1D 319361429) dan 3
unit sepeda motor Honda Revo (order 1D 317281429) dari Lazada. 3 unit Honda Revo saya beli masing-
masing Rp 500.000 (total Rp 1.500.000), sementara Honda Vario Rp 2.700.000 untuk pembelian cash on the
road.
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Saya bukan hanya melihat display awal di situs Lazada, namun juga sudah membaca deskripsi produk. Yang
saya beli memang 4 unit sepeda motor secara cash on the road. Saya bukan membeli helm, jaket, atau
membeli secara kredit. Sekali lagi, yang tertera di display dan deskripsi produk pada situs Lazada adalah
harga sepeda motor secara cash on the road (khusus wilayah Jabodetabek).

Angka tersebut juga bukan angka untuk uang muka (DP). Saya tahu harga tersebut memang sangat murah.
Saya pikir ini bagian dari promosi gila-gilaan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas). Saya lakukan
pembayaran melalui transfer ATM BCA kurang dari satu jam sejak booking. Transaksi saya sah dan

dikonfirmasi oleh Lazada.
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Pada Senin, 14 Desember 2015, saya iseng membuka kembali situs Lazada dan melihat harga sepeda motor
yang harganya di bawah Rp 3 juta. Kali ini, tampilan display awal masih sama, hanya saja di bagian deskripsi
produk sudah ada tambahan keterangan bawah harga tersebut adalah harga kredit. Di tanggal yang sama, sore
hari, saya mendapat telepon dari Honda Angsana (tenant sepeda motor di Lazada).

Dengan ragu staf Angsana bertanya apakah saya membeli sepeda motor secara kredit. Saya jelaskan bahwa
saya membeli sepeda motor secara cash on the road. Dua hari kemudian, Rabu, 16 Desember 2015, kembali
perwakilan Honda Angsana menelpon saya. Rupaya mereka kebingungan kenapa ada orang membeli sepeda
motor cash dengan harga sangat murah. Mereka menanyakan apakah saya membeli sepeda motor secara
kredit? Saya jawab bahwa saya membeli sepeda motor secara cash on the road. Dia meminta maaf dan
mengatakan akan menyelidiki dulu di mana letak kesalahannya.

Dua kali ditelepon membuat saya khawatir harga itu adalah sebuah kesalahan dan awalnya saya pikir
kesalahan ada pada Honda Angsana. Saya khawatir kalau pegawai yang membuat kesalahan itu akan
mendapatkan konsekuensi yang berat, mulai dari diminta mengganti kerugian hingga dipecat.

Saya tidak ingin hal itu terjadi. Karena itu, saya katakan bahwa saya bersedia membatalkan transaksi tersebut
asalkan ada jaminan bahwa tidak ada staf Angsana yang menerima konsekuensi berat dan saya katakan
bahwa transaksi tidak batal hanya melalui komunikasi telepon tersebut saja. Saya merasa dirugikan dan saya
berharap Honda Angsana meminta maaf pada saya secara layak.

Dua hari kemudian saya mengecek status transaksi saya di Lazada. Alangkah terkejutnya saya karena
transaksi saya yang tadinya terkonfirmasi dan tinggal menunggu pengiriman, ternyata berubah menjadi
DITOLAK dan lalu DITUTUP secara sepihak oleh Lazada. Bagaimana bisa sebuah transaksi yang sudah
dibayar lunas dibatalkan secara sepihak? Lazada secara sepihak memproses pengembalian dana tanpa terlebih

dulu bertanya dan meminta persetujuan saya.

Saya tersinggung dan marah karena pembatalan itu dilakukan begitu saja oleh Lazada tanpa menelepon atau
menghubungi saya terlebih dulu. Segera saya manfaatkan fasilitas chat dengan kru Lazada sebagaimana
tersedia dalam situs Lazada. Saya berhubungan dengan staf bernama Deri Permana. Setelah saya sampaikan
kronologinya, Lazada membuat pengakuan mengejutkan bahwa Lazada adalah pihak yang bersalah, bukan

Honda Angsana. Merekalah yang salah memunculkan nominal harga.
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Saudara Deri mengatakan hal itu terjadi karena begitu banyaknya item promosi selama Harbolnas. Saudara
Deri mengarahkan saya ke proses refund. Saya katakan bahwa saya sudah membeli dan membayar produk
yang saya beli. Saya melakukan transaksi secara sah. Pada dasarnya saya tidak keberatan membatalkan
transaksi saya, namun itu harus berasal dari saya, bukan dipaksa oleh Lazada tanpa pemberitahuan
sebelumnya kepada saya.

Lazada bersikeras mengajukan refund. Saya menolak tawaran ini. Saat tawaran refund sepihak itu belum saya
setujui, Lazada sudah bergerak lebih jauh. Secara sepihak mereka memproses refund itu dan memberikan
saya voucher belanja di Lazada sesuai jumlah uang yang saya belanjakan untuk membeli 4 unit sepeda motor
tersebut.
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Tiba-tiba Lazada mengganti dana saya dengan 2 voucher senilai total Rp 4,2 juta. Tiba-tiba saja saya harus
membelanjakan Rp 4,2 juta untuk produk-produk sebuah toko online yang sudah mengecewakan saya. Dalam
situs Lazada tertulis bahwa voucher ini hanya berlaku di Lazada, hanya untuk sekali transaksi dan tidak bisa
diuangkan! Hebat sekali!

Bagaimana bisa Lazada sebagai pihak yang bersalah (sebagaimana diakui dalam chat tersebut), lalu
membatalkan transaksi yang sudah dibayar lunas secara sepihak dan secara sepihak pula memproses refund
dan memberikan refund dalam bentuk voucher yang hanya bisa dibelanjakan di Lazada? Logika apa yang

dipakai oleh Lazada?

Saya merasa sebagai konsumen yang sangat dirugikan dan sangat tidak dihormati. Saya meminta Lazada
meminta maaf secara formal tertulis serta mengembalikan dana saya secara tunai. Sebuah perusahaan besar
tidak selayaknya memperlakukan konsumen dengan cara arogan dan sepihak seperti ini. (Surat Pembaca ini
dikirim oleh Achmad Supardi, Perumahan Kota Deltamas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi)

* VIVAnews
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Syarat & Ketentuan

° Syarat & Ketentuan Penggunaan

° Syarat & Ketentuan Penjualan

° Syarat & Ketentuan Penggunaan Voucher
° Syarat & Ketentuan Pembelian Pulsa

Syarat & Ketentuan Penggunaan Kanal Komunikasi

Syarat & Ketentuan Penggunaan

Selamat datang di website www.lazada.co.id dan / atau aplikasi mobile LAZADA. Silahkan
membaca Syarat Penggunaan ini dengan seksama. Syarat Penggunaan ini mengatur
penggunaan dan akses Platform (di definisikan di bawah) dan penggunaan layanan (di definisikan
di bawah). Dengan mengakses Platform dan / atau menggunakan Layanan, Anda setuju
untuk terikat dengan Syarat Penggunaan ini. Jika Anda tidak menyetujui Syarat Penggunaan
ini, maka Anda jangan/berhenti mengakses dan/atau menggunakan Platform atau Layanan
ini.

Akses atas password dan penggunaan password dilindungi dan/atau area tertentu yang
diterlindungi pada Platform dan/atau penggunaan Layanan dibatasi hanya untuk Pelanggan yang
memiliki akun saja. Anda tidak diperbolehkan memperoleh atau berusaha memperoleh akses tidak
sah ke area Platform dan / atau Layanan ini, atau ke area informasi lain yang dilindungi, dengan
cara apapun yang tanpa ijin penggunaan khusus oleh kami. Pelanggaran terhadap ketentuan ini
merupakan pelanggaran yang didasarkan pada hukum Indonesia dan / atau undang-undang dan
peraturan yang berlaku.
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Jika Anda berusia di bawah 18 tahun: Anda harus memperoleh persetujuan dari orang tua atau
wali Anda, penerimaan ataupersetujuan orang tua/wali terhadap Persyaratan Penggunaan ini
beserta persetujuan mereka untuk mengambil tanggung jawab untuk: (i) tindakan Anda; (ii) biaya
yang terkait dengan penggunaan setiap Layanan atau pembelian Produk; dan (iii) penerimaan dan
kepatuhan Anda sesuai dengan Syarat & Ketentuan Penggunaan ini. Jika Anda tidak memiliki
izin dari orang tua atau wali, Anda harus berhenti menggunakan / mengakses platform dan
berhenti menggunakan Layanan ini.

1. Definisi & Interpretasi
Kecuali jika didefinisikan lain, definisi dan ketentuan pada Lampiran 1 akan berlaku untuk
Syarat Penggunaan ini.

2. Penggunaan umum Layanan dan/atau akses atas Platform

281

2.2

2.3

2.4

Pedoman penggunaan Platform dan/atau Layanan: Anda setuju untuk mematuhi setiap
dan semua pedoman, pemberitahuan, aturan operasi dan kebijakan dan instruksi yang
berkaitan dengan penggunaan Layanan dan/atau akses ke Platform, serta setiap
perubahan-nya, yang dikeluarkan oleh kami, dari waktu ke waktu. Kami berhak untuk
merevisi pedoman, pemberitahuan, aturan operasi, kebijakan dan instruksi sewaktu-
waktu dan Anda dianggap mengetahui dan tunduk oleh setiap perubahan tersebut di
atas setelah ada-nya pemberitahuan atau publikasi atas perubahan tersebut di Platform
atau pemberitahuan melalui media lain.

Kegiatan terlarang: Anda setuju dan TIDAK akan melakukan :

a. Berpura-pura sebagai orang lain/entitas, atau memberikan keterangan yang salah,
atau mengaku sebagai orang lain atau kelompok tertentu;

b. Menggunakan Platform atau Layanan untuk tujuan yang melanggar hukum (illegal);
Berusaha untuk mendapatkan akses tidak sah atau mengganggu atau
mengacaukan sistem komputer atau jaringan yang terhubung dengan Platform
atau Layanan;

d. mengumumkan (posting), mempromosikan atau mengirimkan Materi Terlarang
apapun melalui Platform atau Layanan;

e. mengganggu pemanfaatan dan pemakaian dari Platform atau Layanan;

f.  menggunakan atau unggah atau meng-upload perangkat lunak atau material yang
mengandung / dicurigai mengandung virus, komponen merusak, kode berbahaya
atau komponen berbahaya dengan cara apapun yang dapat merusak data atau
mengakibatkan kerusakan Platform atau mengganggu pengoperasian komputer
Pelanggan lain atau perangkat mobile atau Platform atau Layanan; dan

g. menggunakan Platform atau Layanan diluar dari aturan / kebijakan penggunaan
setiap jaringan komputer yang terhubung, setiap standar Internet yang berlaku dan
hukum yang berlaku lainnya.

Ketersediaan Platform dan Layanan: Kami dapat meningkatkan, memodifikasi,
menghentikan sementara, menghentikan penyediaan, menghapus, baik secara
keseluruhan atau sebagian dari Platform atau Layanan, tanpa memberikan alasan &
pemberitahuan sebelumnya, dan tidak bertanggung jawab jika peningkatan, modifikasi,
suspensi atau penghapusan tersebut mencegah Anda mengakses Platform atau bagian
dari Layanan.

Berhak, namun tidak berkewajiban, untuk memantau konten: Kami berhak, tetapi tidak

wajib untuk:
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2.5

2.6

2.7

a. memantau, menyaring atau mengontrol setiap kegiatan, isi atau materi pada
Platform dan / atau melalui Layanan. Atas kebijakan kami sendiri, kami dapat
menyelidiki setiap pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan yang tercantum di
sini dan dapat mengambil tindakan apapun yang dianggap sesuai atau tepat;

b. mencegah atau membatasi akses Pelanggan untuk Platform dan/atau Jasa;
melaporkan kegiatan yang dicuragai sebagai pelanggaran terhadap hukum yang
berlaku, undang-undang atau peraturan kepada pihak yang berwenang serta
bekerja sama dengan pihak berwenang tersebut; dan/atau

d. meminta informasi dan data dari Anda sehubungan dengan penggunaan Layanan
dan/atau akses Platform setiap saat, dan sebagai pelaksanaan hak kami jika Anda
menolak untuk memberikan/mengungkapkan informasi/data tersebut, atau jika
Anda memberikan informasi tidak akurat, menyesatkan, penipuan data dan/atau
informasi atau jika kami memiliki alasan yang cukup mencurigai Anda telah
menyediakan informasi tidak akurat, menyesatkan atau penipuan data dan/atau
informasi.

Kebijakan Privasi: Penggunaan Anda atas Layanan dan/atau akses Anda ke Platform

juga  tunduk pada  Kebijakan Privasi  sebagaimana  tercantum di

http://www.lazada.co.id/privacy-policy/

Syarat & Ketentuan Penjualan: Pembelian Produk apapun akan tunduk pada Syarat &

Ketentuan Penjualan sebagaimana tercantum di http://www.lazada.co.id/terms-of-

usef#tos Jika Anda menggunakan Voucher, maka Syarat & Ketentuan Voucher

sebagaimana dimaksud pada http://www.lazada.co.id/terms-of-use/#tov

Ketentuan lain: selain Syarat Penggunaan ini, penggunaan aspek-aspek tertentu dari

Materi dan Layanan, lebih komprehensif atau versi terbaru dari Materi yang ditawarkan

oleh kami atau sub-kontraktor yang ditunjuk, dapat dikenakan syarat dan ketentuan

tambahan, yang akan berlaku sepenuhnya.

Penggunaan Layanan

a.

Penerapan Klausul ini: Selain dari semua syarat dan ketentuan di Syarat Penggunaan
ini, ketentuan dalam Pasal ini 3 merupakan ketentuan — ketentuan tambahan yang
spesifik berlaku atas penggunaan Anda atas Layanan.

Pembatasan: Penggunaan Layanan terbatas pada Pelanggan yang sah yang berada
pada usia dewasa secara hukum dan yang memiliki kapasitas hukum untuk
masuk/membuat kesepakatan/perjanjian dan mengikatkan diri berdasarkan hukum
yang berlaku. Pelanggan yang melanggar syarat dan ketentuan yang tercantum di sini
serta Pelanggan yang ditangguhkan secara permanen atau sementara dari
penggunaan setiap Layanan tidak diperbolehkan menggunakan Layanan meskipun
mereka memenuhi persyaratan Klausul 3.2 ini.

Persyaratan penggunaan umum:

Dengan ini Anda setuju:

a. untuk selalu mengakses dan/atau menggunakan Layanan hanya untuk tujuan yang
tidak melanggar hukum, dan dengan cara yang sah dan selanjutnya setuju untuk
melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Layanan dengan itikad baik; dan

b. memastikan bahwa setiap informasi atau data yang Anda
berikan/umumkan/posting atau yang dimunculkan di Platform sehubungan dengan
Layanan adalah akurat dan setuju untuk bertanggung jawab atas informasi dan
data tersebut.
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Deskripsi Produk: Kami selalu berusaha untuk memberikan deskripsi yang akurat
tentang Produk, namun tidak bertanggungjawab atas jaminan bahwa deskripsi tersebut
akurat, terkini atau bebas dari kesalahan.

Harga Produk: Semua Harga terdaftar tunduk pada pajak, kecuali dinyatakan lain. Kami
berhak untuk mengubah Daftar Harga setiap saat tanpa memberikan alasan apapun
atau pemberitahuan sebelumnya.

Vendor Pihak Ketiga: Dengan ini Anda mengetahui bahwa atas keberadaan pihak —
pihak lain selain Lazada (Vendor Pihak Ketiga) yang mendaftar dan menjual produk di
Platform. Produk yang dijual di Platform oleh Lazada atau Vendor Pihak Ketiga dapat
dicantumkan pada daftar Produk pada laman web. Untuk menghindari keraguan, setiap
transaksi / kesepakatan atas penjualan produk Vendor Pihak Ketiga kepada Pelanggan,
adalah kesepakatan atau perjanjian yang dibuat langsung oleh Pelanggan dan Vendor
Pihak Ketiga, yang mengikat hanya antara Pelanggan dan Vendor Pihak Ketiga.

4 Pelanggan dengan akun Lazada

a.

Username/Password: Layanan — layanan tertentu yang tersedia di Platform
memerlukan pembuatan akun atau memerlukan Anda untuk memberikan Data Pribadi
Anda. Jika Anda ingin membuat akun Lazada, Username dan Password dapat berupa:
(i) ditentukan dan diberikan oleh kami kepada Anda; atau (ii) Anda tentukan/berikan dan
diterima oleh kami berdasarkan kebijakan mutlak kami sehubungan dengan
penggunaan Layanan dan/atau akses ke Platform yang relevan. Kami sewaktu waktu
dengan kebijakan kami, meminta Anda memperbaharui Data Pribadi Anda atau dapat
membatalkan Username dan/atau Password tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan
tidak bertanggung jawab atas Kerugian (apabila ada) yang diderita oleh Anda, atau
disebabkan oleh Anda, atau yang timbul dari pembatalan, atau sehubungan dengan
pembatalan, atau dari dasar/alasan permintaan pembatalan atau pembatalan tersebut.
Anda dengan ini setuju untuk merubah/memperbaharui Password Anda secara berkala
dan untuk menjaga Username dan Password secara rahasia dan bertanggung jawab
atas keamanan akun Anda dan bertanggung jawab atas pengungkapan atau
penggunaan (apakah penggunaan tersebut diijinkan atau tidak)
dari Username dan/atau password Anda. Anda harus segera hubungi kami jika Anda
mengetahui atau memiliki alasan untuk mencurigai bahwa
kerahasiaan Username dan/atau Password Anda  terganggu atau jika terjadi
penggunaan yang tidak sah dari Username dan/atau Password atau jika Data Pribadi
Anda butuh diperbaharui.
Pengakuan penggunaan/akses: Anda setuju dan mengetahui bahwa setiap
penggunaan Layanan dan/atau akses ke Platform dan informasi, data atau komunikasi
merujuk Username dan Password anda akan dianggap, sebagai:

4.b.1  akses terhadap Platform dan/atau penggunaan Layanan oleh Anda; atau

4.b.2  Posting, pengumuman/pengungkapan, pemberian: informasi, data atau

komunikasi, yang sah dikeluarkan oleh Anda.

Dengan ini Anda setuju untuk tunduk atas akses Platform dan/atau penggunaan Layanan

(apakah akses atau penggunaan tersebut dengan ijin Anda atau tidak) dan Anda setuju
bahwa kami berhak (tetapi tidak berkewajiban) untuk berpegangan dan menganggap bahwa
penggunaan atas nama Username dan/atau Password Anda adalah dilakukan oleh Anda
sendiri (sepanjang tidak ada laporan pemakaian tidak sah sebelumnya atas akun Anda yang
telah terbukti) dan berhak menyimpulkan bahwa pengunaan/kegiatan tersebut dilakukan
atau dikiimkan oleh Anda dan meminta pertanggungjawaban Anda. Anda selanjutnya
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setuju dan mengakui bahwa Anda terikat dan bertanggungjawa sepenuhnya mengganti atau

atas kerugian yang timbul disebabkan setiap penggunaan setiap Layanan dan/atau akses

ke Platform atas nama Username dan Password Anda.

Kekayaan Intelektual

a. Kepemilikan: Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam atau atas Platform serta atas setiap
Materi, dimiliki, atau berlisensi atau dikuasai oleh kami, atau pemberi lisensi kami atau
penyedia layanan kami. Kami berhak untuk menjaga Kekayaan Intelektual sepenuhnya

demi hukum.
b. Penggunaan Terbatas: Tidak ada bagian-bagian dari Platform atau Material yang dapat
direproduksi, direkayasa, decompiled, dibongkar, dipisahkan, diubah,

didistribusikan, republished,  ditampilkan,  disiarkan, ditautkan  (hyperlinked),
direfleksikan (mirrored), disusun (framed), ditransfer atau dikirim dengan cara apapun
atau disimpan/dipasang dalam suatu sistem pencarian informasi atau dipasang pada
suatu server, sistem atau peralatan, tanpa izin tertulis sebelumnya dari kami atau dari
pemilik hak cipta yang bersangkutan. Sesuai dengan Pasal 5.3, izin hanya akan
diberikan kepada Anda untuk men-download, mencetak atau menggunakan Material
untuk penggunaan pribadi dan non-komersial, dengan ketentuan Anda tidak mengubah
Material, kami atau pemilik Hak Cipta yang bersangkutan adalah pemegang semual/tiap
Hak Cipta dan Hak Cipta kepemilikan lainnya yang terkandung pada Material.

c. Merek Dagang (Trademarks): Trademarks yang terdaftar dan yang tidak terdaftar atas
nama kami atau atas nama pihak ketiga.

Tidak ada pada Platform dan Syarat Penggunaan ini yang bisa ditafsirkan sebagai

pemberian, secara tersirat atau tidak, atau di tafsirkan sebagai lisensi atau hak untuk

menggunakan  (termasuk atas meta tagatau "hot" link ke website lain)

setiap Trademarks yang ditampilkan pada Layanan, tanpa izin tertulis dari kami atau pemilik

Trade lain yang berlaku.

Keterbatasan kami atas tanggung jawab dan kewajiban

a. Tidak ada pernyataan atau jaminan:
Layanan, Platform dan Material yang tersedia adalah berbasis "sebagaimana adanya"
dan "sebagaimana tersedia". Semua data dan/atau informasi yang terkandung dalam
Platform, Layanan atau Material yang disediakan ditujukan sebagai informasi saja.
Tidak ada pernyataan atau jaminan apapun, yang tersirat, tersurat maupun diatur,
termasuk jaminan non-pelanggaran (non-infringement) atas pihak ketiga yang meliputi:
hak, kepemilikan, kelayakan jual (merchantability), kualitas yang memuaskan atau
kesesuaian untuk tujuan tertentu, sehubungan dengan Platform, Layanan atau
Material. Tanpa mengesampingkan ketentuan lain yang berlaku, kami tidak menjamin:

a. akurasi, ketepatan waktu, kecukupan, nilai komersial atau kelengkapan dari semua
data dan/atau informasi yang terkandung dalam Platform, Layanan atau Material,

b. bahwa Platform, Layanan atau bahwa setiap Material selalu tersedia tanpa gangguan,
aman atau bebas dari kesalahan atau kelalaian, atau setiap cacat yang ditemukan akan
langsung diperbaiki;

c. bahwa Platform, Layanan atau Material selalu bebas dari virus komputer atau kode
berbahaya lainnya, merugikan, merusak, agen, program atau macro; dan

d. keamanan atas informasi apapun yang dikirim oleh Anda atau untuk Anda melalui
Platform atau Layanan, dan dengan ini Anda menerima risiko bahwa informasi apapun
yang dikirim atau diterima melalui Layanan atau Platform dapat diakses oleh pihak


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

b.

ketiga yang tidak sah dan / atau diungkapkan oleh kami atau petugas, karyawan atau
agen kepada pihak ketiga yang mengaku Anda atau mengaku bertindak di bawah
otoritas Anda. Transmisi melalui Internet dan surat elektronik dapat dikenakan
gangguan, transmisi pemadaman, tertunda transmisi karena lalu lintas internet atau
transmisi data yang tidak benar karena sifat publik dari internet.

Pengecualian pertanggungjawaban: Lazada tidak bertanggung jawab kepada Anda

untuk Kerugian apapun atau apapun penyebabnya (dalm bentuk apapun) yang timbul

secara langsung atau tidak langsung yang terkait atas:

a. akses, penggunaan dan/atau ketidakmampuan untuk menggunakan Platform atau
Layanan;

b. ketergantungan Anda (mengandalkan) pada data atau informasi yang tersedia
melalui Platform dan/atau melalui Layanan. Anda tidak seharusnya bertindak hanya
mengandalkan data atau informasi tanpa terlebih dahulu secara independen/mandiri
memverifikasi isinya;

c. sistem, server atau koneksi yang gagal, kesalahan, kelalaian, gangguan,
keterlambatan dalam transmisi, virus komputer atau kode berbahaya, merugikan,
merusak lainnya, agent program atau macros; dan

d. setiap penggunaan atau akses ke website lain atau halaman web yang ter-
link dengan Platform atau terdapat link —nya di Platform, walaupun jika kami atau
petugas kami atau agen atau karyawan kami telah diberitahukan, atau mungkin telah
diantisipasi, atas kemungkinan yang sama.

Risiko Anda sendiri: Setiap risiko kesalahpahaman, kesalahan, kerusakan, biaya atau
Kerugian yang diakibatkan dari penggunaan Platform, adalah sepenuhnya risiko Anda
sendiri dan Lazada tidak bertanggung jawab untuk itu.

7 Hyperlink, peringatan dan iklan/advertising

a.

Hyperlinks: Untuk kemudahan Anda, kami dapat mencantumkan hyperlink ke situs-
situs lain atau konten di Internet yang dimiliki atau dioperasikan oleh pihak ketiga. Situs
yang terhubung atau konten tidak di bawah kendali kami dan kami tidak bertanggung
jawab atas kesalahan, kelalaian, penundaan, pencemaran nama baik, fitnah,
kebohongan, kecabulan, pornografi, tidak senonoh, ketidaktepatan atau materi yang
lain yang terkandung dalam isi, atau konsekuensi mengakses, setiap situs web terkait.
Setiap hyperlink ke situs-situs lain atau konten bukanlah merupakan bentuk dukungan
atau verifikasi situs atau konten tersebut dan Anda setuju bahwa akses Anda ke atau
penggunaan situs yang terhubung atau konten sepenuhnya menjadi resiko Anda
sendiri.

Iklan: Kami dapat melampirkan banners, java appletdan / atau bahan lain seperti
untuk Platform untuk tujuan advertising atau iklan produk dan/atau layanan kami atau
iklan/advertisingproduk/layanan Vendor Pihak Ketiga kami. Untuk menghindari
keraguan, Anda tidak mempunyai hak untuk mendapatkan pembayaran, biaya dan /
atau komisi sehubungan dengan iklan tersebut atau materi promosi lainnya.

8 Submisi dan Informasi dari Anda

a.Submisi oleh Anda: Anda memberikan kami ijin/lisensi non-eksklusif untuk menggunakan

materi atau informasi yang Anda kirimkan ke Platform dan/atau berikan kepada kami,
termasuk tetapi tidak terbatas pada, pertanyaan, ulasan, komentar, dan saran (secara
kolektif disebut "Submisi"). Ketika Anda me-posting Submisi, Anda juga memberikan
kami hak untuk menggunakan nama yang Anda kirimkan atau Username sehubungan
dengan wulasan tersebut, komentar, atau konten lainnya. Anda tidak akan
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menggunakan alamat e-mail palsu, berpura-pura menjadi orang lain selain diri sendiri
atau menyesatkan kita atau pihak ketiga mengenai asal Submissions apapun. Kita
mungkin, tapi tidak diwajibkan untuk, mempublikasikan, menghapus atau mengedit
Submisi Anda.

b.1zin untuk menerima e-mail: Anda menyetujui dan mengesahkan penggunaan oleh kami
dari setiap informasi yang diberikan oleh Anda (termasuk Data Pribadi) untuk
keperluan pengiriman informasi dan promosi e-mail kepada Anda. Persetujuan Anda
atas ketentuan Klausul ini 8.2 merupakan persetujuan Anda yang bertujuan untuk
perlindungan dari spam (baik di Indonesia atau di tempat lain). Anda dapat memilih
untuk tidak menerima e-mail promosi dengan mengklik hyperlink yang tersedia di
promosi e-mail untuk menyatakan bahwa Anda akan berhenti berlangganan promosi e-

mail.
c.Kebijakan Privasi: Dengan ini Anda menyatakan bahwa Anda telah membaca dan
menyetujui Kebijakan Privasi sebagaimana dijabarkan

pada http://www.lazada.co.id/privacy-policy/, dan menyetujui atas pengumpulan,
penggunaan dan pengungkapan Data Pribadi Anda untuk tujuan sebagai ditetapkan
dalam Kebijakan Privasi tersebut.

Pengakhiran

a.Pengakhiran oleh kami: Berdasarkan kebijakan kami, segera setelah memberikan
pemberitahuan, kami dapat menghentikan penggunaan Platform dan/atau Layanan
dan/atau menonaktifkan Username dan Password Anda. Kami dapat menghentikan
akses Anda ke Platform dan/atau Layanan (atau bagian daripadanya) dengan alasan
tertentu, termasuk jika terjadi pelanggaran terhadap Syarat & Ketentuan Penggunaan
ini atau di mana jika kami percaya bahwa Anda telah melanggar atau bertindak tidak
sesuai dengan syarat atau ketentuan yang berlaku di sini, atau jika dalam pendapat
kami atau pendapat otoritas regulasi, layanan tersebut yang berkaitan dengan Platform
tidak untuk dapat diberikan/dilaksanakan.

b.  Pengakhiran oleh Anda: Anda dapat mengakhiri Syarat & Ketentuan Penggunaan ini
dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja
kepada kami.

c. Untuk tujuan Penghentian ini, Anda dan Lazada sepakat untuk mengesampingkan
ketentuan yang diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdata Indonesia sehingga pengakhiran
akan dilakukan tanpa memerlukan persetujuan atau keputusan pengadilan atau
lembaga lain dalam wilayah Republik Indonesia.

Pemberitahuan

10.1 Pemberitahuan dari kami: Semua pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang
diberikan kepada Anda:

a. dikomunikasikan melalui media cetak atau elektronik yang kami kirimkan dalam
suatu tanggal publikasi atau siaran yang telah kita pilih; atau

b. dikirim melalui pos atau disampaikan pada alamat terakhir Anda, dan akan
dianggap telah diterima oleh Anda pada hari pengiriman tersebut atau pada hari
diterimanya.

10.2 Pemberitahuan dari Anda: Anda hanya dapat memberikan pemberitahuan kepada
kami secara tertulis dikirim ke alamat atau alamat e-mail kami ditunjuk, dan kami akan
menganggap Anda telah menerima pemberitahuan tersebut hanya pada saat tanggal
penerimaan. Kami berusaha untuk menanggapi secara cepat terhadap setiap
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10.3

pemberitahuan dari Anda, namun kami tidak dapat menjamin bahwa kami akan selalu
merespon dengan kecepatan yang konsisten setiap saat.

Media lain: Kendati diatur dalam Klausul 10.1 dan 10.2 diatas, kami mungkin sewaktu-
waktu dapat memilih media atau cara yang lain dalam memberikan pemberitahuan
(termasuk namun tidak terbatas pada e-mail atau bentuk lain dari komunikasi
elektronik) yang waktu atau saat dianggap telah diterima pada saat pemberitahuan
tersebut diberikan.

Umum

111

11.2

11.3

11.4

115

11.6

11.7

Hak kumulatif dan remedi: Kecuali ditentukan lain dalam Syarat & Ketentuan
Penggunaan ini, klausa - klausa Syarat & Ketentuan Penggunaan ini dan hak dan
remedi kami berdasarkan Syarat & Ketentuan Penggunaan ini, adalah kumulatif dan
tanpa prasangka serta hak atau remedi kami mungkin kami miliki berdasarkan hukum
atau keadilan, dan tidak ada ketentuan yang akan menghalangi atau mencegah hak
kami dan upaya hukum atau remedi kami berdasarkan hukum yang berlaku.

No Waiver: Kegagalan kami untuk menegakkan Syarat & Ketentuan Penggunaan tidak
dapat diartikan sebagai diabaikannya dari ketentuan - ketentuan ini, dan kegagalan
tersebut tidak akan mempengaruhi hak kami selanjutnya untuk menegakkan Syarat &
Ketentuan Penggunaan ini. Kami akan tetap berhak menggunakan hak dan
remedy/upaya hukum kami dalam setiap kondisi lain di mana Anda melanggar Syarat
Penggunaan ini.

Severability: Jika suatu saat ada ketentuan pada Syarat & Ketentuan Penggunaan ini
yang menjadi ilegal, tidak sah atau tidak dapat diterapkan dalam hal apapun, maka
legalitas, validitas dan keberlakuan dari ketentuan lainnya dalam Syarat & Ketentuan
Penggunaan ini tidak akan terpengaruh atau berkurang karenanya, dan akan terus
berlaku.

Hak Pihak Ketiga: Seseorang atau pihak yang bukan merupakan pihak yang tunduk
pada Syarat & Ketentuan Penggunaan ini, tidak berhak berdasarkan hukum apapun
dan yurisdiksi manapun untuk menjalankan ketentuan dari Syarat & Ketentuan
Penggunaan ini. Untuk menghindari keraguan, tidak ada dalam Klausa ini yang akan
mempengaruhi hak-hak dari setiap pengalihan yang diizinkan atas Syarat & Ketentuan
Penggunaan ini.

Hukum vyang Berlaku: Penggunaan Platform dan/atau Layanan dan Syarat &
Ketentuan Penggunaan ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum
Republik Indonesia dan pada yurisdiksi eksklusif pengadilan Jakarta Selatan.

Bantuan Hukum: Kami dapat mencari atau menggunakan bantuan hukum dengan
segera berdasarkan itikad baik untuk menangani pelanggaran atau tidak dipatuhinya
Syarat & Ketentuan Pengunaan ini adalah sedemikian rupa sehingga perintah
penahanan sementara atau langsung ganti-rugi lainnya adalah satu-satunya yang
sesuai atau memadai.

Perubahan: Kami dengan pemberitahuan melalui Platform atau dengan metode lain
seperti kami inginkan (yang mungkin termasuk pemberitahuan melalui e-mail), dapat
merubah syarat & ketentuan pada Syarat & Ketentuan Penggunaan yang berlaku pada
tanggal yang kami tentukan melalui cara di atas. Jika Anda menggunakan Platform
atau Layanan setelah tanggal tersebut, Anda dianggap telah menerima perubahan
tersebut. Jika Anda mau menerima atau penolakan perubahan tersebut, Anda harus
berhenti akses atau menggunakan Platform dan Layanan dan mengakhiri Syarat &
Ketentuan Penggunaan ini. Hak kami untuk merubah Syarat & Ketentuan Penggunaan
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di tersebut di atas dapat dilaksanakan tanpa persetujuan dari setiap orang atau badan
yang bukan merupakan pihak berdasarkan Syarat & Ketentuan Penggunaan ini.

11.8 Koreksi kesalahan: Setiap kesalahan ketik, administrasi atau kesalahan lainnya atau
kelalaian dalam penerimaan, faktur atau dokumen lainnya yang terjadi pada sisi kami
akan menjadi bahan perbaikan kami yang dilakukan oleh kami.

11.9 Mata uang: Uang yang berkaitan dengan Syarat & Ketentuan Penggunaan ini adalah
dalam mata uang Rupiah Indonesia.

11.10 Seluruh kesepakatan: Syarat & Ketentuan Penggunaan harus merupakan
keseluruhan perjanjian antara Anda dan kami berkaitan dengan materi pokok
dalam perjanjian dan menggantikan dan menggantikan secara penuh semua
pemahaman, komunikasi dan perjanjian sebelumnya sehubungan dengan materi
pokok dalam perjanjian.

11.11 Mengikat dan konklusif: Anda mengakui dan menyetujui bahwa setiap catatan
(termasuk catatan dari setiap percakapan telepon terkait dengan Layanan, jika
ada) dikelola oleh kami atau penyedia layanan kami yang berhubungan dengan
atau yang berhubungan dengan Platform dan Layanan bersifat mengikat dan
konklusif pada Anda untuk semua tujuan apapun dan menjadi bukti dari setiap
informasi dan / atau data yang dikirimkan antara kami dan Anda. Anda setuju
bahwa semua catatan tersebut diterima sebagai bukti dan bahwa Anda tidak
akan menantang atau membantah diterimanya, kehandalan, akurasi atau
keaslian catatan tersebut dengan alasan karena catatan tersebut dalam bentuk
elektronik atau output dari sistem computer.

11.12 Sub-kontraktor dan delegasi: Kami berhak untuk mendelegasikan atau sub-
kontrak kinerja dari setiap fungsi kami sehubungan dengan Platform dan / atau
Jasa dan berhak untuk menggunakan penyedia layanan, subkontraktor dan / atau
agen pada seperti hal sebagaimana kami anggap pantas.

11.13 Pengalihan: Anda tidak dapat mengalihkan hak dan kewajiban Anda atas Syarat
& Ketentuan Penggunaan tanpa izin tertulis sebelumnya dari kami.

11.14 Force Majeure: Kami dilepaskan dari perrtanggungjawaban atas wanprestasi,
kesalahan, gangguan atau keterlambatan dalam pelaksanaan kewajiban atau
untuk setiap ketidakakuratan, atau ketidaksesuaian di Platform dan / atau isi
Layanan, jika hal tersebut disebabkan, secara keseluruhan atau sebagian,
langsung atau tidak langsung, oleh suatu peristiva atau kegagalan yang
disebabkan Force Majeur atau Keadaan Memaksa.

Lampiran 1

Definisi and Interpretasi

1. Definisi. Kecuali ditentukan lain, istilah berikut akan memiliki arti sebagai berikut dalam
Syarat & Ketentuan Penggunaan ini:

1.1 "Pelanggan” memiliki arti yang sama seperti istilah dalam Syarat & Ketentuan
Penjualan.

1.2 "Kekayaan Intelektual" berarti semua hak cipta, paten, inovasi utilitas, merek dagang
dan merek layanan, indikasi geografis, nama domain, hak desain tata letak, desain
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terdaftar, hak desain, hak database, nama dagang atau bisnis, hak melindungi rahasia
dagang dan rahasia informasi, hak melindungi goodwill dan reputasi, dan semua hak
kepemilikan yang sama atau terkait lainnya dan semua aplikasi yang sama, baik saat
ada atau dibuat di masa depan, di mana saja di dunia, apakah terdaftar atau tidak, dan
semua manfaat, hak istimewa, hak untuk menuntut, memulihkan kerusakan dan
mendapatkan bantuan atau solusi lainnya untuk setiap masa lalu, pelanggaran saat ini
atau masa depan, penyalahgunaan atau pelanggaran hak-hak tersebut di atas.

1.3 "Lazada Indemnitees" berarti Lazada, afiliasinya dan semua yang masing-masing
petugas, karyawan, direktur, agen, kontraktor dan penerima.

1.4 "Lazada", "kita", dan "kami" merujuk kepada PT. Ecart Webportal Indonesia., Sebuah
perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan beralamat
terdaftar di Menara Bidakara Lantai 16, JI. Jenderal Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta
Selatan 12870.

1.5 "Daftar Harga" berarti harga produk yang tercantum untuk dijual kepada pelanggan,
sebagaimana tercantum pada Platform.

1.6 "Kerugian" berarti semua penalti, kerugian, jumlah penyelesaian, biaya (termasuk
biaya hukum dan biaya pengacara), biaya, pengeluaran, aksi, proses, klaim, tuntutan
dan kewajiban lainnya, yang dapat di duga atau tidak.

1.7 "Material" berarti, secara kolektif, semua halaman web pada Platform, termasuk
informasi, gambar, link, suara, gambar, video, software, aplikasi dan bahan lain yang
ditampilkan atau tersedia pada Platform dan fungsi atau layanan yang disediakan di
Platform.

1.8 "Pesanan" berarti pesanan Anda untuk produk melalui Platform sesuai dengan Syarat
& Kondisi Penjualan.

1.9 "Password" mengacu pada password yang valid milik Nasabah yang memiliki akun
Lazada yang dapat digunakan dengan Username untuk mengakses Platform dan / atau
Layanan terkait.

1.10"Data Pribadi" berarti data, apakah benar atau tidak, yang dapat digunakan untuk
mengidentifikasi, menghubungi atau mencari Anda. Data Pribadi bisa termasuk nama,
alamat e-mail, alamat penagihan, alamat pengiriman, nomor telepon dan informasi
kartu kredit. "Data Pribadi" akan dianggap termasuk setiap data yang Anda berikan
kepada kami ketika menempatkan Order.

1.11"Platform" berarti: (a) web dan/atau versi mobile dari web yang dioperasikan dan/atau
dimiliki oleh Lazada yang saat ini terletak di URL berikut: www.lazada.co.id; dan (b)
aplikasi mobile yang dibuat dari waktu ke waktu oleh Lazada, termasuk iOS dan
Android.

1.12"Kebijakan Privasi" berarti kebijakan privasi yang ditetapkan
di http://www.lazada.co.id/privacy-policy/.

1.13"Produk" berarti produk (termasuk angsuran produk atau bagian dari pada itu) yang
tersedia untuk dijual ke pelanggan di Platform.

1.14"Materi Terlarang" berarti setiap informasi, grafis, foto, data dan / atau materi lainnya
yang:

a. mengandung virus komputer atau kode invasif atau merusak lainnya, program
atau makro;

b. melanggar Hak Kekayaan Intelektual kami atau pihak ketiga atau hak
kepemilikan lainnya;

C. memfitnah, memfitnah atau mengancam;
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d. cabul, pornografi, tidak senonoh, palsu, penipuan, pencurian, berbahaya atau
ilegal berdasarkan hukum yang berlaku; dan / atau isi yang ofensif atau tidak
pantas, berdasarkan pendapat kami.

1.15"Layanan" berarti layanan, informasi dan fungsi yang disediakan oleh kami di Platform.
1.16"Submission" seperti yang didefinisikan dalam Klausul 8.1 Syarat & Ketentuan

Penggunaan.

1.17"Syarat & Kondisi Penjualan” berarti syarat dan ketentuan yang mengatur pembelian

Pelanggan atas Produk dan ditetapkan di http://www.lazada.co.id/terms-of-use/#tos.

1.18"Syarat & Ketentuan Penggunaan" berarti semua ketentuan, Klausul 1-11 dan setiap

Lampiran dari Syarat dan Ketentuan Penggunaan ini.

1.19"Trademark" berarti merek dagang, merek layanan, nama dagang dan logo yang

digunakan dan ditampilkan pada Platform.

1.20"Username” mengacu pada nama identifikasi login unik atau kode yang
mengidentifikasi Pelanggan yang memiliki akun di Lazada.

1.21"Voucher" berarti voucher yang dapat digunakan oleh Pelanggan atas pembayaran
pembelian pada Platform, berdasarkan dengan syarat dan ketentuan di Platform atau
di http://www.lazada.co.id/terms-of-use/#tov

1.22"Anda" merujuk pada Pelanggan, Pembeli dan/atau individu berusia di atas 18 atau

yang di bawah 18 namun dengan perwakilan dan/atau pengawasan orang tua atau wali
yang sah.

2 Interpretasi: Setiap acuan pada Syarat & Ketentuan Penggunaan untuk setiap ketentuan
harus ditafsirkan sebagai acuan bahwa ketentuan tersebut sebagaimana telah diubah,
diberlakukan kembali atau diperpanjang pada waktu yang relevan. Dalam Perjanjian, setiap
kali kata "termasuk”, " digunakan, akan dianggap sebagai "tanpa batasan". Kecuali
ditentukan lain, semua referensi untuk hari adalah hari kalender, dan "bulan" atau "bulanan”
mengacu bulan kalender. Setiap Judul tidak di jadikan interpretasi atas Syarat & Ketentuan
Penggunaan ini, jika terjadi konflik atau inkonsistensi antara dua atau lebih ketentuan dalam
Syarat & Ketentuan Penggunaan ini, apakah ketentuan tersebut tercantum dalam dokumen
yang sama atau berbeda, konflik atau inkonsistensi tersebut maka Lazada akan
menentukan ketentuan yang berlaku.

Syarat & Ketentuan Penjualankembai ke atas

1. Definisi & Interpretasi
Kecuali jika didefinisikan lain, definisi dalam Lampiran 1 akan berlaku untuk Syarat &
Ketentuan Penjualan ini.

2. Pembelian Produk
2.1 Kepatuhan Anda: Sebelum menggunakan, mengakses atau memanfaatkan Platform ini,
Anda sudah membaca dengan baik setiap dan seluruh Syarat dan Ketentuan ini yang
antara lain berisi mengenai pedoman, pemberitahuan, aturan operasional, kebijakan
dan instruksi yang berkaitan dengan pembelian produk melalui Platform. Dan dengan
melanjutkan penggunaan atau pemanfaatan fasilitas yang diberikan oleh Platform maka
Anda telah menyatakan persetujuan Anda terhadap setiap dan seluruh ketentuan
dalam Syarat dan Ketentuan ini. Kami akan mempublikasikan setiap perubahan yang
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2.2

2.3

2.4

2.5

bersifat substansial atau amandemen dari Syarat dan Ketentuan ini (apabila ada)
melalui Platform dan Anda diwajibkan untuk membaca dengan baik setiap perubahan
atau amandemen tersebut sehingga apabila Anda tetap menggunakan, mengakses
atau memanfaatkan Platform, Anda dianggap telah mengetahui, memahami dan
menyetujui perubahan atau amandemen tersebut. Apabila Anda menghendakinya, kami
akan menginformasikan kepada Anda melalui e-mail Anda yang terdaftar di data kami
terhadap setiap perubahan yang bersifat substansial atau amandemen dari Syarat dan
Ketentuan pada saat perubahan atau amandemen tersebut dipublikasikan melalui
Platform. Setiap keberatan atas adanya perubahan yang bersifat substansial atau
amandemen dari Syarat dan Ketentuan dapat diajukan kepada kami selambat-
lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal perubahan atau amandemen
tersebut dipublikasikan melalui Platform.

Deskripsi Produk: Penjual harus memberikan deskripsi, harga, gambar, dan/atau

informasi lainnya yang jelas dan benar mengenai setiap Produk yang ditawarkan untuk
dijual kepada Pelanggan melalui Platform. Sebagai penyedia Platform, Lazada akan
mengkomunikasikan kepada Penjual apabila terdapat informasi, deskripsi, harga,
gambar yang tidak akurat mengenai Produk berdasarkan keluhan atau laporan dari

Pelanggan. Apabila Produk yang Pelanggan pesan ternyata memiliki perbedaan

dengan deskripsi, harga, gambar dan atau informasi lainnya yang diberikan oleh

Penjual, maka Pelanggan harus mengkomunikasikan keberatan Pelanggan kepada

Lazada melalui layanan Customer Service yang disediakan melalui Platform. Lazada

selanjutnya akan meneruskan keberatan Pelanggan kepada Penjual yang
bersangkutan. Untuk menghindari keraguan, tanggung jawab Lazada terbatas pada
layanan Lazada melalui Customer Service untuk memfasilitasi keberatan Pelanggan
kepada Penjual yang bersangkutan untuk dimintakan pertanggungjawaban dan mencari
solusi yang terbaik bagi Penjual dan Pelanggan. Lebih jauh, ketentuan Pasal 6 dari
Syarat dan Ketentuan dalam hal ini berlaku.

Penjual: Produk yang dijual oleh "Penjual”. Penjual merujuk ke pihak lain selain Lazada
(pihak tersebut sebagaimana dimaksud dalam Syarat & Ketentuan Penjualan sebagai
"Vendor Pihak Ketiga"). Lazada mungkin dapat menjadi "Penjual® untuk Produk
tertentu. Keterangan atas Produk yang dijual oleh Vendor Pihak Ketiga dan Produk
yang dijual oleh Lazada, dinyatakan pada halaman web Produk pada Platform. Produk
yang dijual kepada Anda oleh Penjual akan diatur oleh Kontrak Pelanggan (rincian lebih
lanjut di bawah ini dalam Klausul 2.6) dimana:

2.3.1 untuk Produk yang dijual oleh Vendor Pihak Ketiga, adalah merupakan
kesepakatan atau perjanjian yang mengikat hanya antara Vendor Pihak Ketiga
dengan Anda secara langsung; dan

2.3.2 untuk Produk yang dijual oleh Lazada, adalah merupakan kesepakatan atau
perjanjian yang mengikat antara Lazada dan Anda.

Pemesanan Anda: Anda dapat memesan Order Anda dengan mengisi formulir Order

pada Platform dan mengklik pada tombol "Konfirmasi Pesanan". Anda harus

bertanggung jawab untuk memastikan keakuratan Pesanan Anda.

Pesanan tidak dapat ditarik kembali: Semua Pesanan tidak dapat ditarik kembali

setelah transmisi melalui Platform dan Penjual berhak (namun tidak berkewajiban)
untuk memproses Pesanan tersebut tanpa konfirmasi lebih lanjut dan tanpa
pemberitahuan lebih lanjut kepada Anda. Namun demikian, dalam keadaan tertentu
sebagaimana tercantum dalam Pasal 8, Anda dapat meminta untuk membatalkan atau
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2.6

257

2.8

2.9

mengubah Pesanan, Penjual akan berusaha untuk memberikan upaya yang wajar.
Namun, Penjual tidak diwajibkan untuk memenuhi permintaan pembatalan Anda atau
permintaan Anda untuk mengubah Pesanan yang telah Anda konfirmasi.

Hak Penjual sehubungan Pesanan: Semua Pesanan berdasarkan penerimaan Penjual
atas kebijakannya sendiri dan masing-masing Pesanan diterima oleh Penjual (Pesanan
yang diterima selanjutnya disebut sebagai "Kontrak Pelanggan") merupakan kontrak
yang terpisah. Dengan ini Anda sepakat bahwa, jika Anda tidak menerima
pemberitahuan bahwa Penjual menerima pesanan Anda, maka Penjual bukan
merupakan pihak yang tunduk pada perjanjian atau janji yang mengikat secara hukum
atas penjualan atau transaksi lainnya dengan Produk, dan karena itu Penjual tidak
bertanggung jawab untuk setiap Kerugian yang mungkin terjadi sebagai hasilnya. Untuk
menghindari keraguan, Penjual berhak untuk menolak proses atau menerima Pesanan
yang diterima dari atau melalui Platform berdasarkan kebijaksanaan Penjual.
Pemutusan oleh Penjual dalam hal kesalahan harga: Penjual berhak untuk mengakhiri
Kontrak Pelanggan, dalam hal terjadi kesalahan pencantuman harga Produk pada
Platform, di mana Lazada akan membantu Penjual untuk memberitahu Anda tentang
pembatalan tersebut. Atas hal ini, Penjual memiliki hak untuk mengakhiri Kontrak
Pelanggan walaupun Produk telah dikirim atau sedang dalam pengiriman dan apakah
terjadi pembayaran. Atas pembatalan dari Penjual ini, jika Pelanggan telah membayar,
maka uang pembayaran Pesanan yang dibatalkan tersebut akan dikembalikan kepada
Pelanggan.

Garansi Produk: garansi sehubungan dengan Produk ("Produk Garansi") yang dijual
dengan Kontrak Pelanggan harus seperti yang dinyatakan oleh Penjual melalui
Platform, dalam "Spesifikasi" pada "Tipe Garansi" dan "Masa Garansi" atas Produk
yang bersangkutan, dimana terdapat syarat dan ketentuan di dalamnya. Garansi dan
persyaratannya, perbaikan dalam garansi atau persyaratannya, atau ketentuan lain
yang tercantum dalam Garansi Produk, adalah berlaku kecuali secara tegas dilarang
oleh hukum yang berlaku.

Pengakuan Pelanggan: Anda mengakui dan menjamin bahwa Anda tidak
mengandalkan dan berpegangan hanya pada setiap syarat, ketentuan, garansi, usaha,
bujukan atau representasi yang dibuat oleh atau atas nama Penjual yang belum
dinyatakan secara tegas dalam Kontrak Pelanggan atau atas setiap deskripsi atau
ilustrasi atau spesifikasi yang tercantum dalam dokumen apapun termasuk katalog atau
bahan publikasi di Platform atau oleh Penjual. Anda juga mengetahui dan sepakat
bahwa pengecualian garansi, pengecualian kewajiban dan pengecualian remedi pada
Syarat & Ketentuan Penjualan dan Pelanggan Kontrak, akan mengalokasikan risiko
antara pihak-pihak dan ijin Penjual untuk menyediakan produk pada biaya yang lebih
rendah atau harga dari penjual lain bisa dan Anda setujui bahwa pengecualian tersebut
adalah tanggung jawab yang wajar.

2.10Tidak ada pernyataan atau jaminan: Tanpa mengurangi Klausul 2.9:

2.10.1 Tidak ada Ketentuan yang dibuat atau yang akan tersirat juga tidak ada
jaminan yang diberikan atau diimplikasikan sebagai jangka waktu pemakaian
atau keausan Produk atau bahwa akan cocok untuk tujuan tertentu atau
menggunakan dalam kondisi tertentu, walaupun untuk tujuan atau kondisi
tersebut dapat diketahui atau diberitahukan kepada Penjual;

2.10.2 Penjual mengikatkan diri hanya untuk memberikan produk sesuai dengan
gambaran umum di mana mereka dijual, apakah ada atau tidak ada
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2.10.3

2.104

2.10.5

2.10.6

2.10.7

keterangan khusus atau keterangan tertentu harus telah diberikan atau
dinyatakan secara tersirat oleh hukum. Setiap keterangan khusus atau
tertentu yang harus diambil hanya sebagai ekspresi pendapat Penjual.
Lazada maupun penjual tidak memberikan jaminan mutlak untuk kualitas,
keadaan, kondisi atau kelayakan Produk;

Lazada tidak akan bertanggungjawab untuk tindakan yang diambil oleh
Pelanggan atau pihak ketiga dan konsekuensinya atas: perbaikan yang tidak
tepat, perubahan dari Produk tanpa persetujuan sebelumnya dari Lazada,
penambahan dan penyisipan komponen atau spare part/suku cadang.

Penjual tidak akan bertanggungjawab atas setiap cacat yang timbul dari
ketidaksesuaian pemakaian atau penggunaan yang salah, instalasi atau
pemasangan yang salah yang dilakukan Pelanggan atau pihak Kketiga,
keausan wajar, kerusakan yang disengaja, kelalaian, pemakaian yang tidak
wajar, penanganan atau pemakaian yang salah, perawatan yang salah,
beban yang berlebihan, materi operasi dan materi pengganti yang tidak
cocok, pondasi tidak cocok, kimia atau pengaruh elektronik atau listrik elektro-
teknis, kegagalan atau kelalaian atau kesalahan Pelanggan atau pihak ketiga
untuk mengikuti instruksi Lazada atau deskripsi atau manual Produk (baik
secara lisan atau tertulis), penyalahgunaan atau perubahan atau perbaikan
Produk tanpa persetujuan Lazada atau service centre resmi Produk;

Penjual tidak bertanggung jawab atas Kerugian yang diderita oleh pihak
ketiga secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh perbaikan atau
pekerjaan perbaikan yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari Lazada
terlebih dahulu. Pelanggan membebaskan Penjual dan Lazada terhadap
semua Kerugian yang timbul;

Penjual tidak bertanggungjawab atas garansi atau jaminan atas (atau jaminan
lainnya, garansi) jika total harga untuk Produk belum dibayarkan sepenuhnya
dana pada jatuh tempo pembayaran; dan

Penjual tidak bertanggungjawab atas cacat pada Produk yang timbul setelah
berakhirnya masa berlaku Garansi Produk.

2.11 Kekayaan Intelektual:

2111

2.11.2

2113

Kecuali persetujuan tertulis dari Lazada, Pelanggan tidak akan menghapus
atau mengubah trademark, merek dagang, logo, hak cipta, nomor seri, label,
tag atau tanda identitas lainnya, simbol atau ulasan ditempelkan dalam
Produk.

Apabila aplikasi perangkat lunak, driver atau program komputer lain dan/atau
semua rincian desain lainnya, buku pegangan atau manual teknis, gambar
atau data lain (secara kolektif disebut sebagai "Materi Produk™) disediakan
oleh Penjual kepada Pelanggan atas /berkaitan dengan Pesanan,
penggunaan dan penyimpanan Materi Produk tunduk pada syarat dan
ketentuan dari lisensi atau penggunaan (seperti lisensi end customer,
pembatasan atau persyaratan penggunaan) sebagaimana ditentukan oleh
penjual atau pemberi lisensinya dan yang harus digunakan sesuai syarat dan
ketentuan.

Pelanggan setuju dan mengakui bahwa Materi Produk harus tetap menjadi
milik penjual atau pemberi lisensinya. Konsumen juga setuju bahwa setiap
dan semua Kekayaan Intelektual yang terkandung di dalamnya atau yang
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berkaitan dengan Materi Produk akan tetap menjadi milik tunggal dan
eksklusif dari Penjual atau pemberi lisensinya. Kecuali secara tertulis
dicantumkan dalam Pesanan atau persetujuan tertulis dari Lazada,
Pelanggan menyanggupi untuk mengembalikan materi Produk dan/atau
salinannya berdasarkan permintaan Lazada.

Pengiriman Produk

3.1

3.2

3.3

3.4

315

3.6

3.7

Alamat: Pengiriman Produk harus dikirim ke alamat yang Anda tentukan dalam
Pesanan Anda, kecuali disepakati lain.

Biaya pengiriman & pengepakan: Biaya pengiriman dan pengepakan sebagaimana
tercantum dalam Pesanan.

Pelacakan: Anda dapat melacak status pengiriman pada halaman "Order Tracking"
pada Platform.

Jangka waktu pengiriman: Pengiriman produk tergantung pada ketersediaan dari
produk. Penjual akan melakukan segala upaya yang wajar untuk memberikan Produk
kepada Anda dalam jangka waktu pengiriman yang tertera pada halaman terkait yang
digunakan oleh Produk terdaftar, namun dengan ini Anda mengakui bahwa ada
kemungkinan sebuah Produk menjadi tidak tersedia pada saat Platform di update atau
terjadi pengkinian atas Pesanan atau Produk. Jangka waktu pengiriman yang diberikan
merupakan perkiraan dan penundaan dapat saja terjadi. Jika pengiriman Produk Anda
tertunda karena ketidaksediaan Produk, Penjual memberitahu Anda melalui e-mail dan
Produk Anda akan dikirim secepatnya ketika telah tersedia pada Penjual. Jangka
waktu pengiriman bukan merupakan hakikat, dan Penjual tidak bertanggung jawab
atas keterlambatan pengiriman.

Penerimaan: Pengiriman Produk dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa
kurir/pengiriman yang ditunjuk oleh masing-masing Penjual, bukan oleh Lazada.
Lazada bertanggung jawab untuk memfasilitasi laporan/keluhan dari Pelanggan
apabila Pelanggan belum menerima Produk dalam jangka waktu yang diestimasikan.
Dalam hal Pelanggan belum menerima Produk dalam jangka waktu yang
diestimasikan, maka Pelanggan harus memberitahu Customer Service yang
disediakan melalui Platform perihal tersebut sejak tanggal estimasi Produk seharusnya
diterima dalam jangka waktu yang wajar. Lazada selanjutnya akan meneruskan
keberatan Pelanggan kepada Penjual dan/atau perusahaan penyedia jasa
kurir/pengiriman yang bersangkutan untuk mencari solusi yang terbaik bagi Penjual
dan Pelanggan. Untuk menghindari keraguan, tanggung jawab Lazada terbatas pada
layanan Lazada melalui Customer Service untuk memfasilitasi laporan/keluhan
Pelanggan kepada Penjual dan/atau perusahaan penyedia jasa kurir/pengiriman yang
bersangkutan. Apabila Pelanggan tidak melakukan pemberitahuan dalam jangka waktu
yang wajar sebagaimana yang disebutkan di atas, maka Lazada menganggap
Pelanggan telah menerima Produk dengan baik.

Voucher dari Lazada: Jika ada keterlambatan dalam pengiriman produk, Penjual
dan/atau Lazada dapat saja dengan kebijakannya sendiri menawarkan Voucher
kepada Pelanggan. Dengan diterimanya Voucher tersebut oleh Pelanggan, maka
dengan penerimaan tersebut tanda Pelanggan setuju untuk tidak memberikan tuntutan
lebih lanjut terhadap Penjual dan Lazada.

Kegagalan pengiriman Produk: Jika Penjual gagal mengirimkan Produk; dan/atau kurir
gagal mengirimkan Produk; dan/atau barang hilang pada saat pengiriman, dan/atau
Pelanggan gagal menerima pengiriman Produk dikarenakan kesalahan dan/atau
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kelalaian-nya sendiri (selain karena alasan sebab apapun di luar kendali yang wajar
Pelanggan atau dengan alasan kesalahan Penjual) maka tanpa mengurangi hak
Penjual untuk melakukan pengiriman ulang atau tindakan perbaikan lainnya, Penjual
dapat saja memutuskan untuk mengakhiri atau membatalkan Pesanan atau Kontrak
Pelanggan. Jika dalam hal ini, Pelanggan telah membayarkan pembayaran atas
Produk maka Lazada akan mengembalikan pembayaran (refund) atas Pesanan
tersebut kepada Pelanggan.

Harga Produk

4.1

4.2

Daftar Terdaftar: Harga yang harus dibayar oleh Pelanggan merupakan Harga yang
diperlihatkan pada saat Pelanggan melakukan konfirmasi pembayaran Pesanan di
Platform. Harga Produk yang ditawarkan dan dicantumkan di Platform dapat berubah
sewaktu-waktu tergantung kepada kebijakan Penjual. Penjual berhak untuk mengubah
Harga Produk dan perubahan Harga tersebut akan tampil pada halaman penawaran
Produk terkait sehingga Pelanggan dapat mengetahui Harga Produk yang diperbaharui
sebelum melakukan pembayaran.

Pajak: Pada umumnya harga Produk yang dijual melalui Platform sudah termasuk
pajak, Apabila harga Produk yang dimaksud tidak termasuk pajak, maka Penjual akan
menginformasikan kepada Pelanggan secara jelas.

Pembayaran

51

5.2

5.3

54

Umum: Anda dapat membayar Produk menggunakan salah satu metode pembayaran
yang ditentukan oleh Lazada. Bila Anda menempatkan Pesanan, pembayaran yang
sebenarnya hanya akan dikenakan pada saat penerimaan Pesanan Penjual dan
pembentukan Kontrak Pelanggan. Semua pembayaran harus dilakukan kepada
Lazada, baik penerimaan pembayaran dalam dirinya sendiri atau sebagai agen penjual
(di mana Penjual adalah Vendor Pihak Ketiga). Anda mengakui bahwa Lazada berhak
untuk mengumpulkan pembayaran dari Anda atas nama Penjual atau Vendor Pihak
Ketiga. Atas setiap metode pembayaran termasuk namun tidak terbatas pada bank
transfer, kartu kredit, COD, virtual acccount, cicilan, dan lain-lain, maka Pelanggan
tunduk pada ketentuan di: http://www.lazada.co.id/helpcenter/payment/ Lazada
dan.atau Penjual dapat saja memutuskan untuk mengakhiri atau membatalkan
Pesanan atau Kontrak Pelanggan jika Pelanggan atau pembayaran Pelanggan tidak
memenuhi ketentuan di : http://www.lazada.co.id/helpcenter/payment/. Jika dalam hal
ini, Pelanggan telah membayarkan pembayaran atas Produk maka kewajiban Lazada
terbatas pada pengembalian pembayaran (refund) atas pembayaran Pesanan tersebut
kepada Pelanggan.

Persyaratan tambahan: Untuk memastikan keamanan dalam bertransaksi, bagi
kepentingan Penjual, Pelanggan, dan Lazada sebagai penyedia Platform, Lazada
berhak untuk meminta informasi tambahan kepada Pelanggan untuk melakukan
verifikasi pembayaran atas Produk yang dipesan.

Metode pembayaran: Pelanggan harus mengikuti ketentuan yang berlaku atas metode
pembayaran. Lazada dapat mengubah, menambahkan atau menghentikan, untuk
sementara atau seterusnya suatu metode pembayaran. Sebelum diberlakukan, Lazada
akan mempublikasi perubahan, penambahan atau penghentian suatu metode
pembayaran melalui Platform agar dapat diketahui oleh Pelanggan.

Pembayaran dengan Voucher & Promo: Jika Anda menggunakan Voucher, maka
Syarat & Ketentuan Voucher sebagaimana tertera pada Platform akan berlaku atau
sebagaimana tercantum pada link dibawah ini http://www.lazada.co.id/terms-of-
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5.5

5.6

5.7

use/#tov Untuk diskon atau promo pihak ketiga (bank atau partner lainnya) maka
berlaku syarat dan ketentuan atas promo tersebut. Pesanan atau pembayaran
Pesanan yang tidak sesuai dengan syarat & ketentuan promo dapat dibatalkan oleh
Lazada atau pihak ketiga tersebut melalui Lazada.

Faktur: Penjual dapat menagih Anda pada tanggal jatuh tempo pembayaran
berdasarkan Kontrak Pelanggan.

Kegagalan pembayaran: Jika Pelanggan gagal melakukan pembayaran sesuai dengan
syarat dan ketentuan dari metode pembayaran yang dipilih sebagaimana dimaksud
pada ; dan/atau pembayaran tidak dilakukan atau dibatalkan oleh Customer; dan/atau
pembayaran yang tidak dapat di verifikasi oleh sistem pembayaran atau bank, maka
tanpa mengurangi hak atau upaya hukum yang tersedia untuk penjual, Penjual
dan/atau Lazada atas nama Penjual berhak untuk membatalkan Kontrak Pelanggan
atau menangguhkan pengiriman Produk sampai pembayaran atas Produk terverifikasi
dan/atau dibayar penuh. Jika dalam hal ini, Pelanggan telah membayarkan
pembayaran atas Produk maka dana akan dikembalikan (refund) atas Pesanan
tersebut kepada Pelanggan.

Pengembalian Dana Pembayaran:

a. Semua pengembalian dana akan dilakukan melalui mekanisme pembayaran asal
kepada orang yang membuat pembayaran asal, kecuali untuk Cash on Delivery, di
mana pengembalian dana akan dilakukan melalui transfer bank ke rekening bank
individu Pelanggan dengan syarat rincian rekening bank yang diberikan kepada
kami telah lengkap dan akurat.

b. Kami tidak memberikan jaminan apapun dalam akurasi waktu masuknya
pengembalian dana ke rekening Anda. Proses pembayaran mungkin memerlukan
waktu dan tunduk pada masing-masing bank dan/atau waktu dari proses internal
penyedia system pembayaran.

c. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pengembalian yang dikenakan oleh
bank dan/atau penyedia system pembayaran akan ditanggung oleh kami.

d. Semua pengembalian dana berdasarkan pengembalian Produk yang telah
valid/sesuai.

e. Kami berhak untuk melakukan perubahan mekanisme refund atau pengembalian
dana tanpa kewajiban dengan pemberitahuan sebelumnya.

Pengembalian / Perbaikan / Penggantian

6.1

6.2

6.3

6.4

Semua pengembalian harus dilakukan sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan dalam
Kebijakan Pengembalian di http://www.lazada.co.id/helpcenter/returns-

refunds/#answer-fag-return-ans. Penjual tidak berkewajiban untuk menyetujui
pengembalian kecuali semua instruksi tersebut diikuti. Jika Penjual setuju untuk
pengembalian, Penjual akan memberikan penggantian produk ke alamat Anda.

Pengembalian yang diijinkan: Sesuai dengan Pasal 6.1, dalam jangka waktu 14 hari

terhitung sejak tanggal pengiriman produk, Anda dapat mengembalikan Produk jika:
menerima produk yang secara fundamental berbeda dari Produk ditetapkan dalam
Kontrak Pelanggan; atau

menerima Produk yang rusak atau salah.
Jika Pelanggan menerima produk palsu maka kewajiban Lazada hanya terbatas pada
pengembalian dana, Lazada tidak wajib mencarikan produk pengganti untuk
Pelanggan.
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6.5 Penggantian Produk: Penggantian Produk dilakukan hanya jika Lazada dan/atau
Penjual telah setuju. Jika Lazada (atau Penjual) telah setuju memberikan penggantian
Produk atau telah setuju untuk memberikan pengembalian dana kepada Pelanggan,
Produk dan seluruh komponen atau lengkap dengan kemasannya dan seluruh isi-nya,
wajib dikembalikan atau dikirim kembali ke Penjual secepatnya dengan biaya
pengiriman ditanggung oleh Pelanggan.

6.6 Resiko kerusakan atau kehilangan: Pada saat Produk telah berpindah tangan dari kurir
kepada Pelanggan atau orang lain yang mewakili Pelanggan, atau orang yang
Pelanggan tuju/tunjuk atau pihak yang berwenang untuk menerima barang di kantor
atau hunian, maka risiko kerusakan atau hilangnya Produk berada pada Pelanggan.
Penjual wajib memastikan kurir untuk selalu mendapatkan nama jelas penerima
barang dan waktu (tanggal/bulan/tahun) diterimanya Barang oleh penerima Barang.

Pertanyaan dan keluhan

Jika Anda memiliki pertanyaan atau keluhan, silahkan hubungi Lazada

melalui http://www.lazada.co.id/contact/ atau menggunakan pilih/klik "Hubungi Kami"

pada http://www.lazada.co.id/fag/ , atau dengan menghubungi Customer Service kami,

Lazada akan bekerja sama dengan Penjual untuk menjawab pertanyaan dan keluhan Anda.

Pemutusan

8.1 Pembatalan oleh Anda: Anda dapat membatalkan Kontrak Pelanggan sebelum Penjual
mengirimkan Produk berdasarkan Kontrak Pelanggan tersebut dengan mengisi
formulir pada http://lzd.co/idzen atau menghubungi Customer Service kami. Jika
Produk telah dikirim, Anda tidak dapat membatalkan Kontrak Pelanggan namun hanya
dapat mengembalikan Produk sesuai dengan Pasal 6.

8.2 Pembatalan oleh Penjual: Tanpa mengesampingkan hak lain yang diatur dalam Syarat
& Ketentuan Penjualan ini, Penjual dengan pemberitahuan kepada Lazada atau
Lazada yang bertindak atas nama Penjual, dapat membatalkan atau menangguhkan
pengiriman Produk dengan segera setelah melalui pemberitahuan tertulis dan/atau
secara lisan melalui Customer Service kepada Pelanggan dalam hal terjadinya salah
satu dari peristiwa berikut:

8.2.1 Stok Produk habis atau tidak tersedia;

8.2.2 Pelanggan melanggar kewajiban berdasarkan Kontrak Pelanggan, Syarat &
Ketentuan Penggunaan, Syarat & Ketentuan Penjualan, atau ketentuan lain
yang berlaku di Platform;

8.2.3 Pelanggan ditetapkan pailit oleh pengadilan atau badan yang berwenang;

8.2.4 Kecurigaan atas adanya fraud atau kecurangan dalam bentuk apapun
berdasarkan kebijakan atau investigasi Lazada ataupun Penjual;

8.3 Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdata Indonesia
sehingga pemutusan Kontrak Pelanggan baik yang dibuat oleh Anda atau Penjual
akan dilakukan tanpa memerlukan persetujuan atau keputusan pengadilan atau
lembaga lain di dalam wilayah Republik Indonesia.

Risiko dan Kepemilikan Barang

9.1 Kepemilikan Produk tidak akan berpindah ke Pelanggan sampai pembayaran atas
Produk diterima Lazada secara penuh atas harga Produk.

9.2 Sebelum kewajiban pelunasan Produk dipenuhi, Pelanggan hanya bertindak sebagai
agen fidusia Lazada (atau Bailee) bukan pemilik atas Produk.
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9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

Pelanggan setuju dengan Lazada bahwa Pelanggan harus segera memberitahukan
Lazada materi apapun dari waktu ke waktu yang mempengaruhi nama Lazada atas
Barang dan Pelanggan harus memberikan informasi kepada Lazada yang berkaitan
dengan barang yang mungkin diperlukan Lazada dari waktu ke waktu.

Pada kondisi yang dimaksud Klausa 9.2 dan 9.3, Lazada berhak untuk meminta
Pelanggan untuk menyerahkan barang ke Lazada dan apabila terjadi ketidakpatuhan,
Lazada memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum terhadap Pelanggan untuk
mendapatkan kembali Produk atau Barang tersebut, dan juga memiliki hak untuk
meminta pertanggungjawabab atas seluruh kerugian dan biaya lainnya termasuk
namun tidak terbatas atas biaya upaya hukum.

Pelanggan tidak berhak untuk mentransfer, mengalihkan, melepaskan, menjaminkan
atau dengan apapun membebankan Barang atau Produk yang masih belum terlunasi,
yang merupakan milik Lazada, jika Pelanggan melanggarnya maka sehingga semua
hutang atau sisa pelunasan atau pembayaran atas Barang atau Produk menjadi jatuh
tempo dan dapat ditagih.

Jika ketentuan dalam Klausa 9 tidak efektif sesuai dengan hukum negara di mana
Barang berada, maka Pelanggan harus mengambil semua langkah yang diperlukan
untuk memberikan efek yang sama dengan yang berlaku pada Klausa 9 ini.

Dengan ini Pelanggan membebaskan Lazada, semua petugas, karyawan, direktur,
agen, kontraktor, atas semua kerusakan, kerugian, biaya, beban dan biaya hukum
yang dikeluarkan oleh Pelanggan sehubungan dengan pernyataan dan penegakan hak
Lazada di bawah Syarat & Ketentuan Penjualan ini.

10 Pembatasan Tanggung Jawab

10.1

10.2

10.3

Remedi: Remedi yang ditetapkan dalam pasal 6 adalah Remedi atas ketidaksesuaian
atau cacat pada produk yang berlaku satu-satunya dan eksklusif.

Tanggung Jawab Maksimal: Kewajiban maksimum penjual kepada anda atau pihak
lain untuk semua kerugian, yang timbul dari atau berhubungan dengan penjualan
produk dalam setiap kontrak pelanggan, tidak akan melebihi jumlah yang anda bayar
dalam kontrak pelanggan tersebut.

Pengecualian Tanggung Jawab: Lazada tidak bertanggung jawab kepada anda untuk
setiap kerugian apapun atau apapun penyebabnya (apapun bentuknya) yang timbul
langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan: (i) piutang pengguna lain
dalan platform yang berkaitan dengan pembelian produk apapun; (ii) penjualan produk
oleh penjual vendor ketiga untuk anda, atau penggunaan produk, atau pnejualan
kembali produk oleh anda; dan (iii) setiap cacat timbul dari keausan, kerusakan yang
disengaja, penyalahgunaan, kelalaian, kecelakaan, penyimpanan abnormal dan atau
kondisi penggunaan, perubahan atau modifikasi produk atau kegagalan mematuhi
instruksi penjual (atau instruksi di deskripsi produk atau di manual) terhadap
penggunaan produk (baik lisan ataupun tertulis).

11 Umum

111

11.2

Referensi untuk "Lazada": Istilah "Lazada" dalam Syarat dan Ketentuan Penjualan ini
berlaku baik untuk tindakan Lazada atas nama sendiri sebagai Penjual (hanya jika
Lazada bertindak sebagai Penjual) dan/atau sebagai operator Platform, atau sebagai
customer service bagi Vendor Pihak Ketiga yang bertindak sebagai Penjual.

Hak untuk subkontrak: Vendor Pihak Ketiga berhak untuk mendelegasikan dan/atau
melakukan subkontrak hak atau kewajiban berdasarkan Syarat & Ketentuan
Penjualan kepada Lazada atau penyedia layanan Lazada yang ditunjuk.
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11.3

11.4

115

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

Hak kumulatif dan remedi: Kecuali ditentukan lain dalam Syarat & Ketentuan
Penjualan ini, klausa - klausa Syarat & Ketentuan Penjualan ini dan hak dan remedi
kami berdasarkan Syarat & Ketentuan Penjualan ini, adalah kumulatif dan tanpa
prasangka serta hak atau remedi kami mungkin kami miliki berdasarkan hukum atau
keadilan, dan tidak ada ketentuan yang akan menghalangi atau mencegah hak kami
dan upaya hukum atau remedi kami berdasarkan hukum yang berlaku.

No Waiver: Kegagalan Penjual untuk melaksanakan Syarat & Ketentuan Penjualan
ini tidak dapat diartikan sebagai diabaikannya dari ketentuan - ketentuan ini, dan
kegagalan tersebut tidak akan mempengaruhi hak kami selanjutnya untuk
menegakkan Syarat & Ketentuan Penjualan ini. Penjual akan tetap berhak
menggunakan hak dan remedy/upaya hukum dalam setiap kondisi lain di mana Anda
melanggar Syarat Ketentuan Penjualan ini.

Severability: Jika suatu saat ada ketentuan pada Syarat & Ketentuan Penjualan ini
yang menjadi ilegal, tidak sah atau tidak dapat diterapkan dalam hal apapun, maka
legalitas, validitas dan keberlakuan dari ketentuan lainnya dalam Syarat & Ketentuan
Penjualan ini tidak akan terpengaruh atau berkurang karenanya, dan akan terus
berlaku.

Hak Pihak Ketiga: Seseorang atau pihak yang bukan merupakan pihak yang tunduk
pada Syarat & Ketentuan Penjualan ini, tidak berhak berdasarkan hukum apapun
dan yurisdiksi manapun untuk menjalankan ketentuan dari Syarat & Ketentuan
Penjualan ini. Untuk menghindari keraguan, tidak ada dalam Klausa ini yang akan
mempengaruhi hak-hak dari setiap pengalihan yang diizinkan atas Syarat &
Ketentuan Penjualan ini.

Hukum yang Berlaku: Syarat & Ketentuan Penjualan akan diatur dan ditafsirkan
sesuai dengan hukum Indonesia dan Anda dengan ini tunduk pada yurisdiksi
eksklusif Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kecuali sebagaimana diatur dalam Klausul 11.7, sengketa, perselisihan atau gugatan
yang timbul dari atau berhubungan dengan kontrak ini, atau pelanggaran,
penghentian atau cacat daripadanya harus diselesaikan melalui arbitrase sesuai
dengan Aturan Arbitrase Dewan Nasional Indonesia arbitrase (Badan arbitrase
Nasional Indonesia - "BANI"). Sidang arbitrase harus terdiri dari arbiter tunggal, yang
ditunjuk oleh Ketua BANI. Tempat arbitrase adalah Jakarta. Setiap keputusan oleh
pengadilan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak.

Bantuan Hukum: Kami dapat mencari atau menggunakan upaya / bantuan hukum
dengan segera berdasarkan itikad baik untuk menangani pelanggaran atau tidak
dipatuhinya Syarat & Ketentuan Penjualan ini.

Perubahan: Kami dengan pemberitahuan melalui Platform atau dengan metode lain
seperti kami inginkan (yang mungkin termasuk pemberitahuan melalui e-mail), dapat
merubah syarat & ketentuan pada Syarat & Ketentuan Penjualan dan berlaku pada
tanggal yang kami tentukan melalui cara di atas. Jika Anda menggunakan Platform
atau Layanan setelah tanggal tersebut, Anda dianggap telah setuju atas perubahan
tersebut. Jika Anda menolak perubahan tersebut, Anda harus berhenti akses atau
menggunakan Platform dan Layanan dan mengakhiri Syarat & Ketentuan Penjualan
ini. Hak kami untuk merubah Syarat & Ketentuan Penjualan ini di dapat dilaksanakan
tanpa persetujuan dari setiap orang atau badan yang bukan merupakan pihak
berdasarkan Syarat & Ketentuan Penjualan ini.
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11.11 Koreksi kesalahan: Setiap kesalahan ketik, administrasi atau kesalahan lainnya atau
kelalaian dalam penerimaan, faktur atau dokumen lainnya yang terjadi pada sisi kami
akan menjadi bahan perbaikan kami yang dilakukan oleh kami.

11.12 Mata uang: Uang yang berkaitan dengan Syarat & Ketentuan Penjualan ini adalah
dalam mata uang Rupiah Indonesia.

11.13 Keseluruhan perjanjian: Syarat & Ketentuan Penjualan harus merupakan
keseluruhan perjanjian antara Anda dan kami berkaitan dengan materi pokok dalam
perjanjian dan menggantikan dan menggantikan secara penuh semua pemahaman,
komunikasi dan perjanjian sebelumnya sehubungan dengan materi pokok dalam
perjanjian.

11.14 Mengikat dan konklusif: Anda mengakui dan menyetujui bahwa setiap catatan
(termasuk catatan dari setiap percakapan telepon terkait dengan Layanan, jika ada)
dikelola oleh kami atau penyedia layanan kami yang berhubungan dengan atau yang
berhubungan dengan Platform dan Layanan bersifat mengikat dan konklusif pada
Anda untuk semua tujuan apapun dan menjadi bukti dari setiap informasi dan / atau
data yang dikirimkan antara kami dan Anda. Anda setuju bahwa semua catatan
tersebut diterima sebagai bukti dan bahwa Anda tidak akan menantang atau
membantah diterimanya, kehandalan, akurasi atau keaslian catatan tersebut dengan
alasan karena catatan tersebut dalam bentuk elektronik atau output dari sistem
computer.

11.15 Sub-kontraktor dan delegasi: Kami berhak untuk mendelegasikan atau sub-kontrak
kinerja dari setiap fungsi kami sehubungan dengan Platform dan / atau Jasa dan
berhak untuk menggunakan penyedia layanan, subkontraktor dan / atau agen pada
seperti hal sebagaimana kami anggap pantas.

11.16 Pengalihan: Anda tidak dapat mengalihkan hak dan kewajiban Anda atas Syarat &
Ketentuan Penjualan tanpa izin tertulis sebelumnya dari kami.

11.17 Force Majeure: Kami dilepaskan dari pertanggungjawaban atas wanprestasi,
kesalahan, gangguan atau keterlambatan dalam pelaksanaan kewajiban atau untuk
setiap ketidakakuratan, atau ketidaksesuaian di Platform dan / atau isi Layanan, jika
hal tersebut disebabkan, secara keseluruhan atau sebagian, langsung atau tidak
langsung, oleh suatu peristiwa atau kegagalan yang disebabkan Force Majeur atau
Keadaan Memaksa.

Lampiran lpefinisi and Interpretasi

1. Definisi. Kecuali konteksnya menentukan lain, ungkapan berikut akan memiliki arti sebagai
berikut dalam Ketentuan Penggunaan ini:

1.1 "Hari Kerja" berarti hari (tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu) dimana bank
umum terbuka untuk bisnis di Indonesia.

1.2 "Pelanggan" berarti pembeli dan/atau pengguna yang sah dari Platform dan/atau
Layanan.

1.3 "Kontrak Pelanggan" harus seperti yang didefinisikan dalam Klausul 2.6.

1.4 "Kekayaan Intelektual" berarti semua hak cipta, paten, inovasi utilitas, merek
dagang dan merek layanan, indikasi geografis, nama domain, hak desain tata
letak, desain terdaftar, hak desain, hak database, nama dagang atau bisnis, hak
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melindungi rahasia dagang dan rahasia informasi, hak melindungi goodwill dan
reputasi, dan semua hak kepemilikan yang sama atau terkait lainnya dan semua
aplikasi yang sama, baik saat ada atau dibuat di masa depan, di mana saja di
dunia, apakah terdaftar atau tidak, dan semua manfaat, hak istimewa, hak untuk
menuntut, memulihkan kerusakan dan mendapatkan bantuan atau solusi lainnya
untuk setiap masa lalu, pelanggaran saat ini atau masa depan, penyalahgunaan
atau pelanggaran hak-hak tersebut di atas.

1.5 "Lazada Indemnitees" berarti Lazada, afiliasinya dan semua yang masing-
masing petugas, karyawan, direktur, agen, kontraktor dan penerima.

1.6 "Lazada", "kita", dan "kami" merujuk kepada PT. Ecart Webportal Indonesia.,
Sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan
beralamat terdaftar di Agro Plaza lantai 9. JI. H.R Rasuna Said Block X-2 No.1,
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12950.

1.7 "Harga Terdaftar" atau "Harga Produk" berarti harga produk yang tercantum
untuk dijual kepada pelanggan, sebagaimana tercantum pada Platform.

1.8 "Kerugian" berarti semua penalti, kerugian, jumlah penyelesaian, biaya
(termasuk biaya hukum dan biaya pengacara), biaya, pengeluaran, aksi, proses,
klaim, tuntutan dan kewajiban lainnya, yang dapat di duga atau tidak.

1.9 "Material" atau materi berarti, secara kolektif, semua halaman web pada
Platform, termasuk informasi, konten, gambar, link, suara, video, software,
aplikasi dan bahan lain yang ditampilkan atau tersedia pada Platform dan fungsi
atau layanan yang disediakan di Platform.

1.10"Pesanan" atau "Order" berarti pesanan Anda untuk produk melalui Platform
sesuai dengan Syarat & Kondisi Penjualan.

1.11"Password" mengacu pada password yang valid milik Nasabah yang memiliki
akun Lazada yang dapat digunakan dengan Username untuk mengakses
Platform dan / atau Layanan terkait.

1.12"Data Pribadi" berarti data, apakah benar atau tidak, yang dapat digunakan
untuk mengidentifikasi, menghubungi atau mencari Anda. Data Pribadi bisa
termasuk nama, alamat e-mail, alamat penagihan, alamat pengiriman, nomor
telepon dan informasi kartu kredit. "Data Pribadi" akan dianggap termasuk setiap
data yang Anda berikan kepada kami ketika menempatkan Order.

1.13"Platform" berarti:

a. web dan/atau versi mobile dari web yang dioperasikan dan/atau dimiliki oleh
Lazada yang saat ini terletak di URL berikut: www.lazada.co.id; dan

b. aplikasi mobile yang dibuat dari waktu ke waktu oleh Lazada, termasuk iOS
dan Android.

1.14"Garansi Produk" berarti produk (termasuk angsuran produk atau bagiannya)
tersedia untuk dijual ke pelanggan di Platform.

1.15"Kebijakan Pengembalian" berarti kebijakan pengembalian ditetapkan
di http://www.lazada.co.id/faq/#answer-fag-returnrefundpolicy-ans.

1.16"Vendor Pihak Ketiga" berarti penjual atau merchant yang menggunakan
Platform dan/atau Layanan untuk menjual Produk kepada Pelanggan, yang
terpisah dari Lazada.

1.17"Penjual" berarti penjual produk seperti yang dijelaskan dalam Klausul 2.3,
termasuk Vendor Pihak Ketiga.
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1.18"Layanan" berarti layanan, informasi dan fungsi yang disediakan oleh penjual di
Platform.

1.19"Syarat & Ketentuan Penjualan” berarti Klausul 1-11 dan setiap Lampiran untuk
syarat dan ketentuan ini.

1.20"Syarat dan Ketentuan Penggunaan" berarti syarat dan ketentuan yang
mengatur penggunaan Pelanggan Platform dan / atau Layanan dan ditetapkan
di http://www.lazada.co.id/terms-of-use/#tou

1.21"Trademark" berarti merek dagang, merek layanan, nama dagang dan logo yang
digunakan dan ditampilkan pada Platform.

1.22"Username" mengacu pada nama identifikasi login unik atau kode yang
mengidentifikasi Pelanggan yang memiliki akun di Lazada.

1.23"Voucher" berarti voucher yang dapat digunakan oleh Pelanggan atas
pembayaran pembelian pada Platform, berdasarkan dengan syarat dan
ketentuan di Platform atau di http://www.lazada.co.id/terms-of-use/#tov

1.24"Anda" merujuk pada Pelanggan, Pembeli, dan/atau individu berusia di atas 18
atau yang di bawah 18 namun dengan perwakilan dan/atau pengawasan orang

tua atau wali yang sah.

2 Interpretasi: Setiap acuan pada Syarat & Ketentuan Penjualan untuk setiap ketentuan harus
ditafsirkan sebagai acuan bahwa ketentuan tersebut sebagaimana telah diubah,
diberlakukan kembali atau diperpanjang pada waktu yang relevan. Dalam Perjanjian, setiap
kali kata "termasuk”, " digunakan, akan dianggap sebagai "tanpa batasan". Kecuali
ditentukan lain, semua referensi untuk hari adalah hari kalender, dan "bulan" atau "bulanan”
mengacu bulan kalender. Setiap Judul tidak di jadikan interpretasi atas Syarat & Ketentuan
Penjualan ini, jika terjadi konflik atau inkonsistensi antara dua atau lebih ketentuan dalam
Syarat & Ketentuan Penjualan ini, apakah ketentuan tersebut tercantum dalam dokumen
yang sama atau berbeda, konflik atau inkonsistensi tersebut maka Lazada akan
menentukan ketentuan yang berlaku.

Syarat & Ketentuan Penggunaan Voucherkemsai

ke atas

1. Voucher berlaku hanya pada situs Lazada atau aplikasi mobile Lazada

2. Untuk menggunakan voucher, kode voucher wajib dimasukkan pada saat laman
penyelesaian (checkout)

3. Kode voucher dapat digunakan hanya untuk satu kali pembelian (kecuali dinyatakan lain)

4. Lazada berhak untuk membatalkan dan/atau memodifikasi order, dan/atau menolak

penggunaan kode voucher, apabila voucher digunakan sebagai Dberikut:
- Penggunaan voucher yang mencurigakan atau ditemukan adanya kecurangan;
- Penyalahgunaan voucher, termasuk penggunaan (redeem) voucher menggunakan
beberapa akun (multiple accounts) atau beberapa checkout (multiple checkout) yang
terkait dengan pelanggan yang sama atau pelanggan dalam suatu grup/kelompok. Lazada
berhak menentukan definisi pelanggan yang sama yang dapat berdasarkan nama, nomor
telepon, emalil, alamat, atau informasi lainnya; dan/atau
- Voucher digunakan dengan itikad buruk (termasuk penjualan kembali voucher, atau
penggunaan voucher pada order dengan tujuan dan maksud penjualan kembali)
5. Anda hanya dapat melakukan pemesanan menggunakan kode voucher yang berbeda
maksimal dua kali dalam sehari, pemesanan menggunakan voucher berikutnya akan
otomatis dibatalkan.
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10.

Apabila anda melakukan pemesanan menggunakan kode voucher yang sama lebih dari
satu kali dalam satu hari pesanan akan otomatis dibatalkan.

Kecuali dinyatakan lain, voucher dan promosi diskon lainnya tidak dapat digunakan
bersamaan dengan promosi taktis atau diskon lainnya, dengan pengecualian atas barang
pra-diskon di Lazada

Tambahan ketentuan dapat ditentukan secara khusus untuk kode voucher tertentu
(misalnya, durasi, jumlah diskon dan produk yang dikenakan), yang akan berlaku untuk
penggunaan dan redeem atas voucher tersebut

Voucher tidak dapat digantikan dengan uang atau diuangkan

Lazada berhak untuk merubah Ketentuan ini atau membatalkan setiap promosi sewaktu-
waktu tanpa pemberitahuan.

Syarat & Ketentuan Pembelian Pulsaxembai ke atas

Pulsa akan diisi ke nomor telepon prabayar yang diinput pada kotak display (PDP). Untuk
menghindari pembatalan, pastikan nomor telepon yang dimasukkan adalah nomor telepon
kartu prabayar yang aktif, valid, & sesuai dengan operator yang dipilih.

Pelanggan bertanggung jawab atas kesalahan penginputan nomor telepon yang dilakukan
oleh Pelanggan, termasuk pembatalan yang terjadi dikarenakan nomer telepon yang tidak
aktif, tidak valid, kurang lengkap, dan kekurangan lainnya.

Pengisian kepada nomor telepon yang sama hanya diperbolehkan maksimum 2 (dua) kali
dalam 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal terakhir pengisian dengan mengacu pada waktu
pengisian yang berhasil dilakukan sebelumnya.

Pembatasan pengisian pulsa sebagaimana dimaksud pada angka 3 berlaku untuk segala
nominal pulsa elektrik yang akan dibeli.

Lazada berhak untuk membatalkan dan/atau menolak pesanan apabila pembelian pulsa
tidak memenuhi Syarat & Ketentuan Pembelian Pulsa atau dinilai tidak wajar dengan kriteria
sebagai berikut:
- Pembelian pulsa elektrik yang mencurigakan atau ditemukan adanya kecurangan;
- Menggunakan beberapa akun (multiple accounts) atau beberapa checkout (multiple
checkout) yang terkait dengan pelanggan yang sama atau pelanggan dalam suatu
grup/kelompok. Lazada berhak menentukan definisi pelanggan yang sama yang dapat
berdasarkan nama, nomor telepon, email, alamat, atau informasi lainnya; dan/atau
- Pembelian pulsa dengan itikad buruk (dengan tujuan dan maksud penjualan kembali)
Lazada berhak untuk memperbaharui Syarat & Ketentuan Pembelian Pulsa ini atau
membatalkan setiap promosi sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Syarat & Ketentuan Penggunaan Kanal
KomunikaSiKembalikeatas

Definisi

Kecuali jika didefinisikan lain, definisi pada Lampiran 1 akan berlaku untuk Syarat
Penggunaan ini.

Ruang Lingkup
Lazada menyediakan akses bagi para penggunanya ke areal konten situs untuk membantu
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perkembangan interaksi circle pengguna, dengan memberikan kesempatan kepada para
pengguna terdaftarnya mengekspresikan pandangan pribadi mereka dan membagikan
informasi yang berguna. Saat melakukan posting konten, terutama komentar atau pendapat
pribadi, penting bagi para pengguna circle untuk menggunakan akal sehat mereka,
menghargai satu sama lain dan norma-norma serta harapan sosial setempat. Konten yang
berisi, menyarankan atau mendorong ujaran kebencian, pelanggaran hukum, kekerasan,
tindakan kejahatan atau intoleransi rasial (atau organisasi yang didedikasikan untuk
gagasan-gagasan tersebut) akan dihilangkan dari Circle dan sangat dilarang. Selain itu,
kegiatan posting yang berkaitan dengan atau mempromosikan pelanggaran hak kekayaan
intelektual sangat dilarang.
Lazada Indonesia menyediakan serangkaian kanal komunikasi (kanal yang termasuk
namun tidak terbatas pada kajian Produk, chat penjual-pembeli yang dipublikasikan,
deskripsi produk yang diciptakan oleh pengguna, komentar dan lain-lain. Melalui kanal ini,
para pengguna diberikan akses ke informasi sebenarnya, pendapat pribadi, dan panduan
mengenai berbagai macam topik dan memungkinkan Anda untuk melakukan posting view
dan konten di situs kami.
Konten circle yang dipublikasikan atau diedit oleh para pengguna kami adalah semata-mata
pendapat dan tanggung jawab pihak-pihak yang menampilkan konten tersebut. Semua
konten dan perilaku dalam menampilkan atau penerimaan konten tersebut harus mematuhi
Syarat Penggunaan Lazada dan kebijakan ini. Jika terjadi perbedaan antara kebijakan ini
dan Syarat Penggunaan Lazada, maka Syarat Penggunaan Lazada akan berlaku.
Referensi yang dibuat dalam konten circle kepada seseorang, atau produk, jasa atau merek
dagang pihak ketiga tidak berarti Lazada mendukung acuan atau klaim afiliasi terhadap
pihak tersebut.
Walaupun Lazada akan berupaya untuk memoderasi atau mengawasi semua komentar dan
konten yang ditampilkan guna menjaga semangat saling bertukar pandangan yang
terpercaya, kami tidak bertanggung jawab dan tidak akan bertanggung jawab dalam bentuk
apapun untuk setiap komentar yang Anda atau pihak ketiga posting.

Syarat-syarat Umum Penggunaan Kanal Komunikasi
3.1 Anda harus merupakan pengguna Lazada yang terdaftar dan aktif untuk memberikan
komentar.

3.2 Kami dapat menggunakan data Anda seperti ID pengguna Lazada, nama toko atau
nama Anda yang sebenarnya untuk mengidentifikasi Anda kepada para pengguna lainnya

sebagai orang yang menampilkan konten Anda.
3.3 Kami berhak untuk mempromosikan, menurunkan atau mencabut konten Anda di area
konten circle berdasarkan pada kebijaksanaan kami semata.

3.4 Kami dapat membatasi jumlah konten circle yang Anda tampilkan.
3.5 Anda mengakui bahwa semua tampilan yang Anda buat bersifat umum dan terbuka.

Panduan

4.1 Sangat Dilarang
Berikut ini Anda akan menemukan serangkaian contoh konten atau tindakan yang dilarang
di areal konten circle (ulasan produk, uraian produk yang dibuat oleh anggota, dan
komentar). Konten dan/atau daftar tindakan yang dilarang termasuk namun tidak terbatas
pada:
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Mengizinkan, mendukung atau menginstruksikan orang lain untuk melanggar hak
cipta, merek dagang atau hak kekayaan intelektual lainnya.

Dilarang menampilkan produk-produk yang memiliki hak cipta tanpa izin dari pemilik
hak cipta

Menggunakan kekayaan intelektual tanpa izin tegas dari pemilik hak kekayaan
tersebut, jika diperlukan. Lazada sangat mendukung para pengguna untuk menulis
dan menampilkan konten untuk memperkenalkan diri dengan prosedur Lazada guna
membantu perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk kredit iklan, termasuk
tautan, slogan, gambar, logo video, atau nama perusahaan dalam konten yang
dipublikasikan

Menggunakan gambar atau teks pengguna Lazada lainnya tanpa izin tegas dari
anggota lainnya

Mempromosikan  atau  mengiklankan  untuk  membeli, menjual atau
memperdagangkan produk atau jasa yang terdaftar atau terletak di luar aset Lazada
Menempatkan konten yang dipublikasikan dalam kategori yang salah
(pengelompokan yang salah) dan menampilkan komentar di kanal yang salah
Mendukung, mempromosikan, memfasilitasi, atau menginstruksi pihak lainnya dalam
kegiatan yang melanggar hukum atau melanggar sala

satu kebijakan kamih. Menampilkan ulasan yang tidak spesifik pada produk
Menampilkan apapun yang akan dilarang menurut Kebijakan Listing Penjual (tautan
ke kebijakan)

Mempromosikan pemberian hadiah, lotere, gambar yang acak, penjualan dengan
undian, atau hadiah apapun

Menggunakan fungsi-fungsi HTML dan JavaScript, termasuk namun tidak terbatas
pada Javascript atau kode aktif, membuat posting berulang, terlalu banyak,
mengirimkan spam, atau mengambil tindakan lainnya yang mempengaruhi
operasional situs

Menggunakan kata kunci, tautan acak, judul yang tidak akurat, teks, atau konten lain
yang tidak berkaitan secara langsung dengan topik konten circle untuk tujuan
mendapatkan perhatian atau mengalihkan para anggota ke konten tersebut.
Memanipulasi isi sangat dilarang.

Mengiklankan situs merchandise, lelang, jasa atau komersial, termasuk tawaran
untuk memperdagangkan, menampilkan tentang “orang yang dicari pihak
berwenang”, atau pengumpulan dana amal

Membuat tautan dari konten yang dipublikasikan di Lazada ke situs pihak ketiga,
termasuk tautan yang berisi tawaran untuk memperdagangkan, menjual, atau
membeli barang atau jasa di luar Lazada pada umumnya dilarang

Membuat tautan ke benda, jasa, atau konten yang dilarang di Lazada atau situs yang
menawarkan item, jasa, atau konten yang dilarang di Lazada

Menyamar sebagai karyawan Lazada atau pengguna Lazada lainnya

Melakukan posting konten yang mempromosikan atau membesar-besarkan
kebencian, kekerasan, intoleransi rasial atau keagamaan, atau konten yang
mendukung organisasi-organisasi yang memiliki pandangan tersebut. Termasuk
kata-kata makian, kasar, ujaran kebencian, bersifat memecah-belah, atau komentar
yang kejam, sengketa antar pribadi, atau ancaman kekerasan dalam postingan,
materi (grafik atau teks) yang bersifat cabul, pornografi atau konten dewasa
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r. Menggunakan bahasa yang tidak senonoh atau sangat kasar di ruang publik dalam
situs

s.  Menampilkan informasi kontak pribadi pihak manapun di ruang publik Lazada,
termasuk email, nomor identitas pribadi, nomor telepon, nama, alamat, dan lain-lain

t. Membahas atau melakukan posting ulang untuk post yang sudah dihapus atau surat
peringatan, atau pembahasan mengenai para anggota yang diberikan sanksi atau
tidak lagi terdaftar

u. Membuat posting mengenai semua jenis informasi penagihan, termasuk namun tidak
terbatas pada nomor PAN, kode CVV, rincian rekening bank, rincian untuk penyedia
jasa pembayaran, yang tidak ditutupi
v. Menyalahgunakan fungsi pelaporan kekerasan guna melaporkan konten dengan
cara yang tidak semestinya atau melanggar ketentuan, karena hal tersebut
melanggar kebijakan Lazada
w. Memalsukan kenaikan atau penurunan konten circle, termasuk rating dan ulasan.
4.2 Terbatas
a. Penggunaan bahasa yang tidak senonoh atau cabul dalam ruang publik situs
hanya diizinkan pada uraian dan/atau judul produk, yang mana judul tersebut
mengandung kata yang tidak senonoh atau cabul (contoh: DVD film dengan
istilah yang tidak senonoh di judulnya), dan dengan tegas hanya terbatas pada
konteks judul.

b. Reporter, periset dan perwakilan pihak ketiga memerlukan izin sebelum membuat
posting atau mengirimkan email kepada para anggota dalam kapasitas resmi
mereka.

Pernyataan dan Jaminan

Pengguna setuju untuk mengganti rugi, membela dan membebaskan Lazada Group, para
pejabat, direktur, agen dan karyawannya, dari dan terhadap setiap dan semua kerugian,
tanggung jawab keuangan, tuntutan, gugatan, proses hukum, penyelidikan, investigasi,
interogasi, tuduhan dan biaya (termasuk biaya dan ongkos pengacara yang wajar) yang
timbul dari atau dengan cara apapun terkait dengan Posting yang disediakan oleh
Pengguna, termasuk tanpa batasan tuntutan untuk iklan yang menipu, pencemaran nama
baik, pelanggaran hak publisitas dan/atau privasi, hak cipta atau pelanggran merek dagang.
Sepanjang diizinkan oleh hukum, platform disediakan seba-gaimana bentuknya, tanpa
jaminan akses, atau penggunaan tanpa gangguan oleh pengguna, atau jaminan apapun.
Saran atau informasi apapun, baik lisan atau tertulis, yang didapatkan dari Lazada atau
situs Lazada tidak memberikan jaminan apapun yang tidak dinyatakan secara tegas dalam
kebijakan ini. Lazada menyangkal semua jaminan, baik ter-sirat maupun tersurat,
sehubungan dengan platform dan/atau Kanal, termasuk namun tidak terbatas pada, jaminan
tersirat mengenai hak, bisa diperdagangkannya, kinerja, kesesuaian untuk tujuan tertentu
dan tidak adanya pelanggaran. Dalam keadaan apapun, Lazada tidak bertanggung jawab
atas kerugian yang bersifat konsekuensi, tidak langsung, tidak disengaja, atau khusus
apapun juga, termasuk namun tidak terbatas pada, kerugian akibat hilangnya laba,
gangguan kegiatan usaha, niat baik, hilangnya atau akses tidak sah ke informasi, dan
kejadian serupa, bahkan jika Lazada telah diberitahukan mengenai kemungkinan kerugian
tersebut, dan terlepas dari bentuk tindakan, baik menurut kontrak, undang-undang ganti
rugi, atau lainnya.
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Dengan menggunakan Kanal, Pengguna dengan ini setuju bahwa Lazada tidak
bertanggung jawab atas transmisi yang salah, kegagalan teknis, perangkat keras atau
perangkat lunak komputer, hilangnya, terganggunya atau tidak tersedianya koneksi jaringan,
atau transmisi komputer yang gagal, tidak lengkap, rusak, menempuh rute yang salah,
kacau atau tertunda, atau kesalahan atau masalah lainnya, baik yang disebabkan oleh
faktor mekanis, manusia, elektronik atau lainnya, yang dapat membatasi kemampuan
Pengguna untuk berpartisipasi dalam Kanal.
Pengguna mengakui dan setuju bahwa Lazada bebas untuk menggunakan komentar,
informasi atau gagasan yang diajukan oleh Pengguna kepada kami, tanpa perlu
menyampaikan pemberitahuan, kompensasi atau pengakuan kepada Pengguna, untuk
tujuan apapun, termasuk namun tidak terbatas pada modifikasi dan pengembangan kanal
atau jasa Circle.

6. Pelaporan Pelanggaran
Konten para pengguna harus mematuhi syarat-syarat/panduan ini. Jika terjadi pelanggaran,
maka para pengguna dan post dapat dihapus atau disembunyikan, dan dapat dikenakan
serangkaian sanksi (peringatan dan hukuman), termasuk pembatasan terhadap
keistimewaan membeli dan menjual Anda di Lazada dan pembekuan/pengakhiran akun.
Guna melaporkan pelanggaran terhadap kebijakan ini, mohon hubungi salah satu
perwakilan layanan pelanggan kami melalui fasilitas Live Chat.

Lampiran 1

Definisi

Kecuali ditentukan lain, istilah berikut akan memiliki arti sebagai berikut dalam Syarat dan

Ketentuan Penggunaan Kanal Komunikasi
a. Pengguna  — penjual atau pembeli terdaftar pada platform Lazada.co.id.
b. Posting — menyiapkan dan menerbitkan konten pada situs Lazada.
c. Circle =—circle internal Lazada (para pengguna terdaftar: penjual dan pembeli)
d. Situs - Lazada.co.id

e. Kanal — kanal komunikasi yang tersedia secara terbuka bagi para pengguna Lazada, termasuk
tapi tidak terbatas pada kajian produk, chat rooms, forum, peringkat penjual)
f. Lazada Group -semua badan operasional Lazada Group SA dan anak perusahaan
operasionalnya, yang mana Lazada Group SA, secara langsung atau tidak langsung, memiliki lebih
dari 50% saham atau hak suara atau kendali keuangan yang setara (“Lazada Group”)

Ada pertanyaan? Hubungi kami di live chat (24 Jam)
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